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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 104

ayat |1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, — Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Kepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan

Lembaran Negaru Repuhlik Indonesia Nomor 4060)i

3. Undane-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841):

Peraruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka

Mencngah Dacrah, serta Tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana

Pembangunan Jangka Mencngah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor

1312)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraluran

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 'tahun 2015

tentang Pembentukan Itoduk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodelikasi, dam — Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Nogara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara

Repuhlik Indonesia Tahun 2019 XNomor 1114):

Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 'Tahun 2021

tentang Pencrapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14191:



Menetapkan

11. Peraturan Dacrah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah

2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2009 Nomor 031

12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022

tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

(Berita Dacrah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15):

19. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-

2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor

221 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

(Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomaor 69

M/ EMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Gorontalo.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara. Pemerintahan Daerah — yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah olonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dacrah

yang berkedudukan — sebagai unsur — penyelenggara

Pemerintahan Daerah

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah

untuk periode 1 (satu| tahun.

I
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan dacrah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya.

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebiajakan Umum APBD yang selanjtunya disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode | Isatu| tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementera yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat

Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja

perangkat daerah.

Pasal 2

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

untuk periode 1 (satu) Tahun saitu Tahun 2025 yang

dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada

tanggal 31 Desember 2025.

Sistematika RKPD Tahun 2025 terdiri dari

Pendahuluan,

Gambaran Umum Kondisi Daerah,

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah,

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota,

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan

Penutup.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 merupakan Penjabaran dari RPD Tahun

2023-2026 dan memperhatikan RPJPD Tahun 2007-2025.

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi



a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025:

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

menyusun RKPD Tahun 2025: dan

«. pedoman bagi Pemerintah Dacrah dalam merumuskan

KUA PPAS dan menyusun Rancangan APBD Tahun

2025.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan ABPD Tahun 2025:

3 Pemerintah Dacrah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai

bahan pembahasan KUA PPAS dengan DPRD.

b, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai

bahan permbahasan RAPBD dengan DPRD.

«— Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 dalam

melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran

Perangkat Daerah dengan DPRD.

Pasal 5

(I Perangkat Daerah membuat laporan kinerja Iriwulan,

semester dan tahunan alas pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja,

keluaran sub-kegiatan, hasil kegiatan, serta capaian

Program.

(2! Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Ekonomi

dan Pembangunan.

18 Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan

bagi analisis dan evaluasi pencapaian larget. pembangunan

pada tahun rencana yang berkenaan.



pada tanggal

SPEKRETARIS DAEI

Pasal 6

11) Perangkat Daerah wajib mengalokasikan APBD ke rincian

program, kegiatan dan subkegiatan secara efektil dan elisien

serta memperhalikan pengalokasian pada program prioritas

daerah serta kinerja hasil yang inovatif sesuai prioritas dan

sasaran pembangunan yang termuat dalam RKPD tahun

2025

(2 Keterhatasan pembiayaan melalui APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat i1) yang mengakibaikan pendanaan

Dekongentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian yang

tidak terpisah dalam pencapaian prioritas dan sasaran

pembangunan.

Pasal 7

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan

Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja

dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025, hasil pembahasan

bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2025.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setap orang mengetahuinya, — memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penerpalannya

dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Goronlalo

padayanggal 28 JUNI — 2024

1i GHBHRNUR KORONTALO,

RUDY SALAHUDDIN

ndangkan di Gorontalo

1 2024

/ROINSI GORONTALO

B I R O H U K U M
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang — — — a

1.2. Landasan Hukum 12

1.3. Hubungan Antar Dokumen. 13

1. 4. Maksud dan Tujuan —— ME — MA
1.5. Siclematika Dokumen RKPD 15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

11.1 Kondisi Umum Daerah ie——— n1
11.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampal Tahun Berjalan dan Reslisasi RPJMD — 11103

11.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ————— ———— a

BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

TI1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah m

11L.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ———— —— m2

BA Iv SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1V.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan w

1V.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 —————— Na7

1,3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 ——— v8

1V.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah. W3I

1V.5 Pokok — Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Tahun 2025 ..— Wa2

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA

V.1 Kota Gorontalo. p va

1.2 Kabupaten Gorontalo v2

4.3 Kbupaken Boalemo va

YA Kabupaten Pohunato vs

V.5 Kabupaten Bone Bolango B vI

V& Kabupaten Gorontalo Utara vs

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN v

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH v

BAS VIII PENUTUP v

b . Mak :1
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DAFTAR TABEL

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

31 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota. 12

2.2 Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo ——— B 4

23 Wilayah Sungal (WS) Provinsi Gorontalo — 5
2.4 Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Alran Sungal (DAS) Di Provinsi Gorontsio . ns

2,5 Luas Kawasen Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo —— 118

tahun 2020— n

2,6 Penggunaan Lahan Pestanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha) 19

Di Provinsi Gorontalo tahun 2022

27 Luas Panen dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo, Tahun 2022-2023 — a

2.8 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang sementara Tidak Diusahakan Menurut — 112

Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2023

2.8 Populasi Sapi dan Kambing (ekor) Tahun 2021-2022 (ekor) 112

2.10 Laju Perbumbuhan Penduduk Penduduk Prosinsi: Gorantalo na u Mi

2.11 PORB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020-2022 130

(Miyar Rupiah). B

2.12 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020-2022 (Miyar — 1131

Rupiah) — B MA

2.13 Nili PORB Perkapita ADHB Provinsi Gorontalo, Tahun 2021-2023 34

2.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022-2023 ———— 1136

2.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Prosinsi Gorontalo — 1137

Tahun 2023.

2.16 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023 140

2.17 Indoks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023 Al

218 Indeks Pemberdayaan Gender (1DG) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 142

2.19 Komposisi Penduduk Usia Kerja Provinsi Gorantalo Tahun 2020-2023 144

2.20 Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo, Tahun 2021-2023 — aS

2.21 Reta-rata Lama Sekokah Provittsi Gorontalo Tahun 2021-2023 145

2.22 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur7- 12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun dan — IL47

19-24 Tahun, Provinsi Gorontakotahun 2021-2023 DI

2.23 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar SMA/MA/SMK, 2021-2023 1148

2.28 Prevulensi Stalus Gizi Ballta menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2023 152

7.75 Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi jalan tahun 2020-2022 ns2

2.26 Persentase Rumah Tangga yang memilki Akses terhadap Layanan Sanikasi Layak menurut

Kabupaten/ Kota di Provinsi Goronitalo, 2020-2022

2.27 Persentase Rumah Tangga yang memilki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak — 1155

menurut Kabupaten Kota ci Provinsi Gorontalo, 2020-2022 — ——

2.28 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial ci Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 15

2.29 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Persentase kasus yang terlayani — 161

Imelalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2021



2.30 Skor Pola Pangan Harapan Keterseciaan dan Konsumai Provinsi Gorontalo tahun 2021-2022 — — 1163

2.31 Status Mutu Air Sungal Srategis di Provinsi Gorontalo, Hasil Pemantauan Tahun 2021 1165

2.32 Perkembangan Koperasi Selang Tahun 2022 — 2023 —— — an

2.13 Indikator Kinegja Pembangunan Urusan Kelautan dan Penkanan Dinas Kelautan dan Perikanan — 1175

Provinsi Gorontalo tahun 2023

2.34 Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Parivisata Provinsi Gorontalo Tahun 2023 —— 1180

2.35 Kontribusi Sektar Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo Tahun 2021 - 2023. n81

2.36 Perkembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian Provinsi Gorotalo tahun 2021 - 2023 —— 18I

2.37 Perkembangan Petemakan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 - 2023 1182

2.38 Indikalor Pembangunan Urusan Kehiutanan Provinsi Gorontalo tahun 2022-2023 183

2.39 Indikatr Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo tahun 2023 — TL84

2440 Laju Pertumbuhan, Mi dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PORE (ADHB) Provinsi 1185

Gorantalo Tahun 2021 — 2023..

2.41 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun — 187

2013

2.42 Nilai Opini BPK terhadap Pengeloiaan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023. 180

2.43 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan 19

Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 a ee an

248 Sitem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021-2022 134

2.45 Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2021 - 2023 — 185

2.16 Hasl Evaluasi LPPD Prosinsi Gorontalo Tahun 2020-2023 1196

2.47 Penyeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Gorontaio Tahun 2021-2023 197

2.48 Pengeluaran Konsumsi Pemenintah Provinsi Gorontai Tahun 2021-2023 B 197

2.49 Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolsian Resort di Prowinsi Gorontalo, Tahun — 11101

2018-2021

11.56 Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan reaiisasi RPIMD —— TE1S

BAB 111 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, 2021-2023 — 112

imilar ruplah)

3.2 Laju Perbumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2021-2023 (36) — 112

3.3 Distribusi PDRB Sen 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurul Lapangan Usaha (persen) 3

3,4 PORB Per Kapitu Gorontalo Tahun Dasar 2010, 2020-2023. . I

3.5 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Desember 2023, Tahun Kalender 2023, dan Tahun ke — TIIS

Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP

3.6 Distribusi Pengeluaran Penduduk Gorontalo Maret 2022, September 2022 dan Maret 2073 6

(persentase) —
3.7 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Provinsi Gorontako, Februari 2022-Februari 2024 — — 17

3.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin i Provinsi Gorontalo September 2021-September 2022 — TIL7



3.9 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Tempat Tinggal,

'September 2021-September 2022 ——— —

3.10 Perkiraan Indikator Ekonomi Makto Gorontalo Tahun 2024 ———

3.11 Proyeksi dan Target Indikator Makro Provinsi Gorontlo 2024-2025

3.13 Realsasi Pendapatan 2019 sfd 2023. &

3.14 Kapasitas Fiskal / Proyeksi Pendapatan Daerah 2025

3.15 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025

3.16 Laporan Realisasi Anggarsn Pendapatan dan Belanja Daerah (untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2023 dan 2022

3.17 Proyeksi Pembiayaan Provinsi Gorontalo TA. 2025 —————

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

41 Unsur — Unsur Tema RKPD 2025 -

42 Tema, Unsur Tema dan Sasaran RKPD 2025

43 Indikator, Capaian dan Target Sasaran 1

4.4 Indikator, Capaian dan Target Sasaran 1I

45 Indikator, Capaian dan Target Sasaran 111 MENEaAAA

46 Indikator, Capatan dan Target Sasaran IV B

437 Indikstor, Capaian dan Targel Sasaran V—

4.8 Indikator, Capaian dan Target Sasaran VI

4,9 Indikstor, Capalan dan Target Sasaran VI

410 Indikator, Capaian dan Target Sasaran VIl

4.11 Indikator, Capalan dan Target Sasaran IX aa

412 Indikator, Capaian dan Target Sasaran X

4.13 Indikator, Capaian dan Target Sasaran XI

414 Indikator, Capaian dan Target Sasaran XII () ——

415 Indikator, CGapulan dan Target Sasaran XII (b)

4.16 Indikator, Capaian dan Target Sasaran XII —

447 Indikator, Capaian dan Target Sasaran XIV ..

418 Program Priorlas Provinsi Tahun 2025

4.19 Prioritas Nasional Untuk Prosinsi Gorontalo 2025

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA

5.1 Proyeksi Makro Ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2025.

5.2 Proveksi Makro Ekononi Kabupaten Gorontalo Tahun 2025.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naslonal dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan

daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan

masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan puhiik

'dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 hahwa

daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu

kesetuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintai

Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD. RKPD merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD dan

memuat rancangan kerangka ekunomi daerah, priontas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan

pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusuri dengan berpedoman kepada Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2025 merupakan penjabaran dari dakumen Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka

h transisi, RPD disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

IRKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Perangkat Daerah tahun 2025, dengan totap mempedomani Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah Lahun 2023-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD. Selanjutnya, juga menjadi

acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon

AAnggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APED) tahun 2025.

Beberana permasalahan besar yang diha lapi oleh Provinsi Gorontalo antara dari sisi ekonomi antara

Iain masih besamya share PDRB yang masih didominasi oleh sektor primer, sedangkan transformasi

ekonomi ke sektor Iain masih terhitung lambat. Selain iLu beberapa Infrastruktur dasar seperti jalan,

jembatan dan sekolah yang merupakan layanan dasar masih perlu peningkatan kualitas dan

pemerataan. Tantangan lain yang dialami adalah laju penurunan kemiskinan yang menunjukkan

stagnansi. Di sektor lingkungan eksplokasi yang dilakukan oleh investasi besar belum memberikan

dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah kejadian hencana yang semakin

tinggi #rekuensinya yang didominasi oleh bencana hidrologis seperti banjir, tanah longsor dan

kekeringan. Fiskal yang semakin ketat juga memberikan tantangan tersendiri jika dilihat dari

kemampuan daerah dalam mendanai program kegiatan yang menjadi instrumen dalam pelayanan dan

perlindungan kepada mesyarakat.
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RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan

tahapan yang dapat dicermati pada gambar di bawah ini:

PERGUn

ee—

1.2. Landasan Hukum

Peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun

2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4285):

Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725)i

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomaor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



12.

13.

18

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembanugnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan.

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Peruhahan Rencana Pembangunan Jangke Panjang

Deerah, Rencana Pembangunani Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Korja Pemerintah

Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114):

turan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419),

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050:5889 Tahun 2021 tentang hasil Vorifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Daerahi

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo:

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah

Tahun 2023-2026:

Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesetuan dalam system perencanaan

pembangunan nasonal dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema

penbangunan dalam Jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah

meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
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daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana

tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2:

Gambar 1.2 Keterkaltan Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah

.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Provinsi Gorontalo dalarn RPD 2023-2026

2. Memberikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah

3. Memberikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah

4. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi

pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan

5. Optimalisasi partisipasi seluruh elemen mesyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah

Tujuan dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah:

1. Untuk menjadi dokumen acuan untuk penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2025

2. Mewujudkan keberkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran

3. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan

4. Sebagai instrumen evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
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BABI

BABII,

BAB III

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan

RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD

dengan dokumen RPD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya yaitu penyusunan

KUA-PPAS dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo

Tahun 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang huhungan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan dokumen-

dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan disusunnya RKPD Provinsi Gorontalo Tahun

2025.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun

sebelumnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan

dan hasi evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya

Menjelaskan hasil capalan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam RKPD

Provinsi Gorontalo Tahun 2024 serta pencapalan indikator RPJMD Provinsi Gorontalo

20232026

2.3. Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaan pembangunan.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi

dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, helanja dan pembiayaan lahun 2025 serta

pendanaan pembangunan Isinnya.
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BABIV.

BABV.

BABVI.

BAS VI

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran pembangunan tahun 2025.

4.2 Isu Strategis

Memuat Isu Strategis yang merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang

diuraikan pada BAB 1I. Dikemukakan pula Isu Strategis Nasional yang perlu menjadi

perhatian daerah.

4.3 Priaritas Pembangunan Daerah

Memuat tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2025 serta prioritas program

pembangunan daerah.

44 Program Prioritas Daerah

Memuat Program Prioritas Daerah berdasarkan Prioritas Daerah beserta Program

Prioritas Daerah yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA TAHUN 2025

Memuat Arah Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

yang menjadi bahan sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksangan pembangunan di

Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontaio pada tahun 2025.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi

dan kepentingan masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk

memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator

Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. — KONDISIUMUMKONDISI DAERAH

2.1.1 — ASPEK GEOGRAFI DAN DOMOGRAFI

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a Luasdan Batas Wilayah Admi:

Provinsi Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember Tahun 2000, dan menjadi provinsi ke-32 di

Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo tanggal 22 Desember 2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tanggai 9 November 2022, Iuas Wilayah Provinsi Gorontalo

sebesar 12.025,147 Km?, atau hanya sebesar D,59 persen dari luas wilayah Indonesia. Wilayah

Gorontalo terletak di antara 0919” — 1915' Lintang Utara dan 121923' — 123?33' Bujur Timur. Letak

Provinsi Gorontalo sangat strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang

lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi

Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dl sebelah

Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Provinsi Gorontalo

'Secara Administrastif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten

Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontaio

Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas
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77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten

Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayan

'sebesar 4.370 km2 atau sebesar 36,3496, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi

Gorontalo yaitu sebesar 71 km2 atau sebesar 0,5896.

Tabel 2.1.

Luas Wilayah Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/Kota
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b.. Topografi

Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran,

perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontelo adalah yang terletak pada elevasi yang paling

rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah

dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut.

Kabupaten Boalemo terdin dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada

ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak

pada elevasi O sampai 1.920 m yang ditemukan dl daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah.

Kebupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten

Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian

antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.



Gambar 2,2

Peta Topografi Provinsi Gorontalo
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Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengan dan

utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan

Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara

Iain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377

mj.Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan

Plutonik.

2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian

barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini

Uumumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang

dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen

berumur Tersier hingga Kuartar.

'Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah

Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah Ini ditempati olah satuan

alumum dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola Sub dengritic dan

suh paraliel.

Satuan morfologi pegunungan dicirkan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan

puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpi),

Gunung Mopangga (2.051. mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).
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Tabel 2.2

Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo.

Lereng DI a BAA DI
A 02 128552 1057

D 23 Ta112 807

£ Bis 56520 5a

D ME 113,597 933

E - 83835 B6I

Sumiai 1221545 100

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten

Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari

permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adatah gunung

terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut.

« Geologi

Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta ($. Bachni, akt, 1993) menyatakan

bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar

batuannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpal dataran

rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang

diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan

yang berumur Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda

adalah sebagai berikut:

Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepllitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu

pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan

termalihkan lemah, Formasi ini berumur Eosen — Pertengahan Oligosen.

- Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdirl dari: batu

pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapil, aglomerat, breksi gunung api, lava

andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.

- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari

diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.

- Diatas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara

tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunung api Pinggu (TOpv) yang terdiri dari: aglomerat, luf, lava

andest, basalt yang berumur Pliosen Atas - Piistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan

diendapkan batu gamping klastika (TGI) yang terdiri dari Kalkarenil, kalsirudit dan batu gamping

koral, Selanjutnya pada Plistosen mulai di endapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah

- Holosen dan di atasnya secara selaras deendapkan batu gamping terumbu (GI) yang dimulai pada

Plistosen Atas — Holosen berupa batu gamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di

daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Op).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah Sesar, berupa sesar

Normal dan sesar geser, Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar,
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sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut

memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan

Batu gamping Klastik).

d. — Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten

Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan Sungai yang terpendek

adalah Sungai Bolonuo dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Borikut 3 (tiga) satuan Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo berdasarkan Permen PUPR No.

O4/PRT/M/2015.

Tabel 2.3

Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo
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Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang Secara potensial mempunyal nilai ekonomi bagi

mengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain

1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota

Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai

30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata

hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan Iuas

kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan

masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang

menutupi permukaan mencapai 309b sampai 35 46 dari luas danau.

2.. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa z 11 Kim dari pusat kota Gorontalo

dapat ditempul

£ 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal

2 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas

'dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

3) Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan

ar tenah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan

Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT

Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

Klimatologi

'Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari

permukaan laut dan Jaraknya dari pantai. Seperti hainya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo

memiliki ikim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis

khatulistwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Badan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Djalaluddin Gorontalo, Suhu udara rata-rata Provinsi

Gorontalo selama tahun 2023 adalah 29,842c. Suhu terendah terjadi di bulan Oktober yaitu 19,29c.

Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relative tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada

tahun 2023 sebesar 69,59 persen. Sementara itu, untuk Jumlah curah hujan selama tahun 2023 yaitu

sebesar 1.202,1 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu mencapai 169,860 mm.

Pada tahun 2023, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,48 knot.
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f. Penggunaan Lahan

'Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar,

yaitu:

1) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

« Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato:

« Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato,

« TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango: dan,

« “Taman Nasional Promosi (TNP) Nantu Bolohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten

Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.

« Kawasan Teluk Tomini.

Kawasan Lindung Provinsi mellputi:

« Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone

Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo:

« CAMas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara:

« CA Tangale di Kahupaten Gorontalo, dan

« Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) desa olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau

Monduli di Kabupaten Boalemo.

2) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

« Kawasan Andalan Gorontalo dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan

pertambangan

« Kawasan Andalan Marisa dengan sector unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan:

« Kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan dan

parlwisata:

'Sedangkan Kawasan Budidaya Provinsi moliputi Kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi,

haik di darat maupun laut, yang meliput:

3) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan

hutan produksi konversi.

(1) Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi di wilayah Bone Bolango, Gorontalo Utara,

Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato

(2) Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten

Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan

Kabupaten Pohuwato :

(3) Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan konversi di wilayah Kabupaten Goontalo,

Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan kabupaten Pohuwato:



D) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara

sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato,

Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone

Bolango.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan

Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824,668 Ha. Sering berjalannya pembangunan, terjadi

melepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi,

'sehingga pada tahun 2018 Iuas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha.

Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan

tahun 2019

Tabel 2.5

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

——— Menurut Kabupater/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020
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2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

a. Potensi Pertanian

'Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar

PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tonaga kerja terutama masyarakat yang berada

1i perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo antara lain

- Tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedele, kacang tanah

dan kacang hijau). Luas panen padi sawah adalah 48.488 ha dan produksi 249.709 ton

(produktivitas 56,22 kwha), dengan luas panen terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sekitar

24.123 ha. Untuk padi ladang adalah seluas

38 ha dengan produksi 120 ton (produktivitas 31,58 kw/ha). Luas panen jagung adalah 334.945

ha dengan 1.050.662 ton produksi (48,22 kw/ha produktivitas), 4896 di antaranya berada di

Kabupaten Pohuwato.

- Hortikulkura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, bawang daun, bayam, cabal

besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, melon, petsai/sawi, semangka,

terung, tomat dani wortel) dan buah-buahan (alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu

biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, nangka, nenas, pepaya, rambutan, salak, sawo,



sirsak dan sukun). Cabai rawit merupakan komoditas utama sayur-sayuran dengan luas panen

1.993 hektar dengan produksi sebanyak 147.292 ton. Dari komoditas buah-buahan, pisang

adalah yang utama dengan produksi 131,664 kw. Adapun luas lahan pertanian Provinsi

Gorontalo sebagai berikut:

Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 1.248.419 yang terdirl dari Luas lahan

Sawah sebesar 33.131 Ha, Lahan pertanian bukan sawah sebesar 904.667 Ha, dan Lahan Bukan

Pertanian sebesar 310,621 Ha.

Tabel 2.6

Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha)

Gorontalo tahun 2022
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Kota Gorontalo, memiliki Pertanian lahan basah seluas # 796 Ha berada di 7 (tujuh) Kecamatan dari

9 (Sembilan) Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Kawasan tanaman pangan lahan basah untuk

tanaman padi berada di Kecamatan Dungingi, Kota Timur, kota Utara, Kota tengah, dan Sipatana. Lahan

'sawah di Kota Gorontalo hanya berupa lahan sawah irigasi teknis. Pertanian lahan kering seluas z 157

Ha. Kawasan tanaman pangan lahan kering dikembangkan untuk berbagai jenis tanaman antara lain:

jagung di Kecamatan kota Barat, Dungingi, Kota Timur dan Kota Utara: tanaman buah mangga dan

pisang di hampir seluruh wilayah kecamatani tanaman buah nangka berada di Kecamatan Kota Barat,

Kota Timur, Dumbo Raya, Kota Utara dan Sipatana: tanaman Buah pepaya di Kecamatan Kota Barat,

Kota utara dan Sipatana. Kawasan hortikukura, berada di Kecamatan Kota Barat, dungingi, dan Kota

Utara dengan Komoditi cabe dan tomat.

Kabupaten Boalemo, Lahan perlanian di Kabupaten Boalemo untuk lahan sawah irigasi berada di 5

kecamatan yaitu Mananggu, Botumoito, Paguyaman, Wonosari dan Dulupi dengan jenis komoditi

berupa padi sawah. Sementara untuk Kawasan perkebunan di Kabupaten Boalemo diarahkan pada

pengembangan perkebunan dengan komoditi yang potensial untuk dikembangkan yaitu cengkoh,

kakao, kelapa, kelapa sawit dan tebu dengan menyesuaikan ketinggian lahan.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Sektor Pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas

pertanian yaitu: Komoditas Pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang

hijau, kacang kedelei, ubi jalar dan ubi kayu: Komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang

merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang

panjang: Komoditas tanaman perkebunan antara-lain Kelapa, Kakao, Kemiri, Jambu, Kapuk, Pala,
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Gengkih, Kopi, Aren, Vanil, Kayu Manis: dan Komoditas Tanaman Buah-buahan yaitu Alpokat,

Belimbing, duku, langsat, Durian, Jambu Biji, Jambu air, Jeruk Sian/Keprok, Jeruk Besar, mangga,

Nangka, nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sirsak, dan Sukun.

Kabupaten Gorontalo, Potensi di Sektor Pertanian di daerah Kabupaten ini adalah tanaman Padi yang

menjadi komoditi andalan, yang tersebar di 2 kawasan yaitu kawasan

agropolitan, meliputi Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto Barat Tahongo, Dungaliyo, Batudaa,

Pulubala, Tibawa Mootiango, Asparaga, Tolangohula, Boliyohuto, Telaga Jaya, Tilango, Biato dan

Limboto, dan di kawasan Minapolltan meliputi Kecamatan Batudaa Pantai, Biluhu, Bilato, Telaga, Telaga

Biru, Limboto, Limboto Barat, Tabongo, Bongomeme, Dungaiyo, Pulubala, Tibawa, Mootilango,

Boliyohuta, Totangohula dan Asparaga. Sektor Pertanian sangat memungkinkan mengingat lahan

Produktif cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 11.856 ha.

Kabupaten Gorontalo Utara, Komoditas yang termasuk pada tanaman pangan adalah padi, jagung,

kacang tanah, kacang kedelal, kacang hijau, Ubi kayu, dan ubi jalar. Kawasan pertanian tanaman

Dangan di Kabupaten Gorontalo Utara tersebar di Seluruh kecamatan. Kabupaten Gorontalo Utara juga

memiliki produksi beberapa komoditas hortikultura. Komoditas hortikuitura yang berupa tanaman sayur

antara lain cabal rawit, tomat, terung, kacang panjang, dan kangkung. Tanaman Sayuran yang paling

banyak tumbuh dan tersebar merata di setiap kecamatan adalah cabai rawit, dengan luas panen seluas

455 hektar dan produksi mencapai 2.104,5 Ton pada tahun 2021. Untuk tanaman buah-buahan yang

aling banyak adalah durian yang produksinya mencapai 655,3 Ton. Kecamatan Atinggola merupakan

produsen buah durian terbanyak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Pohuwato, Kabupaten ini mengandalkan Jagung dan Padi Sawah sebagai brand daerah,

bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian

Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai

kira-kra 41.212 ha, atau sebesar 9,7196 dari luas wilayah kabupaten. Petani di daerah ini juga

mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti kopi,

kakao, mete, kelapa dalam, kelapa Sawit, cengkeh, panili dan kemiri serta buahan-buahan seperti

durian, jeruk dan mangga. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan

adalah seluas 48.481 ha dengan areal pengembangannya merata ke segenap wilayah Kabupaten

Pohuwato. Di Provinsi Gorontalo, komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang dominan dan

dikembangkan secara intensif terutama padi dan jagung. Luas Panen Padi Provinsi Gorontaio Tahun

2022 sebesar 46,82 Ha dan mengalami peningkatan sebesar 49,61 Ha di tahun 2023. Luas panen padi

terbesar berada di kabupaten Gorontalo sekitar 24.123 Ha.

Gambar 2.3

Perbandingan Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Gorontalo, 2022 dan 2023
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Tabel 2.7

Luas Pancn dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo,
Tahun 2022-2023 —
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Berbagai komoditi Pertanian potensial danat mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi

Gorontalo. Untuk tu dalam rangka meningkatkan daya saing pertanian, akan dilakukan upaya-upaya

untuk mengembangkan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna

meningkatan nilal tambah komoditi produk pertanian serta kegiatan intensifikasi dan

mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hlir untuk menunjang potensi pertanian. Berikut adalah

luas lahan tegal/kebun, ladang/huma serta lahan yang sementara tidak diusahakan yang sangat

potensial untuk pemanfaatan pertanian tanaman potensial

Tabel 2.8

Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan

—— Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2023 —

| 1 Sementara
Tegal/Kebun | Ladang/Huma — tidak

esaanas Ge (ha) (ha) — | diusahakan
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b. Potensi Peternakan

'Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi

Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan temak. Populasi

temak Sapi Proinsi Gorontalo Tahun 2022 mencapal 266.556 ekor, sementara populasi ternak

kambing 2022 sebesar 108.992 ekor. Selain temak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya

adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran

Populasi unggas menurut kabupater/kota di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.9

Populasi Sapi dan Kambing fekorj Tahun 2021-2022 (ekor).—
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Kabupaten Bone Botango : potensi peternakan adalah peternakan besar : sapi, kuda dan kambing,

ayam kampung, ayam ras, dan itik. Populasi ternak sapi pada tahun tahun 2021 mencapai 48.317 Ekor.

Peningkatan populasi sapl disebabkan Pelaksanaan Inseminasi Buatan melebihi target yang telah

ditetapkan pada program SIKOMDAN sejumlah 2.400 Fkor.

Kabupaten boalemo : Kawasan peruntukan petemakan di Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan

Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Wonosari,

Kecamatan Paguyaman Dan Kecamatan Paguyaman Pantai. Populasi peternakan di wilayah kabupaten

ini meliputi sapi potong, kuda, kambing dan babi. Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 44.667

ekor per tahun. Temak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini.

Kabupaten Gorontalo : Di sektor peternakan kabupaten gorontalo terus berusaha memenuhi

permintaan pasar local dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar Iuar negeri, di

antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi petemakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi

i seluruh kecamatan), kambing (lokasi dikembangkan di kecamatan biluhu dan batudaa pantai) dan

itik (lokasi dikembangkan di kecamatan batudaa, tobango dan bongomeme).



Kabupaten pohuwat

Itik. Pemerintah daerah (pemda) menaruh perhatian terhadap sektor yang satu ini dengan pemberian

bantuan sepi secara bergilr kepada petani peternak. Pemda pohuwato telah menargetkan daerah ini

'sebagai lumbung temak Sapi di provinsi gorontalo. Populasi sapi telah mencapai 100 ribu ekor.

tensi di sektor petemakan meliputi temak sapi, kambing, ayam buras, dan

Pembangunan peternakan perlu dikembangkan karena peternakan turut berperan dalam mendorong

terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan

konsumsi protein hewani asal ternak yaitu daging, telur dan susu. Selain itu mendorong tumbuhnya

ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

khususnya masyarakat peterakan.

Provinsi Gorontalo sangat potensial dan memiliki peluang dalam pengembangan industri disektor

petemakan.

'Kabupaten Gorontalo Utara: Potensi di sektor peternakan adalah sapi potong dan kambing sekaligus

'sebagei komoditas unggulan, daerah yang menjadi penghasil hewan ternak non unggas terbesar jenis

sapi potong yaitu di Kecamatan Kwandang dan Anggrek, Kambing di Sumalata Timur dan Anggrek, Babi

(i Gentuma dan Kuda di Kecamatan Atinggola, Sedangkan pada jenis unggas, ayam kampung sebagai

unggas terdominan di Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo: Pengembangan ternak dan unggas diarahkan pada lahan pertanian sawah bukan

irigasi, pertanian lahan kering dan hortikultura. Rencana Kawasan Ini di Kecamatan Kota Barat dan

Kecamatan Kota Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango.

€. Potensi Perikanan

Patensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan

kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 876.663,08 Ha atau 5.638.44 Km? yang

memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatany Teluk Tomini dan

331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potonsi perikanan tangkap

yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan diakui secara Nasionel

maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP

yaiu

1. WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai perairan Laut Seram) potensi perikanan langkapnya.

1.242,526 ton per tahun.

2.. WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya)

potensi perikanan tangkapnya : 587.139 ton per tahuni. Potensi ini Sudah termasuk potensi

perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut.

Jummlah produksi perikanan tangkap di Iaut tahun 2022 sebesar 130.916 ton. Produksi perikanan

terbesar berada di Kabupaten Pohuwato yaitu 27.084 ton atau sekitar 20,68 persen. Hasil perikanan

terbesar diperoleh dari budidaya perikanan darat yaitu sebesar 49.378 ton dengan produksi ikan

bandeng terbesar di Kabupaten Pohuwato sebanyak 15.740 ton.



Kabupaten Bone Bolango, Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis

sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan

Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Produksi

perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap

berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya

berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini

adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakatang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna

dan Madidihang. Produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Bone Bolango sebesar 10.991

tontahun.

Kota Gorontalo, Budidaya perkanan darat yang sudah berkembang di Kota Gorontalo meliputi

keramba jaring apung yang terletak cl wilayah Danau limboto Kecamatan Kota Barat dan

Kecamatan Utara, sedangkan budidaya berupa kolam ikan tersehar di seluruh kecamatan yang ada

1i Kota Gorontalo. Sebagian kecamatan dl Kota Gorontalo juga merupakan produsen perikanan

tangkap. Kecamatan yang menjadi produsen perikanan adalah Hulontalangi dan Dumbo Raya

dengan hasil produksi perikanan laut pada Kecamatan Hulontalangi sebesar 17.190 Ton dan

Kecamatan Dumbo Raya 12.189 ton.

Kabupaten Boalemo, Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan

budidaya. Untuk perkanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan Tilamuta, Mananggu,

Botumoito, Dulupi, Paguyaman dan Paguyaman Pantai. Sedangkan untuk budidayanya adalah

pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, Ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah).

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah

satu penghasil Ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup Iuas. Dengan

panjang garis pantal sektar 80 Km (13,6 95 dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki

karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas 2EE mencapai Kira-kira

587,6 km2 yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir. Kahupaten Gorontalo juga

memilik potensi ckasistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha,

ekosistem estuaria sekitar 12,1 ha dan ekosistem lamun sekkar 87,/ ha. Produksi perikanan

Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian keci! perikanan budidaya

yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam air tawar (potensi sekitar 580 ha).

Kabupaten Gorontaio Utara, Komodias unggulan di Kebupaten Gorontalo Utara adalah ikan

cakalang. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 25.831 ton ner

tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang

mutara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan Ikan umumnya masih bersifat

tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan).

Kabupaten Pohuwato, Sektor perkanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten

Gorontalo dimana dari 13 kecamatan yang ada, 10 kecamatan berada diwilayah nesisir.Pencaharian

masyarakat disektor ini terdiri dari dua yakni pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Jenis ikan tangkap yang dominan diperoleh nelayan adalah ikan tongkol, cakalang, tuna, udang



dan jenis lainnya. Sedangkan untuk jenis budidaya ikan air tawar melalui kolam belum masiv

dilaksanakan padahal ikan air tawar mudah dikembangkan.

Potensi Pertambangan dan Energi

'Sektar pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya:

emas, herak, tembaga, pasir besi, sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-

Ubatu (sirtu), kerikil, bosi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dl.

Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan

motensi yang dimlik,, Sebagai berikut :

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan:

« Emasdi Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulaboto, Sungai

Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri).

« Tembaga di Kecamalan Suwowa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan,

Motamboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri,

Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang belum dikelofa yakni : Pembangkit Listrik

Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur, Pembangkit Listrik Tenage Udara/Uap

(PLTU) di Kecamatan Kabila Bone: dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geotherinal) di

Kecamalan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan.

'Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

berlakasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 nit, Tulabolo Timur 145 Unt, Tulabolo Barat

100 Unit, Paduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 uniD), Suwawa

Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabita (Tunggulo

48 unil)i serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu

(Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15

Unit)

Sebagian besar kebutuhan istrik di Provinsi Gorontalo dipenuhi oleh PT. PLN. Pada tahun 2023,

listrik yang terjual sebesar 741.552,80 MWh. Tercatat sebanyak 350.128 pelanggan Istrik di

Prowinsi Gorontalo Desember 2023 naik 4,63 persen dibandingkan Desember 2022

Kabupaten Gorontalo Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam

dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sunber

daya alam oleh masyarakst sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara Lradisional.

« — Patensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di

Kecamatan Bolyohuto dan Tembaga dengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 m tersebar

di Kecamatan Boliyohuto.

« Potensi mineral non logam melputi: Granit — Gumiah cadangan sekitar 470.000.000 m?),

tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai: Batu Gamping Gumiah cadangan

'Sekitar 12.114.500 m'), tersebar di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Baral, Bongomeme,

Batudaa dan Batudaa Pantai: Toseki (jumlah cadangan sekitar 6.000.000 m), tersebar
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&l Kecamatan Tibawa dan Boliyohuto, Felspar (Jumlah cadangan sekitar 1.000.000 m?),

tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai: dan Andesit — (jumlah cadangan sekitar 1.050.000

mm?), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai Boliyohuto dan Tibawa.

«— Potensi Energi sumber daya panas bumi terdapat di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi Sumberdaya pertambangan lagam meliputi: emas, perak,

tembaga dan pasir besi, Sedangkan bahan mineral non-logam adalah: granit, lag pasir, batu, sirtu,

kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basal. Disamping itu terdapat potensi Sumberdaya air sungai

yang banyak mengalirl wlayah Ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit

Listrik Tenaga Mikro Hidro,

Kabupaten Pohuwato, Potensi Pertambangan yang dimiliki daerah ini adalah: Emas (»

1.800.000.000 r1?): Batu Granit (3 100.000.000 m, Dasit (300.000.000 m?): Sirtu (100.000.000

m'): Andesit (10.000.000 m'): dan Zeolit 5.000.000 m?). Kesemuanya tersebar di Kecamatan

Marisa, Taludit, Paguat, Popayato dan Patilanggio.

Beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan emas oleh masyarakat diantaranya : Ilota Kiri,

Ilota Kanan, Gunung Pani, dan Baginite, meski tergolong tradisional namun stabilitas keamanan

terjaga dengan baik. Dalam hal pengolaan limbah para penambang berupaya maksimal menjaga

aktivitas ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitamya.

Kabupaten Boalemo, Kabupaten Boalemo memiliki potensi untuk dikembangkan pada sektor

pertambangan yang tersebar di semua wilayah kecamatan. Kawasan peruntukan pertambangan

emas, perak dan tembaga terdapat di Kecamatan Mananggu, Tilamuta, Dulupi, Wonosari dan

Paguyaman. Kawasan peruntukan pertambangan granit granodiorit terdapat di Kecamatan

Mananggu, Tilamuta, Paguyaman, Dulupi, Wonosari dan Paguyaman Pantai, pertambangan basal

di Kecamatan Botumoito dan Tilamuta, pertambangan dasit di Kecamatan Mananggu, Tilamuta,

dan Dulupi, pertambangan batu gamping di Kecamatan Paguyaman Pantai, pertambangan sirtu di

Kecamatan Wonosari dan pertambangan tanah liat di Kecamatan Paguyaman dan Wonosar.

Peluang Investasi disektor Ini adalah pengembangan Tasilitas teknologi modem bagi pertambangan

logam dan dan non-logarn karena selana ini masih diolah oleh masyarakat secara tradisional. Selain

itu juga pengembang pembangkit Istrik dengan memanfaatkan sungai Sungai dan air terjun sebagai

mambangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Potensi Industri

Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi.

Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubag sistem pencarian masyarakat

agraris menjadi masyarakat Industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan

teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong

perubahan sruktur ekonomi.
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'Sektor industri mampu mengatasi permasalahan perekonomian, dengan mengasumsikan bahwa

sektor industri mampu menjadi leading sektor bagi sektor lainnya. Sehingga sektor industri

dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan

kedepan (forwaro' lingkage), meupun keterkatan kebelakangan (backwand lingkage). Dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, maka Provinsi Goronalo sangat potensial untuk

mendorong sektor industri, baik dari pengotahan pertanian, dan perikanan.

Gambar 2.4

Industri Besar dan Sedang Provinsi Gorontalo tahun 2022

Mokanan /F
—— Mananaan aa BEGI

Paga tahun 2022, jumlah perusahaan Industri besar dan sedang di Provinsi Gorontalo sebanyak 26

perusahaan. Berdasarkan kelompok industri, jumlah perusahaan yang terbanyak adalah pada

kelompok industri makanan (10), yaitu sebanyak 13 perusahaan.

Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se -Provinsi Gorontalo

Kabupaten Gorontalo Utara, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggutan

daerah yaitu

-— Industi berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di 11 kecamatan sepanjang garis

pantai 320 kim terpanjang (Se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 Km?, Industri

pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 ko/tahun

dan pengasapan ikan sebesar 337.680 k/tahuni

- — Industri berbasis kerajinan kerang Iaut berada di pesisir garis pantai dan beriokasi di pulau

ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerangi

- — Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas

areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha

ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah

aren dan Juk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dst
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Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Genturma Raya, Tomilito dan Monano.

Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Ltara dan sangat potensial dicarikan

investor yang memproduksi fumiture, Industrl berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang

dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo, Kota Gorontalo terus berkembang Sebagai pusat perindustrian dan perdagangan.

Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri

kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan

industri kerajinan dan pakaian jadi.Perusahaan perdagangan yang menonjol terdin dari dari

perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang

besar, pedagang menengah dan pedagang keciimikro.

Kabupaten Gorontalo. Pengembangan kawasan industri di Kabupaton Gorontalo berdasarkan

informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan Aome industn).

Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil

Pertanian: Industri Aneka: Industri Logam dan Industri Perikanan.

Beberapa Industri yang sudah berkombang di antaranya adalah

- Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan

untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan naf de coco di Kabupaten Gorontalo.

Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah

Kabupaten serta beberapa wilayah di sekkarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh

torlotak di kawasan Boliyohuto. Sejak awal berproduksi pabrik Ini telah meluncurkan ekspor

tepung kelapa ke Rusia sebanyak 40 feet.

- Pabrik Gula Tolangohula berdiri sejak tahun 1990 pada areal seluas 15.700 ha dengan lahan

perkebunan tebu mencapai sekitar 8.000 ha. Pabrik Gula Tolangohula pada setiap tahun

memproduksi gula sebesar 35.000 ton sampai dengan 39.000 ton. Besaran produksi tersebut

memenuhi kebuluhan 9ula bagi masyarakat se Provinsi Gorontalo sejumlah 12.000 Ton,

'sedangkan lainnya dipasarkan ke luar daerah. Pabrik ini mengangkat 1.800 karyawan ditambah

4.000 arang tenaga pekerja lepas yang dikontrak setiap musim produksi.

- Pabrik Rumput Laut. Sebagian besar produksi rumput laut yang dikelola melalui kelompok-

kelompok usaha masyarakat ataupun secara perorangan ditampung pada pabrik pengolahan.

Kepasitas yang dihasilkan pabrik rumput laut mencapai 2 ton per hari dan dipasarkan ke

berbagai wilayah, terutama ke Jakarta, Malaysia dan Korea. Pabrik ini juga menampung hasil

rumput laul dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Utara,

Boalemo dan juga Pohuwato.

Potensi Pariwisata

'Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendorong

ekonomi daerah. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis
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industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan

pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Majunya Industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada Jumlah wisatawan yang

datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW)

'sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Gambar 2.5

Tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Gorontalo tahun 2023

Sundar : Aadaa Pul Siistd Arisi Gaantaia 2028

Tingkat penghunian kamar hotel berbintang ternggi terjadi di butan September 2023 yaitu 56,45

persen, sedangkan TPK hotel non berbintang terjadi pada bulan Juni 2023 yaitu 23,75 persen.

'Sedangkan jumlah rumah makan pada tahun 2021 sebanyak 298 unit rumah makan. Rumah makan

terbanyak terdapat di wilayah Kabupaten Pohuwato dan kota Gorontalo yaitu sebanyak 87 unit.

Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya:

1.. Wisata Pantai : Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata

Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango).

Destinasi wisata lainnya adalah Pantai Karang Putih, Pantai Diyonumo, Pantai Pulau Popaya-

Raja, Pantai Minanga, Pantai Molotabu, Pantai Bumbulan, Pantal Pohon Cinta, Pantai Langala,

Pantai Mananggu, Pantai Batu Buaya, Pantai Kurenal, Pantai Dunu dan Pantai Ratu Tenilo.

2. Wisata Laut dan Pulau : Obyek wisata Pulo Cinta (Kabupaten Boalemo), Laut Torosiaje

(KabupatenPohuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara) adalah

'salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi:

ObiekWisataHiu Paus (#hale shari), Pulau Bogisa, Pulau Ponelo, Pulau Oile, Pulau Bitila, Pulau

Olinggobe, Pulau Asiangi, Pulau Monduli dan Pulau Mohinggito.
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3.. Wisata Alam dan Pegunungan : Obyek wisata Hutan Pinus Dulamayo, Taman Nasional Bogani

Nani Wartahone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata yang sangat mengagumkan.

Disamping itu juga Goa-Goa, Air terjuriTaludaa, A terjunAyuhulalo, Air Terjun Tilamuta, Cagar

Alam Panya di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata

Air Panas Alami Pentadio dan Lombango serta Air Terjun Ayuhulalo.

4. Wisata Adat dan Situs Sejarah : Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah

ObjekwisataRelgiBubohu, Tumbila Tohe, Rumah Adat Dulohupa: Rumah Adat Bandayo

Pombaide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturahim, Makam

kerajaan Ju Panggola, Batu berhentuk tapak kaki, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote,

Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), Pendaratan Soekarno dan Pusat Kerawang.

5.. Wisats Kuliner : Binte Bluhuta merupakan makanan khas di Gorontalo, makanan khas ini

terbuat dari Jagung Gorontalo terkenal sebagai daerah penghasi! jagung yang subur. Oleh

masyarakat pribumi, hasil bumi tersebut dimanfaatkan Untuk menciptakan kuliner khas

Gorontalo, yaitu"Binte Biluhuta' yang berasat dari bahasa Gorontalo. Binte Biluhuta berbumbu

rempah khas Gorontolo dan makanan ini paling enak disantap saat masih panas dan makanan

ini bisa Anda dapatkan di rumah makan Gorontalo. Aneka kulinerkhas Gorontalo lainnya yakni

ayamiloni, ilabulo, sate tuna Gorontalo, sayur putungo, duduli, tilaya, dan bilenhango yang

tidak kalah lezat.

Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragain dan

memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing.

Kadupaten Bone Bolango. Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat

dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan ditapangan

daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantal dan wisata taman hawah laut.

Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam

Jenis outbong (hiking, tacking, cimbing dan rafting). Garis pantai Bonebol ada di daerah sepanjang

pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele. Jenis

Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata Budaya Makam Raja Atinggola,

Benteng Ulantha.

Kota Gorontalo, Beberapa Obek wisata yang telah dikombangkan di Kota Gorontalo diantaranya

adalah Objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah

'satu objek wisata yang Juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo terletak di Kota Gorontalo yaitu

Benteng Otanaha. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe,

restoran dan biro biro perjalanan.

Kabupaten Boalemo. Obyek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik

adalah obyek wisata Pantai Boalemo Indah, pemandian alr panas Dulangea, Taman Laut Pulau

Monduli di Kecamatan Botumaoito, Pulau Cinta, Pulau Pasir Putih, Pulau Mohupomba, wisata alam

ar terjun Ayuhulalo, air terjun Dulamayo dan air terjun Tenilo di Kecamatan Tilamuta, Taman

Palohungo, air terjun Tangga Barito di Kecamatan Dulupi, Taman laut Pulau Limba, teluk Bubaa di
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Kecamatan Paguyaman Pantai dan Fkowisata Sungai Paguyaman, Sungai Molliulo, dan Hutan

Nantu di Kecamatan Wonosari

Kobupaten Gorontato. Potensi Parivisata di Kabupaten Gorontalo memlliki daya tarik dan

keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Rumah Adat/Banthayo

Poboide: Danau Limboto: Suaka Margasatwa Nantu: Pentadio Resort, Pakaya Tower/Eks Menara

Keagungan: dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu

'Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi visata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisate

Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai

Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun

50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ponelo dan Pulau

Dudepo: Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/Orange Fortress, Benteng Emas yang dibangun

bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630: dan Kawasan pariwisata Kota Jin sebagai

situs Geopark di Ker. Atinggola.

Kabupaten Pohuwato. Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalahAir Terjun Lemito Indah

yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya

berada di Desa Lomul, Kecamatan Lemito: Pulau Bitita dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona

alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat,

Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing

berlokasi di Kecamatan Paguat, Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai

ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat cottage-cottage di

sekitar lokasi pariwisata Ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguati

Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini

berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu Kota Marisa: dan Kampung Torosiaje yang dikenal

dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato

(sekitar 88 ki dari kota Marisa).

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

a. Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkarik. Gempa bumi tektonik

disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitanya terlotak

Dada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo — Australia yang menyusup di bawah Lempeng

Furasia. Dengan demikian witayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempa bumi tektonik.

Patensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh

Wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo

yang merupakan Jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat

dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

« Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.

« Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terialu merusak.



Wilayah Gorontalo juga ditalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan

gempa. keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur

patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas

sisi utara daerah ini., Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang

membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo

hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat

potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk hergesernya kerak/lapisan bumi secara

vertikal. Tatanan tektonik geologi yang komoleks ini menjadikan sebagian besar Provinsi Gorontalo

dikateg.

Goncangan berkisar antara VII-VIII (skala MM1/Modified Mercaly Intonsity).

n sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas



Se s batan #orensnasae Praebnan dan Penpandangai Dasrai Pa Garanata 2020

Berdasarkan analisis peta geologi lembar Gorontalo, sesar/patahan Gorontalo merupakan bagian

z0na pertemuan antara z0na eurasia dan z0na pasifik. Sesar Gorontalo tersebut menyerupai garis

diagonal tunggal mulai dari Leato sampai Kwandang, yang berpotensi terjadinya gempa tektonik

endogen yang menyebabkan patahan. DI daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik

endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal.

b. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada

Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada

Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan

Fe
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Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi

tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan

'Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo

Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

Gambar 2.8

Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Gorontalo

Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami

karena memiliki panjang garis pantai £ 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang

memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoho,

Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko

tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalan

Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan

Paguat dan Kecamatan Randangan.
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d. Kawasan Rawan Banjir

Provinsi Garontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk

'seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan

kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara

dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga,

Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo

terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di

Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di

Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara

terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.



'Secara Nasional, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan

Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan dari data yang dihimpun dari DIBI BNPB data dari BPBD selama periode 10 tahun terakhir

provinsi Gorontalo, dari tahun 2018-2022, telah mengalami sebanyak 169 kejadian bencana.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 Provinsi Gorontalo memiliki indeks risiko

sedang dengan nilai indeks 120,61 (Sedang) dan memiliki ancaman bencana seperti Gempa bumi,

banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi.

Grafik 2.1

Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Gorontalo tahun 2015-2022
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2.1.14 Aspek Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil proyeksi penduduk tahun 2023 mencapal 1.213.180

jiwa, meningkat dibanding Tahun 2022 sebesar 1.192.737 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi

Gorontalo Tahun 2023 sebesar 1,71 persen. Wilayah dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu
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Kabupaten Gorontalo Utara dengan laju pertumbuhan sebesar 1,64 persen. Berdasarkan hasil Long

Form Sensus Penduduk 2022, Total Fertilty Rate (TFR) di Provinsi Gorontalo sebesar 2,3.

Grafik 2.2

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pravinsi Gorontalo Tahun 2020-2023

Sunin: AS Aoans! Givantaia A0

Tabel 2.10

Laju Pertumbuhan Penduduk Penduduk Provinsi Gorontalo

Kode Ma Laju Pertumbuhan Penduduk

AA 2010-2020 2020-2022

7501— Kabupaten Boalemo 118 104

7801— Kabupaten Gorontalo 098 ae

1503— Kabupaten Pohuwato 125 11

7801 — Kabupaten Bone Bolango 134 120

15.05 —— Kabupaten Gorontalo Utara 178 164

7571— KotaGorontalo 085 081

76 ProvinsiGorontalo 116 102

Se Baa Asat Samat Ie Gaueata AI

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk

perempuan per 100 penduduk perempuan. Informasi mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk

pengembangan perencanaan yang berwawasan gender. Diihat dari struktur penduduk menurut jenis

kelamin, rasio jenis kelamin/Seks ratio (SR) di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2010 hingga tahun 2020

menunjukkan jumlah penduduk perempuan relatif seimbang dengan jumlah penduduk lak laki. Artinya,

tidak terdapat selisih jumlah yang signifikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Hal

ini dapat dilihat dari nilai rasio jenis kelamin yang selalu bernilai mendekati 100. Pada tahun 2031 rasio

Jenis kelamin Provinsi Gorontalo sebesar 101,73 yang berarti bahwa terdapat 101 hingga 102 penduduk

laki-laki per 100 penduduk perempuan.

'Sebaran penduduk antar wilayah di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2022 masihbelum

merata, dimana Kabupaten Gorontalo masih menjadi kabupaten yang jumlah penduduknya tertinggi,
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'sebesar 33,5096 dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara

merupakan wilayah yang terendah dari seluruh Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya.

Sebesar 10,7496 dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo.

Wilayah kabupaten/kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo. Sekitar 18 persen,

Penduduk Provinsi Gorontalo tinggal di Kota Gorontalo yang merupakan wilayah Ibu Kota Provinsi.

Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 79,58 Km', memiliki jumlah penduduk yang cukup besar,

'Gengan kepadatan penduduk mencapal 2.510 jiwa/km?. Wilayah terpadat kedua di Provinsi Gorontalo

adalah Kabupaton Gorontalo dengan kepadatan penduduk mencapal 226 jiwa per kilameter persegi

pada tahun 2021. Selanjutnya disusul Kabupaten Boalemo 97 Jiwa/km?, Kabupaten Bone Bolango 83

iiwa/kr, dan Kabupaten Gorontalo Utara 75 jiwa/km?. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk

terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 35 jiwa/km. Rata-rata kepadatan penduduk

Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 105 jiwa/km'

2.1.2 — ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a..— Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif

Provinsi Garontalo Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,50 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar

4,04 persen. Fkonomi Garantala tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp. 51.3/4,40 milar, sedangkan atas dasar

harga berlaku mencapai Rp. 31.647,60 miliar. Perbumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan

usaha. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepoda Motor merupakan kategori yang

mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 9,95 perseni dikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar

6,29 persen: serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,18 persen.

Grafik 23

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Gorontalo Tahun 2021-2023

PERTUMBUHAN EKONOMI

Struktur PDRB Gorontalo tahun 2023 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 37,75 persen, Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,78 persen, serta Konstruksi sebesar 11,13 persen.
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Sedangkan kontribusi sektor Industri Pengolahan hanya berkontribusi sebesar 4,42 persen mengalami

penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 4,56 persen.

Laju pertumbuhan tertinggi bersumber dari kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan

Ecerani Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan mencapai 9,95 persen, dikuti

Pengadaan listrik dan gas sebesar 6,29 persen, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,18

persen.

Tabel 211

PORB Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020-2022 (Milyar Rupiah)

Simber " Badan Pusar Statsak Aoans Goraniala, 2024

Dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo yaitu 61,77 persen. Komponen lain yang memiliki

peranan besar terhadap PORB yaitu komponen Pembentukan Modal Tetap Bruti sebesar 27,66 persen.

Sedangkan aktivitas ekspor barang dan jasa berkontribusi sebesar 27,02 persen.

Jlka dlihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2023 komponen

pengeluaran konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen dengan Sumber pertumbuhan teringgi

sebesar 2,63 persen, dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,63 persen.

Tabel 2.12

PDRB Menurut Pengeluaran

Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020-2022 (Milyar Rupiah)
ankumpanan pOr an pme A e an

...*... W 129



6 berebereanana ane aM DMM ME aa was
K Ke ie Da ie aNe oAK i K

me

Siimeer : Bacan Pa Sansaik Pravinsi Garanlaia, 20

Aktivitas ekonomi Gorontalo menunjukkan Kinerja positif memberikan dampak positif terhadap

kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan PORB perkapita Provinsi Gorontalo.

PORB perkapita Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar Rp. 42,35 juta atau US$ 2.779,11 meningkat

dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 39,89 juta. Namun demikian, hasil perhitungan PDRB perkapita tidak

dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara utuh, karena belun menggambarkan

pemerataan pendapatan dan pola pengeluaran penduduk yang beragam. PORB perkapita hanya

menunjukkan rata-rata tingkat pendapatan suatu masyarakat. Upaya dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi dilaksanakan dalam mewujudkan prioritas pembangunan melalui peningkatan nilai tambah

'sektar-sektor strategis dan potensial, penguatan UMKM dan kapasitas SDM tenaga kerja.

b. — LajuInflasi

Inflasi merupakan Ungkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam.

jangka waktu tertentu, yang diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) khususnya di wilayah

perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas

yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Laju inflasi tahun kalender Provinsi Gorontalo yang dihitung di

wilayah Kota Gorontalo pada Desember 2023 (y On y) sebesar 3,88 persen, turun dibandingkan kondisi

Desember 2022 (y On y) Sebesar 5,15 persen.
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Grafik 2.4

Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021 2023

INFLASI
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Sumber: Bacdar Pusat SlatStik POMSi Gorortaio, 20n

Inflasi Kota Gorontalo lebih tinggi dari Nasional, meskipun demikian Inflasi Provinsi Gorontalo

masih cukup terkendal. Provinsi Gorontalo memperoleh penghargaan ditingkat pusat, atas

keberhasilannya menekan infasi tiwulan I Tahun 2023, sehingga mendapatkan insentif fiskal sebesar

18,98 Milar Rupiah.

Kenaikan inflasi Kota Gorontalo pada Desember 2023 terjadi karena adanya kenaikan indeks pada

10 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks tertinggi yaitu pada

kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,37 persen. Komaoditi tertinggi penyumbang

inflasi yaitu dari Cabai rawit sebesar 1,32 persen dan Beras 0,85 persen.

Dalam hal pengendalian infiasi, beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo

diantaranya:

1..Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inftasi (High Level Meeting) Tim Pengendali Inflasi

Daerah (1PID) bersama Bank Indonesia, KPw Bank Indonesia, Satgas Pangan, Bulog, dan

beberapa instansi terkait,

2. Germas Batari (Gerakan Masyarakat Batanam Rica Sandiri), melalui Dinas Pangan Provinsi

Gorontalo telah menyalurkan bibit cabai ke kantor-kantor, sekolah, pesantren, kelompok Wanita

tani, dan lainnya sebanyak 39.816 bibit:

3..Program Bazar Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Operasi Pasar Murah yang

dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebanyak 5 kali

4.. Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi di Kabupaten/Kota sebanyak 29 kali dengan

mengcaver 21.077 KPM

5..Penyaluran Bahan Pangan Beras oleh Perum Bulog Gorontalo sebanyak 1.307.890 Kg

6..Penjualan Beras SPHP kepada Masyarakat sebanyak 461.880 K

7..Penyaluran Goolbox dan Motorcooibox Dinas Perikanan sebanyak 42 unit:



8..Memanfaatkan peran bulog untuk membantu pengendalian harga torutama beras dan minyak

goreng dan disiapkan 4 ton daging sapi untuk wilayah tertentu jelang HBKN Nataru

9, Pelaksanaan Gelar Pasar Murah Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2024 untuk komoditi Cabai

Rawit dan Tomat di Pasar Sentral, Kota Gorontalo. Cabai Rawit dengan harga Rp.15.000 (harga

pasar Rp.140.000) 3.150 Kg dan Tomat dengan harga Rp.5000 (harga pasar Rp.30.000)

Sebanyak 2.016 Ko

10. Sidak BBM dan LPG 3 kg di SPBU dan Pangkalan LPG 3 kg yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Gorontalo bersama TNI/POLRI — dan Pertamina Gorontalo.

11, Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Melalui Program Bantuan

Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) sebanyak 10.000 KPM

12. Penyediaan layanan angkutan perintis kepada daerah — daerah yang belum terlayani angkutan

umum ke daerah sentra produksi

Beberapa upaya lainnya juga dilakukan dalam hal pengendailan inflasi diantaranya.

- — Melakukan Kerjasama antar daerah (KAD) Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi

'Sulawesi Selatan terkait pengendalian inflasi dan akan ditintaklanjuti penandatanganan Perjanjian

Kerjasama (PKS) dengan OPD Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Petemakan,

Dinas Perhubungan terkait komoditi beras, sapi dan bawang merah.

Melanjutkan pemanfaatan Dana Insentif Fiskal untuk intervensi inflasi

- — Melakukan Pemantauan Harga

-— Melakukan stabilsasi harga melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah dan Operasi Pasar Beras

bersama Bulog

PDRB perkapita

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara makro yang diukur berdasarkan indikator pendapatan / percapita Income. Semakin

inggi pendapatan yang diterima penduduk di Suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah

yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer

yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, meka

pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Namun demikian peningkatan PDRB perkapita

belum menggambarkan secara ril kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum, karena PDRB

perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi oleh faktor

infasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, PDRB Perkapita Tahun 2023 mencapai

Rp. 42,35 Juta atau senilai dengan 2.779,11 US$. PORB Perkapita meningkat 616 96 dibanding tahun

2021,

Tabel 2.13

Nial PDR5 Perkapita ADHB Provinsi Gorontalo, Tahun 2021-2023
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d. IndeksGini

Indeks Gini (Ratio Gini) merupakan salah satu ukuran untuk mengukur ketimpangan pendapatan

(income disparity) secara menyeluruh disuatu wilayah. Ukuran ketimpangan agregat dalam indeks gini

berada dalam Kisaran antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

'Semakin besar nilai Indeks tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan yang tidak merata

disetiap kelompok masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo ketimpangan

pendapatan yang diukur Indeks Gini tahun 2023 berada pada angka 0,417 (Maret 2023), turun 0,006

point dibanding tahun 2022 pada posisi 0,423 (September 2022) dan 0,418 (Maret 2022). Indeks Gini

atau rasio gini Provinsi Gorontalo mengalami perkembangan yang cukup Ruktuatf dan masih berada

mada kategori "ketimpangan sedang" atau moderat.

Menurut daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,403.

Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,003 poin dibanding September 2022 yang sebesar

(0,406. Sementara jika dihandingkan dengan Maret 2022, terjadi penurunan sebesar 0,006 poin dari Gini

Ratio sebesar 0,409. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2023 sebesar 0,403, meningkat

(0,008 poin dibandingkan Maret 2022 dan September 2022. Nilai Gini Ratio pada Maret 2023 di daerah

perdesaan sama dengan Gini Rato di wilayah perkotaan, menunjukan pemerataan yang sama antara

Wilayah di perdesaan dan wilayah perkotaan.

Grafik 25

Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo 2020 - 2023
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'Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran

pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.

Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan



tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12

persen, ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persan, serta ketimpangan rendah jika

berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di

perkotaan sebesar 16,75 persen dari total konsumsi penduduk perkotaan Gorontalo. Kondisi ini

menunjukan adanya penurunan share konsumsi pada kelompok ini dibandingkan September 2022.

'Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perdesaan tercatat

sebesar 16,64 persen dari total konsumsi penduduk perdesaan Gorontaio. Kondisi ini menunjukan

adanya penurunan share konsumsi pada kelompok ini dibandingkan September 2022. Menurut kriteria

Bank Dunia baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan termasuk kategori ketimpangan sedang.

Namun, koncisi ketimpangan di perkotaan sedikit lebih baik dibandingkan di perdesaan.

Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan

pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah

lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan

membaik. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama

periade September 2022-Maret 2023, diantaranya yaitu Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas), tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Gorontalo

periade September 2022-Maret 2023 mengalami penurunan 1,31. persen. Penduduk kelompok 20 persen

teratas mengalami penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bukn yang paling tinggi

dibandingkan kelompok lainnya, yaitu mencapai 1,91 persen poin. Adapun penurunan rata-rata

pengeluaran per kapia per bulan pada kelompok 40 persen menengah sebesar 131 persen poin dan

kelompak 40 persen terbawah mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan

sebesar 1L,00 persen.

e. Kemiskinan

Kemisikinan merupakan keadaan ketidakmampuan seseorang Secara ekonomi dalam memenuhi

kebutuhan dasar balk makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep

tersebut mengacu pada Hangbook On Poveriy and Ineguaity dari The World Banik. Seseorang dapat

dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah

garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun

2023 sebesar 15,15 persan (Maret 2023), turun 0,36 persen poin dibandingkan Septernber Tahun 2022

sebesar 15,51 persen, dan menurun 0,27 persen terhadap maret 2022 sebesar 15,42 persen. Jumlah

penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 183,741 ribu crang, turun 3,64 ribu orang terhadap

'September 2022 dan turun 1,73 ribu orang terhadap Maret 2022.

Grafik 2.6

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, 2020-2023
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Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 tercatat Sebesar 4,47 persen,

menurun 0,02 persen pain dari kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 4,49 persen. Sementara

persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 23,73 persen, menurun

10,79 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 24,52 persen.

Tabel 2.14

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022-2023

f Daeran Tempat Persentase Penduduk Miskin | Jumiah Penduduk Miskin (Ribu

Tinggal/Perioda 0 orang)
Perkaaaan

Ke 27 A 1

Septemoer 2022 199 2240 1

“a a

Perdesaan

..— " E ..
( embe aa M
( Ve BA . T E
| Perkotaan ? Perdesaan —
— aa iasas

“Seotemher 2022 18735 1

Ma 207 SA

“Seb " Badan Fasal Sik FOWiisi Goontalo, 2023

Dalam pengukuran angka kemiskinan makro, garis kemiskinan digunakan sebagai besaran/

batas untuk mengelompokkan penduduk yang dapat dikategorikan sebagai miskin atau Udak miskin.

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per

bulan di bawah (atau lebih rendah) dari Garis Kemiskinan, yang meliputi Garis Kemiskinan Makanan

(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada

September 2022 tercatat sebesar Rp439.961,- per kapita per bulan dan pada Maret 2023 mengalami

kenaikan menjadi Rp 442.194,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp7.233,- per kapita per

be ...% W in3s



bulan, atau naik sebesar 1,66 persen. Pada Maret 2023, GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar

Rp327.347,- dan perdesaan sebesar Rp348.718-. Kondisi ini menunjukan bahwa pola konsumsi

makanan di daerah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan,

sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100 kkal/hari) diperlukan harga yang lebih mahai.

Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di daerah

perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan

terbesar yakni sebesar 26,52 persen di perkotaan dan 27,12 persen di perdesaan.

Indikator kemiskinan lainnya diukur berdasarkan Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat

Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks yang menunjukkan cukup berhasiinya

kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penurunan angka

kemiskinan. Meningkatnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap yaris

kemiskinan, menyebabkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan. Indoks Kedalaman

Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 2,910, naik sebesar 0,068 poin jika dibandingkan kondisi

'September 2023. Namun jika dibandingkan kondisi Maretyang tercatat sebesar 2,918, nilai ini turun

10,068 poin. Demikian juga dengan Indoks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami

penurunan 0,157 poln dari 0,848 pada Maret 2022 menjadi 0,682 pada September 2022. Jka

dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 0,772 nilai ini turun sebesar 0,081

poin,

Tabel 2.15

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Provinsl Gorontalo Tahun 2023

Indikator J Periode Perataan 1 Perdaaa Gie
Gi N z Perdesaan |

Indeks Kedataman Kemiskinan (P3)

Maret 2022 sa01 |ae
ME E— B 4634 | O..
Ge T

“Tndeks Keparahan Kemiskinan (7
— E arI M

Serena 212

5EBS 3 BG OS3I SGGESAk Prounsi Goranralo, 2023

kansisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antanwaktu. Salah satunya dengan mengikuti

definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) di bawah US$1,9 per hari.

Dalam laporan Poverty & Fguity Brief East Asia & Pacific (2019) disebutkan bahwa pada 2017, nilai
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US$1,9 PPP setara dengan Rp11.941 per kapka per hari, yang untuk tahun selanjutnya digerakkan

dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode tahun yang hersesuaian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Kemiskinan Fkstrim Provinsi Gorontalo

dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2021-2023 mengalaini penurunan yang Cukup berarti. Pada tahun

2023, proporsi penduduk yang hidup dalam komiskinan ekstrem sebesar 2,44 persen atau turun 1,88

persen poin dari tahun 2022 yang mencapai 4,28 persen.

Grafik 2.7

Kemiskinan Ekstrim Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Sumbor : Badan Pusat Statsak MaWnsi Gorontala, 2026

Unaya penurunan kemiskinan ini Provinsi Gorontalo terus ditakukan melalui strategi dan kebijakan yang

fokus pada program penanggulangan kemiskinan lintas sektor, yaitu dengan mengurangi beban

pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-

kentong kemiskinan. Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan sebagai Lpaya

penanggulangan kemiskinan diantaranya molalui:

1. Perjanjan Kerjesama antara Dinas Sosial Provinsi Gomntalo dan Barnas nomor

800/Dinsos/2031/X/2023 tentang Dukungan Program Bantuan Bagi Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial untuk Kemiskinan Ekstrim

2..Pemberian bantuan sosial melalui program BLP3G (Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi

Gorontalo) sejumlah 10.000 sasaran penerima manfaat di tahun 2023:

3..Pemberian bantuan modal usaha baik usaha ekonomi produktif (UEP) sebanyak 1.463 KK maupun

perempuan kepala keluarga (PEKKA) kepada 813 keluarga penerima manfaat (KPM)

4 Pemberian bantuan jaminan kesehatan (PBI) Pemerintah Provinsi dengan jumlah sasaran 89.200

jiwa di tahun 2023:

5.. Pembangunan Rumah Layak Huni pada kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10 15 Ha) sebanyak

106 unit rumah.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 8,8 Ton beras (Dinas Pangan)

Bantuan Kios Akses Pangan untuk 30 unit kios pangan (Dinas Pangan)

Bantuan Penanganan Daerah Rawani Pangan (PDRP) sebanyak 1000 KK (Dinas Pangan)

Bantuan Sarana Pemasaran Program Sistir Logistik Ikan (bantuan motor bercooibox (173 unit),

Pengadaan coolbox dan pertengkapannya Program Sistim Logistik Ikan (89 unit):

10. Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan Iistrik sejumlah 516 RTS,

r%_* S pan vfsrj G



11. Pemanfaatan data P3KE dalam rangka pensasaran percepatan penurunan kemiskinan ekstim

melalui upaya koordinasi serta menyusun program kegiatan bersinergi dengan pemerintah

Kabupaten/Kotai

12. Pembangunan database kemiskinan melalui tata kelola Gorontalo Satu Data dari desa sebagai

tindak lanjut dari amanat Perpres No.39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia serta memastikan

bahwa penerima bantuan merupakan pihak yang berhak menerima dengan melakukan optimalisasi

Verifikasi dan validasi data di lapangan:

13. Peningkatan kerjasama melalui kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi:

14. Menetapkan OPD menjadi PIC per kecamatan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama

periode September 2022-Maret 2023 antara lain:

1, Selama periode September 2022-Maret 2023, angka infasi umum Kota Gorontalo tercatat sebesar

10,83 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional pada periode yang sama tercatat sebesar

1,32 persen. Kota Gorontalo menempati urutan kedua angka inflasi umum terendah, setelah

Mamuju, dari 13 kota IHK di Pulau Sulawesi, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau para

perlade September 2022-Maret 2023 mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1,72 persen, jauh

lebih rendah daripada kenaikan indeks harga pada periode Maret 2022- September 2023 yang

tercatat sebesar 4,58 persen.

2. Nilai Tukar Petani (NTP) kondisi Maret 2023 tercatat sebesar 104,35, mengalami kenaikan sebesar

1,49 poin dibanding September 2022 yang tercatat sebesar 102,86. NTP Subsektor Tanaman

Pangan pada perlode yang sama mengalami kenaikan 4,23 poin.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo Februari 2023 sebesar 3,07 persen, mengalami

penurunan dibandingkan Februari 2022 yang tercatat sebesar 3,25 persen. Tingkat Pengangguran

Terbuka di Perdesaan pada perlode yang sama mengalami penurunan dari 3,03 persen pada

Februari 2022 menjadi 2,88 persen pada Februari 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka di

Perkotaan pada perlode yang sama mengalami penurunan dari 3,55 persen pada Februari 2022

menjadi 3,33 persen pada Februari 2023.

4.. Ekonomi Gorontalo triwulan I-2023 terhadap triwulan 1-2022 (y-0n-y) tumbuh sebesar 4,23 persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki kontribusi sebesar 38,02

persen pada triwulan 1-2023, mengalami pertumbuhan sebesar 3,95 persen terhadap triwulan 1-

2022 (yon-y).

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (Human Develgoment Index) merupakan indikator yang

menggambarkan kualitas hidup manusia, yang dlukur dari seberapa besar penduduk suatu wilayah

'dapat mengakses pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan masyarakat. IPM dibentuk oleh tiga

'dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a /ong ang healkhy IFe), pengetahuan (Anomiecbe),

k BA ary | N 1138
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dan standar hidup layak (decent standard of iing). Capalan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi

Gorontalo Tahun 2023 mencapai 71,25 meningkat 0,63 poin dibanding tahun 2022 sebesar 70,62

persen. Selama 2 (dua) tahun terakhir, 1PM Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori Tinggi.

Namun demikian, masih lebih rendah dari IPM Nasional sebesar 74,39 persen.

Grafik 2.8

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo, 2021-2023

Sumber: aae Psat StatStK ROnei Goronania 2024

Komponer-komponen yang mempengaruhi perhitungan 1PM di Provinsi Gorontalo adalah sebagai

berkut :

Tabel 2.16

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (1PM) Provinsi Gorontaio

hun 2022-2023

a P | e E

1 | Kasenatan

| Angka Harapan He GA — na A
2 | Pendiakan K 5

Harapan Cara Sekakh amun mAR a

Retasata Lama Sekoah Cahun) | B0 si0

“Siandar Hidup Layak j SANeaaAA. DN
| Pengeluaran persapila 1i disesuaikan 10587

E 7062

Sunber Dre : Aandas Aasal Sik Rovissi Gob 2024

Peningkatan 1PM Tahun 2023 didukung oleh semua dimensi pendukung nya yang mengalami

pertumbuhan. Umur Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat

terus meningkat, tahun 2023 tumbuh sebesar 0,32 persen menjadi 70,50 persen. Sedangkan dimensi

pendidikan dibentuk dari 2 indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas

dengan capaian tahun 2023 sebesar 13,16 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun

ke atas dengan capaian sebesar 8,10 tahun. Sementara Dimensi Standar Hidup Layak yang

direpresentasikan dengan pengeluaran il perkapita per tahun mencapai Rp. 11,07 juta per tahun.

Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.
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Salah satu pengembangan dari penghitungan 1PM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik

metodalagi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender

sama dengan penghitungan 1PM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan

penghitungan 1PG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh

Pemarintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian

Suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Namun demikian, masih dirasakan adanya

diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masin.

lebih rendah dibanding laki- laki. Selain tu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada

Uususan dapur rumah tengga. Sehinggo kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan

berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka 1PG, ciharapkan ada

pernatian dari berbagai pihak Khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa

mendatang. Fveluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan

'semakin sejajar setara dengan laki-Iaki. Sehingga peran perempuan datam memberikan nilai tambah di

mesyarakat akan semakin nyata. Penghitungan IPG ini juga memakal metodologi yang dipakai pada

penghitungan 1PM metode baru.

Tabel 2.17

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

'Indeks Pembangunan Gender

Provinsi/ Kab/Kota ..——— ATahun)
“ 2025

83,20| Kabupaten Boalemo
Kabupaten Garontalo. 851

Kabupsten Pohunato e o | 230

Kabupaten Bane Bolngo — | 8817 ESI — BEBe

Kabupalen Gorontak Ulara | 8132 . 8203 —— 8243

|ikata Goro 8687 — 8141 BA
PROVINSI GORONTALO | 87,52 — 8812 — 8524
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Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2023 cukup baik yaitu sebesar 88,24

persen. Kondisi IPG terus membaik (mendekati 100) mengindikasikan semakin kecil kesenjangan

pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari

peran SDM penduduk laki- lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Prosinsi Gorontalo

sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan

sasial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin

menyempit. Pada akhimnya, kinerja pembangunan di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik

Denduduk laki-laki maupun perempuan.

Selain Indeks Pembangunan Gender, terdapat indikator Iainnya dalam rangka mengukur sejauh

mana keteribaran perempuan dalam pembangunan, yaitu melalui Indeks Pemberdayaan Gende:

Indoks Pemberdayaan Gender merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan ketenwakilan

perempuan di parlemen, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan ditempat manajerial, dan unah pekerja

perempuan disektor non pertanian.
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Tabel 2.18

Indeks Pemberdayaan Gender (1DG) Provinsi Gorontalo Tahun 2023

De i)
aa an pa

Boalemo ? 24 | 6346 D 69,46
Gorantako AT 5852 6322
Ponunao 16 5673 7045
Goe Boango 4 5650 s

( Gorontalo Utara 24 6207 6921
Kota Gorontalo 24 55j05 7215

PROVINSIna 2667 58,23 2s | na |
Sue « HPS Pe GROra A

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 71,11 dengan Indikator

pendukungnya yaitu keteribatan perempuan di Parlemen sebesar 26,67 persen, Perempuan sebagai

tenaga Profesional sebesar 58,23 persen dan Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 26,93

persen. Indoks Pemberdayaan Gender tertinggi berada di Kota Gorontalo sebesar 72,15 dan terendah

adalah Kabupaten Bone Bolango sebesar 53,38 persen.

Bila di potret dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2023 sebesar 0,391 turun 0,020 poin

dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,411. Ketiga dimensi pembentuk Indeks Ketmpangan Gender (IKG)

secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan

terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun. Sementara, dimensi pemberdayaan dan

dimensi pasar tenaga kerja semakin setara. Perbaikan pada semua dimensi menjadi faktor ulama

menurunnya 1KG Provinsi Gorontalo. Selama lima tahun terakhir, IKG Provinsi Gorontalo secara

konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender

« Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan.

. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat

penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan Survey Angkatan Kerja

Nasional (Sakemas) Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa Tingkat

Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 3,06 persen (Agustus 2023), mengalami

peningkatan 0,48 persen poin dibanding kondisi Agustus 2022 yang turun hingga mencapai 2,58 persen.

Pendorong utama peningkatan Ini adalah terjadinya peningkatan TPT di wilayah perkotaan dari 3,52

persen pada Agustus 2022 menjadi 4,13 persen pada Agustus 2023. Adapun TPT perdesaan juga

mengalami peningkatan dari 1,86 persen pada Agustus 2022 menjadi 2,14 persen pada Agustus 2023.

Grafik 2.9

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional 2021-2023
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Tengga kerja sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun

secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat sionifikan dalam aktivitas perekonomian

nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Semakin berkurangnya

tingkat pengangguran terbuka dan semakin meningkatnya penduduk usia kerja yang bekerja,

mengindikasikan bahwa semakin tinggi daya serap tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa, penduduk

usia kerja yang bekerja tahun 2023 sebanyak 631.521 jiwa, naik dibandingkan tahun sebelumnya

sebesar 614.250 juwa. Sementara jumlah penganggur tahun 2023 sebanyak 19.904 jiwa.

Tabel 2.19

Kompasisi Penduduk Usia Kerja Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023

STATUS KEADAAN Tauun Tanun
KETENAGAKERJAAN 2012 2023 0

Penduduk Usia Kerja. m owan

Angkatan Kerja ss GeLA5

se asaso sse
Aengarggutan 16201 aa
Bukan Angkatan Kerja E asaaan

Stkoan aos
Anngurus Rumah Tangga Gse

an PP

Tingkat Pengangguran Terbuka. 5a

terkirann 382 23
ee 16 24
Tingkat Partisipasi Angkatan Korja ao1 00

lak a0 aae

kr s s601

Suma “ Badon Pusat Statnk Me Gomataha 2003

'Selain TPT, Indikator lainnya yang menggambarkan kondisi penduduk bekerja adalah persentase

setengah penganggur, dimana indikator tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pekerjaan memiliki

Produktifitas yang tinggi yang diindikasikan dari jam kerja yang rendah. Jumlah setengah penganggur

i Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 37.481 orang, sedangkan ditahun

2023 yaitu sebesar 52.564 orang atau sebesar 8,32 persen dari total angkatan kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT lakaki dan perempuan sama-sama mengalami peningkatan

dibandingkan Agustus 2022. 1PT laki-laki pada Agustus 2022 sebesar 2,28 persen meningkat menjadi

2,79 persen pada Agustus 2023 sedangkan TPT perempuan pada Agustus 2022 sebesar 3,07 persen

meningkat menjadi 3,46 persen pada Agustus 2023. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, TPT

'pada pendidikan SMA sederajat jauh lebih tinggi dibandingkan 1PT pada pendidikan SMP ke hawah.

Pada Agustus 2023 TPT tertinggi ada pada jenjang pendidikan SMK yaitu sebesar 8,1 persen.



Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMA sederajat yaitu sebesar 6,30 persen, dan jenjang SMP

sederajat sebesar 2,95 persen, TPT perguruan tinggi sebesar 2,42 persen, dan yang terendah pada

jenjang pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,15 persen. Pola TPT yang demikian menunjukan

mereka yang berpendidikan ledih rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Sedangkan

mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih pekerjaan yang lebih sesuai.

'Sementara jika dilihat dari status pekerjaan, Penduduk yang bekerja dibagi atas kegiatan forinal

yang mencakup mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan mereka yang berstatus sebagai buruh/

karyawan/pegawai, dan pekerja informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak

dibayar, pekerja bebas pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga/tak dibayar). Penduduk

bekerja di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh kegiatan Informal. Pada Agustus 2023 sebanyak

402.467 pekerja atau 63,73 persen penduduk bekerja pada keglatan informal, sedangkan 36,27 persen

bekerja di sektor formal.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. . Harapan Lama Sekolah

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan

menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam

penghitungan 1PM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh

karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karene angka melek huruf di

sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah

dengan baik. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.

Tabel 220

Harapan Lama Sekotah Provinsi Gorontalo, Tahun 202120

Harapan Lama Sekolah (Tahun)..

lank 2021 2022 | 2093
Boalemo a| nae
GoronGals PEu PEAU
“ Poluwato 12,38 12,39 146 .
EE E a 1367

Gorontalo Utara 146 1 87 . a8

Kota Gorontalo —— 14,57 .

Provinsi Gorontalo | 15087 a EEI6

b. . Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (mean years school/mys) merupakan kombinasi antira partisipasi

sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang
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ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak nalk kelas, putus

sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau

sebaliknya.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana. pemenuhan penduduk termadap akses

pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat

mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata

lama sekolah memberikan gambaran tingkat Pendidikan penduduk suatu wilayah.

Tabel 221

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

MaDiantay Olu 1 Oar E an 2023
Boalemo — 700 703 730

Gorontalo 730 761 779
Pohuwato | 135 |o 50
Bone Balango 833 835

Goronialo Utara. 716 717

Kota Gorontalo 10,39 10,40

(Provinsi Gorontalo ( 802 810

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk

menempuh semua jenis pendidikan forma! yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau years of

'sehooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang

dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat Pendidikan terakhirnya. Meskipun mengalami

peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Gorontalo, masih relatif sama selama

3 tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo berada pada kisaran 7-8 tahun.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Agama

Pencapaian pembangunan di bidang budaya dan adat istiadat juga ditunjukkan oleh capalan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai salah satu instrumen yang telah dirlis sejak tahun

2018 untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan didasarkan pada 7 dimensi

yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya

Ikerasi dan gender. Dimana IPK Provinsi Gorontalo sejak 2018-2021 bergerak secara dinamis dari 49,86

ditahun 2018, kemudian meningkat menjadi 50,57 di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 kembali

meningkat menjadi 51,49, meskipun kemudian di tahun 2021 terjadi penurunan dengan perolehan

sebesar 47,14.

Dari hasil capsian Indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat beberapa dimensi yang

pencapaiannya belum maksimal antara lain ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya,

warisan budaya, dan ekspresi budaya, sedangkan untuk dimensi budaya literasi dan gender

pencapaiannya lebih tinggi dari angka nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi Iainnya di Pulau

Se | iz g 4



'Sulawesi, Provinsi Gorontalo berada cl posisi ke 5 setelah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara,

Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima,

saling menghonnati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam

mencanai tujuan bersama. Dalam konteks n, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat.

beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Provinsi Gorontalo senanliasa

menjaga keutuhan Nogara Keasatuan Republik Indonesia. Untuk memotret realitas korukunan umat

beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosiel keagamaan, digunakan

indikator pengukuran berupa Indoks Kerukunan Umat Beragama.

Berdasarkan hasil survel Indeks Kerukunan Umat Berngama pada periode 2017-2021 terjadi

Muktuasi, tahun 2021 mencapai 71,9. Capalan ini menggambarkan suatu kondisi hubungan umat

beragama yang toleran, setara, dalam menjalankan agama, serta bekerja sama dalam membangun

masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasia dan Undang-Undang Dasar

1945, yang terdiri dari dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasamna.

2.1.3 — ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a..— Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Undang-Undang

nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur mengenai pembagian urusan

permerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian

urusan dimaksud dalam pasel 9 ayat (3) didasorkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan

eksternalitas, serta kepentingan strategis nasiohal, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut :

pemerintah pusat berkewenangan dalam penetapan standar pendidikan, Pemerintah provinsi

berkowengan mengelola pendidikan menengah dan untuk kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar.

'Sejak diberlakukannya Undang-undang 23 tahun 2014, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan

menengah dalam hal ini adalah SMA, MA DAN SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo dilakukan melalui peningkatan akses bagi masyarakat.

Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas

daya tampung setuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta

didik dari berbagai golongan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah,

dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka

meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa hanyak penduduk usia sekulah

yang dapat mengakses fasiitas pendidikan. Penghitungan APS blasanya dibedakan berdasarkan

kelompok umur sekalah, misal 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 1924 tahun.
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'Secara umum, APS Provinsi Gorontalo cenderung mengalami peningkatan pada setiap kelompok

umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.22

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur7-12 Tahun, 13-L5 Tahun,

16-18 Tahun dan 19-24 Tahun, Provinsi Gorontalotahun 20212023

a3

erovinsi | aa ) me O ie O an
20121 2022 3023 | 2031 | 2012 3025 2021 | 3022 | 2023 2021 2022 2023

GORONTA.O SA02 9A93 9EG0 BEGE |E1A SLES 7L50 7AGB |7IRO |(ILGG 3ONG s0
Sue : fan Al FA 7 —

Tahun 2023, Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun atau jenjang Pendidikan Sekolah

Menengah Atas mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dibanding tahun sebelumnya.

yakni sebesar 71,70.

'“““'% . 1146
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Grafik 2.10

Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun

Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023
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Meningkatnya APS usia 16 — 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran

masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang SMA/SMK/MA.

Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari program yang diluncurkan oleh

pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu

melalui bantuan operasional sekolah dan manajemen prodira.

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang Angka Partisipasi Mumi adalah

perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula

sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui

kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalaninya. APM di suatu jenjang pendidikan

didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah

'dengan Jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar adatah perbandingan jumlah siswa pada tingkatan Pendidikan

dibagi dengan jumlah penduduk berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan

tortentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkatan

pendidikan.

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar merupakan indikator daya serap penduduk usia

sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci

kederhasilan (key development milestones) terhadap pemerataan — serta perluasan akses

pendidikan.

Tabel2.23

Angka Partisipasi Murmi dan Angka Parisipasi Kasar SMA/MA/SMK, 20:

r,_...' 1 Angka Pardiaipasi Mumi .. Angka Partisipasi Kasar
pn

| Pendlakan aa 7 3022 | 3033 a0 “o a3
Si SG

MN aae Lenana agoso | osagu 10584 2on |
| Sederajat

Sumper Dnas Aeb Kly Pn G Oaa 223
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ngka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/SMK/MA tahun 2023 sebesar 86,05 persen

menurjukkan bahwa hanya 86,05 nersen penduduk usia 16 tahun ke atas yang bersekolah di SMA/

SIMK/MA, Tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar turun sebesar 92,03 persen.

Pembangunan bidang pendidikan dilakukan melalui penyediaan dukungan sarana an prasarana

Pendidikan melalui pembangunan sekolah, ruang kelas baru, Laboratorium Komputer bagi

SMA/SMK dan SLB, peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui

penyediaan heasiswa studi, fasiltasi kegiatan boarding school, bantuan bagi siswa SMK peserta

Praktek kerja Industri, mendorong Pendidikan vokasi melalui sertifikasi bagi siswa SMK.

3) Rasio Murid

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang

kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesiibilitas juga menjadi fokus

perhatian pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah.

Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan

khususnya didaerah terpencil dan sult dijangkau penting dalam memperluas akses layanan

pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan Khususnya dapat

memberantas buta huruf.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri

Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA ideainya

dalam satu kelas berjumlah paling sedikir 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik.

'Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36

peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2023 rasio siswa per kelas SMA/MA sobesar 1 : 36

dan Untuk SMK rasio sekolah 1 : 36. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rala berjumiah 36

peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 38 peserta didik. Data ini menunjukkan

bahwa jumlah sarana sekolah dan kelas di Provinsi Gorontalo masih memenuhi dan sesuai standar

yang ditetankan.

4) Rasio Guru

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distibusi guru penting menjadi

perhatian.Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalamm penyelenggaraan pendidikan. Data

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga untuk guru SMA (PNS,PPPK dan GTT)

sebanyak kurang lehih 120 PNS Dinas Dikbud, 2.275 PNS Satuan Pendidikan dan 1.205 Guru P3K

yang tersebar di kahupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dengan perbandingan rasio guru per siswa

SMA/MA tahun 2023 sebesar 1:20, sementara rasio guru per siswa SMK 1 : 15. Ketersediaan guru

tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah provinsi

adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru khususnya guru yang mengabdi di daerah

Sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun tayanan pendidikan juga dapat lebih

maksimal.

b. Kesehatan
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1) Angka Kematian Ibu

Angka Kematiah Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup merupakan salah satu ukuran keberhasilan upaya

pelayanan kesehatan ibu yang juga menjadi agenda utama SDGS, 5 tahun terakhir AKI per 100.000

KH di Provinsi Gorontalo fuktuatif, tetapi 3 tahun terakhir #anchya menurun. Tahun 2022 AKI

Provinsi Gorontalo masih dibawah rata — rata nasional yang angkanya berkisar 305 per 100.000 KH

tetapi angka 195 per 100.000 KH pada tahun 2022 juga masih membutuhkan upaya yang lebih

baik lagi untuk mencapai targat 183 pada tahun 2024.

Berbagai kebijakan saat ini telah diupayakan oleh Kemenkes seperi menetapkan pemeriksaan

kehamilan sebanyak 6 kali dan 2 diantaranya dilakukan oleh dokter dan dilakukan USG, yang dulu

hanya dilakukan di RS dani Kinik saat ini ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kehamilan dengan

USG di puskesmas. Kemenkes dalam proses menyediakan USG melalui anggaran DAK Fisik samapai

tahun 2024. pemeriksaan USG ini perlu didukung dengan penguatan kolaborasi layanan ANC (Ante

Watal Gare) antara bidan, dokter umum dan dokter spesials kebidanan serta jejaring PONED

(Pelayanan Obstetri Necnatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergensi Komprehensi”).

Grafik 2.11

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Prowinsi Gorontalo

Tahun 2018-2022

|

|

2) Angka Kem: n Bayi, Balita dan Neonatal

Angka Kematiah Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang menggambarkan keadaan derajat

kesehatan di suatu masyarakat, karona bayi yang baru lahir sangat sensitif temadap keadaan

lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang

tua si bayi. AKB Provinsi Gorontelo tahun 2022 mencapai 11 per L.000 KH i Provinsi Gorontalo

meskipun hanya turun 0.196 dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target yang ditetapkan,

akan tetapi menunjukkan 3 tahun terakhir trendnya menurun. Gambaran Angka Komatian Bayi

Tahun 2018 — 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
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Grafik 2.12

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Gorontalo

Tahun 2018-2022
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Intervensi langsung Pemerintah Provinsi dalam upaya menekan AKI, AKB dan percepatan

penurunan stunting yaitu melalui Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu dengan Sereening

anemia remaja putri, Konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri, Pemeriksaan kehamilan,

Konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil, Pemeberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK,

Pemantauan tumbuh kembang balita, ASI Eksklusif, Pemberian makanan tambahan protein hewani

bagi baduta, Tata laksana balita dengan masalah gizi, Peningkatan cakupan dan perluasan jenis

imunisasi serta Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.

Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum tingkat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi

dapat diihat dari peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH ini merupakan alat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya,

dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Capaian AHH dl Provinsi Gorontala tahun

2021-2023 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

- ,



Grafik 213

Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo

Tahun 2021 - 2023
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Berdasarkan grafik diatas, AHH Provinsi Gorontalo meningkat dibanding 2 tahun sebelumnya, Sektor

kesehatan ikut berkontribusi terhadap peningkatan AHH misalnya meningkatkan angka kecukupan

Gizi serta terus mengupayakan pencegahan penyakt menular serta menurunkan faktor risiko

penyakk tidak menular.

4) Prevalensi Status Gizi Balita

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan

Menurut Umur (TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). Prevalensi undemvejght di

Pravinsi Gorontalo fluktuatif selama 5 tahun terakhir, meskipun angkanya masih dibawah angka

yang menjadi batas tertingginya. Kondisi Mluktuatif menggambarkan bahwa indikator ini hanus

dilakukan evaluasi secara intensif. Underwelght adalah kegagalan bayi mencapai berat badan ideal,

'sehingga mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, Sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu.

Gangguan Ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat gizi yang dibutuhkan sesuai

usianya.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan glzi yang kurang dalam

waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting

terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru Nampak saat anak berusia dua tahun.

Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan

penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa.

Tabel 2.24

Prevalensi Status Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota

1i Provinsi Gorontalo tahun 2023
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«. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu

wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan

provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan diakukan melalui

pembangunan serta perbaikan Jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan

jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan

kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang

menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Semontara yang menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubemur Gorontalo Nomor

363/18/X1/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan

strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi

kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Guberur

Gorontalo Nomor 373/09/1X/2012 yaitu sepanjang 432,51 Km. Penetapan Status ruas jalan Provinsi

'Sebagai jalan kolektor primer 2 (3KP-2), jalan kolektor primer 3 (IKP-3), dan jalan strategis provinsi

dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Perubahan tersebut

berimplikasi terhadap perhitungan kondisi mantap jalan. Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo

Tahun 2023 sebesar 70,23 persen, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 60,05 persen,
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Grafik 2.14

Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

na
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Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 5 kategori, sebagai berikut

Tabel 2.25

—— Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi jalan tahun 2021-2023.

Al S | . Panjang(km)/persentaseli)

2021 1 2022 2025
Kondisi Bak — 2562km(5486u) 233 75kmSOOSi) | M0ATGkm

Kondisi Sedang 1136km (24356) — GB Km GOOA)

RusakRngan 1 SE OOP — 30SS i GASe

Fuk Barat Ti775 KM GLEMK) 15604 km G3A416) 73k

7ek Panjang Jaln Fal 46201k | a BA

aBe 7 De Pekeraan Di Aains Goataka, 021

2) Sumberdaya Air dan Irigasi

Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dalam rangka konservasi sumberdaya air, pendayagunaan

Sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Tujuannya adalah dalam rangka mendukung

pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air, dimana air

merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian, mengingat posisinya sebagai salah

satu kebutuhan penting bagi tanaman, terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air

pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari

adanya aliran sungai maupun Sumber-sumber mata air.

Kualtas — alman — sungai — dan — sumber — mata ar yang — baik

menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran

proses bercocok tanam para petani.

Pembangunan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui Program

Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Tahun 2023 luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan

dipelihara jaringan irigasinya sebesar 1802 Ha dari target 2467 Ha diantaranya pemeliharaan

1.127,5 Ha, Rehabiltasi DI Tolinggula 269 Ha, Rehabilitasi DI Taluduyunu 406 Ha dan Peningkatan
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DI Bongo 60 Ha. Panjang pengaman sungai yang dibangun dan dipelihara sebesar 0,34 Km dari

target 0,8 Km. Panjang pengaman pantai yang dibangun dan pembangunan Breakwater/Seawall

Sebesar 163 meter dari target OO meter berlokasi di Kab. Boalemo dan Kab. Gorontalo.

3) Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air bersihuntukperkotaan di Provinsi

Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain dipasok oleh PDAM,

ketersedian air bersih untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota Provinsi Garontalo sumber

air hersih dipasok dari bak-bak penarnpung yang dibangun metalui program penyedian air bersih

dan penyehatan lingkungan/sanitasi.

Program-program yang telahdilaksanakan terkait penyediaan air bersih dan penyenatan

lingkungar/sanitasi di Provinsi Gorontalo, yaitu

« Pamsimas (Program Nasional Penyedigan Air Minum dan SanitasiBerbasis Masyarakat)

« PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)

« DAK AI Minum dan sanitasi

Peningkatan penyediaan pelayanan air minum, sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan

dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah melalui program 100 0 100 (100 36

akses air minum aman, 0 36 kawasan Kumuh dan 10096 sanitasi layak). Beberapa program yang

dilakukan diantaranya melalui program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air

minum dengan membangun sarana prasarana air minum dan sanitasi.

Upaya pemerintah dalam hal penyehatan lingkungarvsankasi dan penyediaan air bersih, sudah

Cukup baik. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem

Penyediaan Alr Minum (SPAM) perpipaan dan non peripaan terindungi, serta pra sarana dan

sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan air minum dan

sanitasi layak yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.26

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadan Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/

Kota di Provinsi Gorontalo, 2021-2023

“Kabupaten/Kota — 2021 | 2022 | 2023 .
Boalemo 68,82 50,91

Sorontalo 7682 80,56

Pohuwato 7620 | 7832 — 5282

Bone Bolango ( as7 J 7615 — 1815
Gorontalo Utara — | 7803 | 8180 . BlI

Kota Gorontalo 9290 | 9200 — 9448

Provinsi Gorontalo | 78,58 | 79,82 — 8172

Sumubar « Badan Pusat SSI PMSI Saanaig 2025
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Tabel 2.27

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut

Kebupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2021-2023

Kabupaten/ Kota | 2021 2032
Boalemo 9821 as,14

Gorontalo 9511 96,80
Pohuwato 9313 95,93

Bone Bolango 93,72 94,87

| Gorontalo Utara 86,23 8046

Kota Gorontalo — 962 100
(Provinsi Gorontaio | — 9457 56,16

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan dan pemukiman, sasaran utama pembangunan yaitu Meningkatnya jangkauan

dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar melalui Penyediaan dan rehabilitasi Ruman

Layak bagi korban bencana yang ditangani melalui program pengembangan perumahan serta

menurunnya luasan kawasan kumuh yang ditangani melalui program kawasan pemnukiman. Tahun

2023, penyediaan Rumah Layak Huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 Ha sampai

dengan dibawah 15 Ha yang diperbaiki sebanyak 106 unit rumah dari 370 unit rumah yang

ditargetkan.

Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo, ditangani melalui kegiatan

Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukinan Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai

dangan dibawah 15 (Iima belas) Ha seluas 26 Ha dari larget 19 Ha di tahun 2023. Selain itu

dilaksanakan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabiltasi Rumah kepada

Masyarakat/Sukarelawan dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses

Perumahan KPR-FLPP.

e. Ketentraman, Ketertihan Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya

dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah

Socara berkesinambungan. Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif

merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan.

Pomerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi

tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder Iainnya, termasuk seluruh warga mesyarakat

sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan

gangguan ketertiban yang dilakukan Secara terus menerus sehingga akan diketahui pola

ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku

tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap

Deraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.



Stahiltas ketentraman dan ketertiban di Provinsi Gorontalo masih dalam kategori aman dan

kondusif, Hal ini tercipta karena adanya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam

pencegahan kejahatan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat,

pembinaan terhadap berbagai komponen organisasi masyarakat dengan Organisasi social politik

yang dilaksanakan oleh Satuen Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan

Masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP dan

Kebakaran Provinsi Gorontalo melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan

Peraturan Gubernur antara lain

- Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur. Pada

'Selasa, 14 Februari 2023 dalam rangka penegakan Perda Nomor No.1 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertihan Umum. Penertiban Lapak PKL yang

menggunakan ruas bahu jalan provinsi wilayah kecamatan isimu Kabupaten Gorontalo.

Terdapat 7 lapak yang menggunakan bahu Jalan dan telah diberikan teguran Isan.

- — Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Deerah dan Peraturan Gubernur. Pada

Kamis, 22 Juni 2023 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur

dalam rangka penegakan Perda Nomor, 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang

i laksanakan di RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango dan RSUD Aloe Saboe Kota

Gorontalo, Terdapat 1 Orang Pelanggar Perda dan di kenai sanksi administrasi denda melalui

mekanisme sidang tindak pidana ringan (TIPIRING)

- — Pelaksangan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur. Pada

Senin, 03 Juli 2023 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

dalam rangka penegakan Perda Nomor, 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang

dilaksanakan di RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango dan RSUD Aloe Saboe Kota

Gorontalo. Tendapat 5 Orang Pelanggar Perda dan dikenai sanksi administrasi denda melalui

mekanisme sidang tindak pidana ringan (TIPIRING).

- — Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur melahui

Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Kamis, 09 November 2023 terkait dengan Perda Nomor

1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertibani umum, Perda No. 10

2003 Tentang Pencegahan Maksiat, Perda No. 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan

Pengendalian Miras dan Perda No.5 Tahun 2014 Tentang Pencegahan HIV dan AIDS.

Penegakan perda dilaksanakan di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaton Gorontalo.

- — Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur melalui

Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Jumat, 10 November 2023 terkait dengan Perda Nomor

1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, Perda No. 10

2003 Tentang Pencegahan Maksiat, Perda No. 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan

Pengendalian Miras dan Perda No.5 Tahun 2014 Tentang Pencegahan HIV dan AIDS.

Penegakan perda dilaksanakan di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

an | anaian ae | Mupa
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- — Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui

operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Jumat, 10 November 2023 Lerkait dengan Perda Nomor

3 Tahun 2013 Tentang Pengeloaan Sampah. Penegakan perda dilaksanakan sepanjang jelan

Gorontalo Outer Ring Raad i wilayah Gorontalo. Terdapat 2 Orang Pelanggar Perda dan

dikenai sanksi admunistrasi denda melalui mekanisme sidang tindak pidana ringan (TIPIRING).

Dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat,

melalui penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan penyandang masatah Pengemis,

Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Provinsi

Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Selanjutnya setelah dilakukan

membinaan para pengemis/gelandangan oleh Satpol PP Provinsi kemudian diserahkan kepada Dinas

'Sosial Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pedataan lebih lanjut.

'Selain itu, melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik fokus pada fungsi periindungan masyarakat

yang dilakukan melalui prograrn Peningkatan Kewaspadaan Nasiona! Dan Peningkatan Kualitas Dan

Fasiltasi Penanganan Konfik Sosial dengan kegiatan Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang

Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Dacrah.

Selain ku pada fungsi perlindungan masyarakat, secara Nasional Provinsi Gorontalo merupakan

wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang

diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan Data Geoportal Data Bencana Indonesia, Provinsi Gorontalo tahun 2023 tercatat 53

kejadian bencana yang pernahi terjadi. Bencana tersebut didominasi oleh banjir dan kekeringan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Risiko bencana Indonesia (IR8I) 2023 Pemerintah Provinsi

Gorontalo memilki kelas risiko sedang dengan nilai 116.71 (sedang) dan memiliki ancaman bencana

seperti Gempa bumi, banjir, tsunami, lanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan,

gelombang ekstrim dan abrasi.

Berdasarkan fakta tersebut adanya ancaman bencana di wilayah Indonesia, khususnya di Gorontalo

tampaknya masih akan berlanjut karena kondisi tektonik Provinsi Gorontalo dimana Sesar Gorontalo

melewati Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk yang

padat menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah

longsor.

Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah merupakan bagian yang Uidak terpisahkan dari

usaha untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial

adalah meningkatnya perlindungan social bagi Masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan social masyarakat Provinsi Gorontalo melaksanakan

berbagai program kegiatan diantaranya melalui program pemberdayaan social melalui kegiatan

memberdayaan potensi sumber kesejahteraan social dengan pelaksanaan biritek bagi 25 pekerja

Social Masyarakat, pelaksanaan bimtek penguatan kapasitas bagi 77 tenaga kesejahteraan social,
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penerimaan bantuan kepada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sejumiah

Rp. 9.000.000farsas, Karang Taruna sejumlah Rp. 4.500.000/orsos dan LKSA sejumlah Rp.

11.500.000/lembaga.

Dalam upaya penurunan angka Kemiskinan, dilakukan metalui Program pertindungan dan jaminan

Social dan Program penangangan bencana. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dlantaranya

bantuan modal usaha baik usaha ekonomi produktif (UEP) maupun Perempuan Kepala keluarga

(PEKKA) kepada 2995 keluarga penerima manfaat (KPM).

Upaya prefentif lainnya dilakukan melalul program rehablitasi sosial, melalui :

3) Pemberian alat bantu kepada 15 penyandang disabilhas

) Terpenuhinya kebutuhan dasar permakanan 60 Anak dalam panti/Lembaga Kesejahteraan

'Sosial Anak (LKSA)

£) Penyediaan pernakaman bagi lansia

4) Penyediaan sandang bagi lansia

€) Penyediaan asrama layak huni bagi lansia yang mudah diakses

0) Terpenuhinya obat-obatan bagi lansia

) Kegiatan vocesional bagi lansia

) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari

Tabel 2.28

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial

di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

N Indikator Kinerja laan Targat. Cepalan
1 Cakupan — penerima — penjaminan 9196 83,5996

pemeliharaan kesehatan (UHC) — aa

Cakupan masyarakat miskin yang 2ab Ae

mendpatkan bantuan sosial.

Selain itu, Pemerintah Provinsi kebijakan penanggulangan kemisinan secara integratif lintas sektor

dilakukan beberapa upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, beasiswa miskin,

kesehatan gratis, perlindungan soslalbagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur

dengan metode padat karya. Kemudian Upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani,

penciptaan wirausaha baru, bantuan social, dan bantuan pangan non tunai.

2.1.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukun erat terhadap suksesnya proses

pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan

ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi

tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan
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pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya

melalui penyediaan lapangan kerja, penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan

potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna,

Serta peningkatan Kualitns tenaga kerja melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, yang

didukung dengan sistem Tnformasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan

kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam

pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Tahun 2023, tercatat bahwa jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 5.712 orang dan

jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 9.099 orang. Hal tersebut menggambarkan

pencapaian persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja yaitu sebesar 62,7836 dari targot

Sebesar 24,0596.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja diantaranya melalu

Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja molalui peomagangan dalam negeri kepada

130 orang peserta magang yang dimagangkan di 17 perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo,

serta pelatihan pengelolaan pakan ikan dan ungags kepada 45 orang tenaga kerja yang lersebar

di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo dan Kahupaten Bone Bolango.

Selain itu, untuk meningkatkan kondisi hubungan Industnal yang kondusif, melalui program

hubungan industrial 12 kasus perselisihan yang dilaporkan di Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan

Transmnigrasi Provinsi Gorontalo telah diselesaikan melalui mediasi pembinaan bagi perusahaan

yang berselisih.

Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan

untuk mengikuti asuransi Jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk

penentuan upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi ditetapkan melalui SK SK

Gubeur Gorontalo Nomor 446/32/X1/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo

Tahun 2024. Dalam SK Penetapan UMP tersebut, menetapkan UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2024

sebesar Rp 3.025.100,-

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya meningkatkan kotaatan terhadap pelaksanaan norma

ketenagakerjaan dilakukan melalui program pengawasan ketenagakerjaan. Pada tahun 2023,

tercatat jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 132 perusahaan

atau sebesar 3,0796 dan jumlah perusahaan yang terdaftar WLKP online sebanyak 4.307

perusahaan. Pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan ini telah diterapkan oleh 432

perusahaan.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada

peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kohidupan dan peningkatan perindungan

terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan: Peningkatan



kesetaraan genderi Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan

kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Perempuan Perindungan Anak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah

Provinsi Gorontalo dalam upaye Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dan

Pencegahan kasus Human Traficking adalah melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan tugas fungsinya adalah melakukan fasilitas

pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang dibentuk sejak tahun 2016

melalui Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak

Kekerasan dengan tugas dan fungsinya untuk Perlindungan perempuan meliputi: a. pencegahan

tindak kekerasan: b. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan c. pemberdayaan terhadap

korban Tindak kekerasan, Sementara Perfindungan Anak meliputi : perindungan anak yang menjadi

korban tindak kekerasan: dan b. perlindungan khusus anak.

Tabel 2.29

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta

Persentase kasus yang terlayani melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2022

KB 1 Pi

Kabupaten/Kota | MAS ana, | perempuan — SbAnak — SePerampuan
Kab. Boalemo a8 $ 10 100

Kab. oe balanyo n Be AA
kob Goek s0 e A a
Kab.GometeoUaa | M H B 100 100

t Pal El I
Kota Gorontalo 50 22 44 95,45 9545

252 | i me aG aal

Data PZTP2A menunjukkan tahun 2022 Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih

telatif tingoi sebesar 252 kasus menurun dibanding tahun 2021 sebanyak 338 kasus kekerasan

perempuan dan anak.

c. Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga

kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan

pangan pada pihak manapun. Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah

pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat

untuk berperan akuf dalam mewujudkan Ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu

ke waktu.



Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi

pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH).

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat

digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100.

'Semakin Binggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pola

Pangan Harapan (PPH) adelah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi

keselmbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizl, baik dalam

jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan,

ekanomi, budaya dan agama. Capaian skor PPH provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah 76,8 dari

target yang ditentukan pada angka 80. Dengan belum tercapainya sasaran tersebut hal ini

menandakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Gorontalo masih kurang beragam bergizi

'seimbang dan aman.

Pada tahun 2023 ini, melalui dana APBD-Perubahan, telah dilaksanakan kegiatan B2SA Stunting,

dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak stunting antara lain: beras Nutrizink,

Telur Ayam, Kacang Hijau dan Susu untuk anak balita. Penerima bantuan berjumlah 225 anak yang

ada di Kota Gorontalo 100 anak dan Kab. Gorontalo 125 anak.

161



Tabel 2.30

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi

Provinsi Gorontalo tahun 2022-2023.

Indikator Kinerja

Skor PPH
Ketersediaan

5 Skor PPH

Kansumsi

Sibe 7 Ds Pangan Aovinsi Garontao, 2023

Skor PPH konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain diversifikasi yang lebih intens baik

konsumsi pangan pokok, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan serat melalul promosi

media informasi terkait keberagaman pangan dan manfaatnya, serta pemanfaatan pekarangan

rumah dalam menanam sayur dan buah agar dapat terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Jika

dibandingkan dengan sasaran target konsumsi pangan dan standar Konsumsi pangan yang ideal

atau konsumsi pangan norimatif, maka diharapkan konsumsi pangan setiap masyarakat agar lebih

diperhatikan melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing

kabupaten/kota antara lain kegiatan Pekarangan Pangan Harapan dan kegiatan Germas Batari.

Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemenuhan konsumnsi pangan di Provinsi Gorontalo,

berbagai upaya yang dilakukan diantaranya Program Penanganan kerawanan Pangan, melalui

penyaluran 1.000 paket bantuan di daerah rawan pangan. Selain tu tahun 2023 dilakukan

penyaluran bahan pangan pada Lembaga keuangan desa (LKD) di kios akses pangan yang tersebar

i Kabupaten Gorontalo. Jenis bantuan yang diberikan rinclan yaitu Beras 4.500 Kg, Gula Pasir

1.950 Kg, Minyak Goreng 600 Liter dan Telur Ayam 4.950 butir, yang dibaagikan kepada 30 Unit

Klos Akses Pangan. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi stimulant untuk Klos-Klos pangan yang

ada di desa-desa rawan pangan.

Kebijakan pemerintah lainnya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dilakukan

melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, diantaranya melalui

Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan sebanyak 24 kali di lokasi yang berbeda-heda dengan

Jumlah komoditi yang disediakan antara lain yaitu Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, bawang merah,

bawang putih, cabe dan telur.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan

unituk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabiisasi harga

pangan di daerah. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah

dan cadangan pangan dimana salah satunya dimanfaatkan untuk upaya penanganan kerawanan

Dangan translen. Untuk cadangan pangan beras sejumlah 41.160 Kg dialokasikan untuk masyarakat

i 2 (dua) wilayah yaitu Kabupaten Boalemo dan Kab. Gorontalo dengan rincian 21.160 Kg di Kab.

Gorontalo untuk 2.116 KK dan 20.000 Kg di Kab. Boalemo untuk 2.000 KK penerima manfaat.

Andikator lainnya yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan disuatu wilayah

yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang meliputi tiga aspek, yaitu



ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan peringkat IKP Provinsi,

Provinsi Gorontalo menempati urutan keenam skor terbaik setelah Provinsi DIY dengan nilai skor

80,35. Wilayah Indonesia bagian timur secara umum memiliki nifai IKP lebih rendah dibandingkan

dengan Indonesia bagian barat, Penyebab rendahnya nilai IKP antara lain produksi pangan wilayah

lebih kol dibanding kebutuhan (kurang), prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas,

dan persentase penduduk hidup miskin tinggi. Penanganan kerentanan pangan yang komprehansif

perlu diprioritaskan pada daerah tersebut sesuai dengan faktor penyebabnya.

Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana Amanat UUD 1945

Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa

pemanfastan bumi, alr, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalaninya

dikuasai oleh Negara dan dikelola untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pasal

2 ayat (4) UUPA menyatakan hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya danat

dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan tersebut

'sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tontang Pemerintah Daerah.

Kebijakan pembangunan bidang Pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas

dan akuntahilitas pemanfsatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan, salah

'Satunya adalah penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.

Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan 11 dokumen pengadaan tanah yang

bersertifikat untuk kepentingan umum dengan rincian sebagai berikut :

1). 1 dakumen tanah untuk asrama haji

2) 1 Gokumen tanah yang berlokasi di kawasan City Centre

3) 1 dokumen tanah untuk Inspektorat

4) 8 dokumen tanah untuk DI Lomaya

Lingkungan Hidup

Indeks Kualtas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur linerja setiap daerah

dalam melakukan pengeloiaan lingkungan. Sesuai dengan RPJMN KLHK Tahun 2020 - 2024 bahua

werhitungan nilai IKL H mengalami perubahan perhitungan, sejak tahun 2020 perhitungan nilai IKLH

menambah parameter Indeks Kualitas Air Laut, selanjutnya untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas

Udara yang semula menggunakan 2 parameter NO2 dan 5O2, di lahun ini menambahkan nilai

PM.5, sementara untuk parameter kualitas air yang menjadi parameter kunci untuk perhitungan

nilai IKA bertambah dari 7 parameter bertambah menjadi 8 parameter, demikian juga untuk

perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang keseluruhannya menggunakan hasil perhitungan

KUHK sehingga nilai IKTL dan IKAL menggunakan hasil perhitungan IKLH Nasional. Pementauan

kualitas udara di Provinsi Gorontalo masih menggunakan 2 parameter SO? dan NO2, namun untuk

Kualitas air telah memenuhi parameter yang diperhitungkan saat ini:

aae NG 1
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Grafik 2.15

Indeks Lingkungan Hidup tahun 2021-2023
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Perhitungan indeks untuk indicator kualitas air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi. Hasiinya nilai Indeks

Kualitas Air Sungai Tahun 2023, terjadi pencemaran dengan kategori cemar ringan. Data tersebut

diperoleh dari hasil sampe di 5 titik pantau air sungai yaitu Sungai Bone (Bone Bolango), Sungai

Bionga (Kabupaten Gorontalo), Sungai Buladu (Gorontalo Utara), Sungai Paguyaman (Boalemo)

dan Sungai Taluduyunu (Pohuwato).

Tabel 231

'Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo,
Hasil Pemantayan Tahun 2023.

Kabupaten/ STATUS MUTU AIR SUNGAL
NO

ue Kelas2 Kelasa | Kelasa
Cemar Memenuhi —— | Memenuhi

. |.RINGAN

Cemar Memenuhi — | MemanuniPaguyaman a—
Cemar Memenuhi — | Memenun

3 SD RINGAN
TCemar Cemar Memenuhi —— | Memenun

. J RINGAN — | RINGAN .
Cemar Cemar Gemar

3 PA G ISEDANG — | RINGAN RINGAN
Suratar : Dinas Lingkunpan MP an Kehutanaa, A

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pencemaran air terjadi dihampir semua sungai yang

mengalir di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan status mutu air Sungai berada pada kondisi cemar

ringan sampai dengan cemar sedang. Indeks kualtas air tahun 2023 meningkat dari tahun

sebelumnya sebesar 58,70. Nilai tersebut berada pada status bahaya dimana status Sungai Bone

Bone, Sungai Bionga, Sungai Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu dan

Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai sedang. Hal ini disebabkan oleh: Limbah
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Domestik, Limbah Pertanian, Limpah Peternakan, Limbah Industri, Perilaku masyarakat membuang

tinja dan ketersediaan sarana sanitasi Gamban) yang masih kurang, pengelolaan sampah dan

timbah R3 yang belum maksimal , serta Ilegal Logging dan ketaatan pelaku usaha yang cenderung

rendah.

Dalam upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah B3, sebanyak 14

fasilitas kesehatan (Fasyankes) ditingkatkan kinerjanya dalam pengelolaan Iimbah R3 yang terkelola.

sebesar 33.868 ton dalam kurun waktu 4 tahun. Di tahun 2023, Penghargaan Bidang Lingkungan

Hidup yang diherikan yakni 1) Pemberian Penghargaan Sekolah Adiniyata Tingkat Provinsi kepada

10 sekalah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 348/21/1X/2023

tentang Penetapan Penerima Penghargaan/Reward Sekotah Adiwiyata Tingkat Provinsi Gorontalo

Tahun 2023 Tanggal 7 Seotember 2023: 2) Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri

kepada SMA Negeri 2 Gorontalo dan 3) Pemberian Penghargaan Sekolah Adiviyata Tingkat Nasional

kepada MAN 1 Pohuwato dan MTs Negeri 1 Boalemo.

Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wileyah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah

berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendaiian

ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerinlah, Swasta maupun

Inasyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat

dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai arahan pola penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah

menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. Namun demikian,

tahun 2017 diusuikan direvisi, hal ini terkait dengan amanat UlI namor 26 Tahun 2007 tentang

penataani ruang, yang menyebulkan bahwa rencana tata ruang bisa ditinjau 1 kai dalam 5 tahun

dimana sejak tahun 2016 sudah dilakukan peninjauan kembali, hasiinya adalah sobosar 60 96

pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukan ruang. Sehingga

dokumen RTRW Pravinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan revisi. Hingge tahun 2022, Perda revisi

RTRW Provinsi Gorontaio masih dalam tahapan sinkronisasi data dengan dokumen RZWP3K

sehingga kegiatan di alihkan untuk percepatan sinkronisasi rewisi RTRW Provinsi Gorontalo.

Disisi lain, Perwujudan tata ruang wilayah bertujuan untuk menjaga keseimoangan ekonomi,

ekolagi dan sosial budaya, serta mendukung optimalisasi dan pengelolaan potensi sumber daya

Alam dan koarifan local, menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan

yang berkelanjutan, berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, parinisata dan

pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan

program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang
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Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Daerah Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Efesiensi, Frektifitas dan Akuntabiltas

Pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan merupakan rangkalan kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan

dokumen dan data kependudukan melahii pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelotaan

informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasiinya untuk pelayanan pubiik dan

pembangunan sektor lain.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya

pada tata kelola data Kependudukan, sementara pelayanan administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil menjadi kewenangan ditingkat Kabupaten/kota. Oleh karenanya melaksanakan

urusan pemerintahan dalam bidang Adrministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah

Provinsi Gorontalo melakukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara

lan melalui Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Koordinasi

Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan

Sipil dan Penataan Pengelolaan Informasi Admiaistrasi Penduduk

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan

semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan

desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu: Meningkatnya Kuaitas Penyelenggaraan

pemesintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan,

tenwujudnya kelembagaan masyarakal yang berkualitas, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja

pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi.

Upaya ini dilakukan melalui program pengembangan desa, Program Peningkatan Kerja sama Desa,

Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Fasiltasi Kerja Sama antar dosa yang Menjadi

Kewenangan Provinsi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelonggaraan Pemerintahan Desa dan

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Dosa dan

Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah KebupatenKota.

Berdasarkan Data Kementerian Desa, menunjukkan Indoks Desa Membangun (IDM) Provinsi

Gorontalo sejak tahun 2022 tidak ada lagi desa dengan status Sangat tertinggal. Secara keseluruhan

k
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1DM dengan status mandiri pada tahun 2023 sebanyak 93 desa, desa maju sebanyak 306 desa,

'desa berkembang menjadi 255 desa, dan desa tertinggal 3 sebanyak desa.

Grafik 2.16

Status 1DM Per Wilayah Tahun 2023
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berbicara mengenai kependudukan, fertitas dan mortalitas menjadi dua hal yang tidak

tempisahkan. Keduanya menjadi salah satu penyebab dinamika perubahan jumlah penduduk.

Fertilitas memiliki pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah

kelahiran akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi semakin tinggi. Sedangkan

mortalitas berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk. Semakin meningkat jumlah kematian

maka pertumbuhan penduduk akan semakin rendah. Fertiltas Provinsi Gorontalo mengalami

penurunan yang cukup signifikan dalam 22 tahun terakhir. Angka Kelahiran Total/Total Fertiity

Rate (TFR) merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan

'selama masa usia suburnya (15-49 tahun). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 angka TFR

Provinsi Gorantalo mencapai 2,70 yang artinya rate-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh

'seorang perempuan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020

mencatat TFR Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 sebesar 2,30 yang berarti rata-rata jumlah anak

yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan hanya sekitar 2 anak selama masa produksinya.

Berdasarkan data Susenas, usia kawin pertama tahun 2022 dari perempuan diGarontalo masih

didaminasi oleh perempuan usia 21 tahun ke atas. Usia 19-20 tahun

pun masih menduduki posisi yang sama sebagai peringkat kedua yaitu mencapai 23,91

persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak menikah

muda mengalami peningkatan.

Fenomena fertiltas juga sangat berhubungan dengan program pembatasan anak dan jarak

kelahiran dalam keluarga. Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah — menangani

masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program

Keluarga Berencana (KB). Salah satu tujuan program Ini adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan

sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengaturan jarak kelahiran.
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Grafik 217

Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Pernah Kawin yang sedang

Menggunakan Alat/Cara KB di Provinsi Gorontalo, 2019-2023

Sumbes : Statak Kesejahteraan Kakat 2022 BPS Monnsi Gorcnt, 2022

Program tersebut dapat dilihat dari penggunaan alat KB oleh pasangan. Persentase wanita berumur

15-49 tahun berstatus kawin yang menggunakan alat KB mengalami peningkatan menjadi 52,28

nersen tahun 2023 darl 52,25 persen pada tahun 2022. Dalam jangka panjang, peningkatan

penggunaan alat KB akan berdampak pada penurunan angka kepadatan penduduk,

menanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Berdasarkan alat atau cara

penggunaan KB, jenis KB suntikan masih menjadi alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan

di tahun 2023 dengan persentase pengguna sebesar 43,15 persen, angka ini meningkat dibanding

tahun 2022 (41,1996). Selain KB Suntikan, susuk KB Juga banyak digunakan dengan persentase

pengguna sebesar 28,56 persen di tahun 2023. Manfaat implementasi KB sangat berdampak baik

dari segala bidang. Selain dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan anak dan mengurangi

risiko kematian bayi, KB juga mampu mencegah kehamilan yang tidak dinginkan sehingga jarak

kelahiran dapat. direncanakan dengan matang. Dari segi ekonomi, KB juga mampu meningkatkan

kesejahteraan keluarga karena dengan jumlah anak yang sedikit dapat menjamin anak menikmati

fasiitas kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas.

i. Perhubungan

Dalam pengembangan sbatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan

infrastruktur Jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibiltas ataupun

keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar

wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Pelaksanaan urusan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi

untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan

meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi

Gorontalo melalui Dinas Perhubungan melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya



Program Peningkatan Layanan Transportasi, Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi,

Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi.

Tahun 2023, melalui kegiatan pelayanan angkutan perintis melayani 5 lintasan yaitu Pusat Kota —

Kampus Poligon, Pusat Kota-Poduwomna, Pusat Kota — Boidu — Dulamayo — Mongilo, Dan Pusat

Kota - Pangea. Selanjutnya pelayanan Bus Pariwisata Gorontaio — Botutonuo dan Gorontalo —

Lombango Serta Pelayanan bus siswa, sebagai layanan antar jemput siswa ini lersebar di lima

daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintasi setiap harinya. Masing masing di Kecamatan

Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Taluditi

Dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato Serta KecamatanTolinggula Kabupaten

Gorontalo Utara.

Tahuni 2023 juga dilaksanakan pemasangan fasilkas keselamatan LLAI Pada 5 Ruas jalan Provinsi

sebagai berikut

1..Pengadaan Zona Selamat Sekolah (205S) / Zebra Crossdi ruas jalan

- Ruas Jalan Raja Eyato (1 20s5)

- Ruas Jalan Aloei Saboe (1 2055)

« Ruas Jalan Gorontalo — Batudaa (1 Z05s)

2..Pengadaan RUL (Rambu Lalu Lintas) Tiang Tunggal

- Ruas Jalan Raja Eyato (34 Buah)

Ruas Jalan Kancil - Slendeng (34 Buah)

Ruas Jalan Boidu - Dulamayo (60 Buah)

Ruas Jalan Talumolo Buata- Duano (Botu Pengge) (64 Buah)

Ruas Jalan Boringin (14 Buah)

- Ruas Jalan Dembe — Lekobalo (4 Buah)

3.. Pengadaan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan)

- Ruas Jalan Raja Eyato (I Buah)

- Ruas Jalan Boidu (1 Buah)

Ruas Jalan Tinaloga (2 Buah)

4. PitaPenggadu

Ruas Jalan Raja Eyato (4 Titik)

Ruas Jalan Tinloga (Kejaksaan Tingg) (1 Titik)

Ruas Jalan Tinaloga (SD 95 Kota Utara) (1 Titik)

- Ruas Jalan Akses Botu (1 Tiik)

- Ruas Jalan Rusli Datau (i TIiK)

- Ruas Jalan Gorontalo — Suwawa — Tulabolo (Jl Suitan Botutihe) (1 Titik)

- Ruas Jalan Thayeb Moh. Gobel (1 Titik)

5 Waming Ligit

Ruas Jalan Tinloga (Kejaksaan Tinggi) (1 Titik)

Ruas Jalan Aloei Saboe (1 Titik)



Ruas Jalan Brigjen Piola Isa (1 Titik)

Rasio konektivitas antar wilayah di jalan Provinsi Gorontalotahun 2023 yakni sebesar 0.896.

Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, kerjasama lembaga komunikasi dan

informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan pengetahuan,

kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi

'dan informatika dalam rangka meningkatkan Keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi

tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan tranparansi. Selain itu pola pikir masyarakat

yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan.

Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan ketersediaan informasi pelaksanaan peogram

dan kegiatan Pemenntah Daerah. Beberapa langkah konkrit pengelolaan informasi dan pubiikasi

yang telah dilaksanakan tahun 2023 terciri dari 9.689 Konten Benta, Video, Foto, 3 Media Cetak,

27 Media Online, 2 Media Elektronik, Hibah KPID.

Integrasi system dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Salah satu cara untuk dapat

mencapal birokrasi dan pelayanan public yang berkinerja tinggi adalah dengan penerapan system

pemerintahan berbasis elektronik yang meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Janngan Intra

Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan

Informasi Pemerintah. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Flektronik (SPBE) Provinsi Gorontaio

mada tahun 2023 meningkat mencapai 3,22 jika dibanding tahun 2022 sebesar 2,48. Salah satu

perwujudan semangat reformasi birokrasi di pemerintahan, khususnya dalam upaya mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan baik (dlean and good governance) melalui E-Procurement

pemerintah melaksanakan penguatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

yang dilakukan secara elektronik Lerutama berbasis web atau internet. Instrumen Ini memanfaatkan

fasiltas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang

diselenggarakan oleh LPSF. Provinsi Gorontalo terus membenahi kualitas pengelolaan barang dan

jasa dengan hasil capaian Indeks Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang menunjukan hasil yang

terus meningkat mencapai 65,90 pada tahun 2022 dibanding capaian tahun 2021 pada angka

62,14

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

'Sasaran Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah yakni meningkatnya kapasitas usaha

kecil menengah, meningkatnya pertumbuhan industry kecil menengah serta meningkatnya nitai

ekspor. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan

daya saing perekonomian.

Dalam menunjang hal tersebut, Program yang dilaksanakan meliputi Program Pengawasan dan

Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan

dan Perindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

(UMKM) dan Program Pengembangan UMKM. Tahun 2023 jumlah koperasi sehat sebanyak 22

171



koperasi, jumlah SOM koperasi yang meningkat kapasitasnya sebanyak 400 UKM, jumlah koperasi

aktif sebanyak 20 unit usaha, jumlah UKM yang berdaya saing sebanyak 50 UKM dan jumlah UKM

yang bertansformasi usaha sebanyak 50 unit usaha.

Disamping itu, dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan koperasi, juga dilakukan melalui

'Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Berdasarkan data Sistem Informasi kredit Program (SIKP)

jumlah pelaku usaha yang mengajukan kredit sebanyak 26.961 dengan nilai kredit sebesar Rp.

767.870.039.086,- dan Outstanding sebesar Rp. 506.927.919.360,-.
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m. Penanaman Modal

Pembangunan investasi berpengaruh penting dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di

daerah. Namun demikian, investasi di Provinsi Gorontalo memang masih dinilai belum begitu

berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka

meningkatkan jumlah dan minat investor di Provinsi Gorontalo yaitu melalul Program Promosi

Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.

Tahun 2023 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan Izin dan non Izin sejumlah

2.040 yang terdiri atas izin di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 22 izin, sektor

merikanan dan kelautan sebanyak 371 izin, sektor Perindustrian sebanyak 249 izin, sektor

Perdagangan sebanyak 0 izin, sektor Perhubungan sebanyak 1 izin, sektor Kesehatan sebanyak 5

izin, Sektor Pendidikan sebanyak 2 izin, sektor Pariwisata sebanyak 24 izin, sektor Lingkungan Hidup

dan Kehutanan sebanyak 1321 izin, sektor ESDM sebanyak 35 izin, dan sektor PUPR sebanyak 0

izin.

Pemerintah Provinsi terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan berinvestasi,

sena promosi investasi. Tahun 2023 nilai realisasi Investasi sebesar 3.397 Triiun terihat telah

melebihi target 2,6 Trilun yang ditetapkan.

N. Kepemudaan dan Olahraga
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Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang herfungsi

melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan,

kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan

patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas: dan kedua meningkatkan

partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pencapaian pembangunan i bidang sosial dan budaya juga ditunjukkan oleh Capaian Indeks

Pembangunan Pemuda (1PP). Saat ini Indonesia sedang berada di fase penting di mana persentase

usia produktif lebih besar dibandingkan persentase usia tidak produktif yang didapatkan melalui

bonus demagrafi yang akan mencapal puncaknya di tahun 2030. Pemuda dengan jumlah yang

besar tersebut diharapkan menjadi motor penggerak produktivitas sehingga dapat berkontribusi

terhadap kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan. Pada tahun 2020 tercatat

bahwa jumlah pemuda di Provinsi Gorontalo sebanyak 314 ribu pemuda (Statistik Pemuda, 2020).

Dari tahun 2019 ke 2020, nilai 1PP Provinsi Gorontalo naik sehesar 1,34 poin. Selain naik signifikan,

capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Provinsi Gorontalo juga lebih baik dari leel nasional,

sebesar 5 poin di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, domain pendidikan serta domain partisipasi

dan keper apinan lebih rendah dari capalan nasional. Meskipun nilai capaian kedua indikator

tersebut lebih rendah dibanding level nasional, namun keduanya merupakan penyumbang terhesar

terhadap IPP Provinsi Gorontalo.

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan otahraga terus dilakukan dengan mendorong agar

masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem

pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan

keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota,

serta memfasiltasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat

rovinsi sampai kabupaten/kota.

Peningkatan prostasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus dilakukan oleh pemerintah

Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta

memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. Pembinaan Pemuda dan

Olahraga dilakukan melaiui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program

Pengembangan Daya Saing Keolahragaan serta Program Pengembangan Daye Saing Keolahragaan

dengan memfasilkasi para pelajar dalam mengikuti berbagai kejuaraan baik ditingkat Regional,

Nasional maupun Intemasional. Sebanyak 377 orang Pemuda dan 60 Olahraga yang dibina dan

memperoleh Medali Olahraga Pelajar baik ditingkat Regional, Nasiona! maupun Internasional dari

berbagai cabang olahraga yang dikutsertakan, yaitu dari cabang atietik, sepak takraw, pencak silat,

taekwondo dan karate.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan

peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan
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eningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan

dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pernhibitan

olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul

'daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

0. Statistik

Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang

berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang

mengandung tantangan keanekaragaman data informasi Statisik pada tingkatan wilayah keci,

perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses

masyarakat akan data dan Informasi serta mempersiapkan SOM penyelenggaraan statistik.

Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi paramenter bagi

pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan

pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan Infornasi, sehingga

program dan kegiatan dalam urusan statistik yakni Program Penyelenggaraan Statistik Sektora.

Dalam pengelolaannya, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

dimasing-masing OPD sehagai penanggungjawab dan penyedia informasi data sektor dimasing-

Inasing OPD. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi keterisian data sektor dimasing-masing OPD.

Dukungan statistic lainnya adalah melalui penyusunan Buku Profil Daerah, Buku Data Statistik

Sektor Provinsi Gorantala yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang

dterbitkan setiap 5 tahun.

P. Persandian

Perlindungan Informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Di era keterbukaan

informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti

yang tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi public. Namun bukan berarti

kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas

negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan

informasi, karena u perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi herklasifikasi.

'Sebagaimana tugas fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yaitu dalam rangka

peningkatan aplikasi, muatan layanan pubiik, pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) serta menjamin keamnanan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan pubiik.

Dalam rangka pelaksanaan urusan persandian untuk menjamin keamanan informasi daerah melatui

kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Gorontalo berbasis elektronik dan non elekronik.

. Kebudayaan



Pembangunan Seni Budaya pada dasamya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni

dan budaya daerah Serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah

'semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gorontalo memiliki beraneka

ragam budaya daerah yang sangat kental dengan adat istiadat Provinsi Gorontalo. Kebudayaan

daerah tersebut meliputi tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, Upacara keagamaan, rumah

adat dan pakalan adat, yang masih dijaga kelestariannya.

Pembangunan dibidang kesenian penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan, karena

mempunyai peran penting dalam mendukung pariwisata di Gorontalo. Dengan penguatan terhadap

jangon "Serambi Madinah”, sangat mendukung terhadap pengembangan pariwisata "Hal/

Tourism”: Melalui program Pengembangan Budaya, sebanyak 5 objek pemajuan tradisi hudaya

yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yaitu Lpiya Karani, elengge,

tonggo, tilaya dan ilabulo.

Dalam rangka pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, beberapa objek cagar budaya yang

didahtarkan, ditetapkan dan diregistrasi diantaranya Makam Nani Wartabone, Kompleks Rumah

Nani Wartabone, Kompleks Makam Hunodunggala, Pendaratan Soekarno dan Benteng Otanaha.

Apresiasi 5 Warisan Budaya Gorontalo yang ditetapkan sebagai warisan tak benda Indonesia pada

tahun 2023 antara lain:

Walimomo (sertifikat) Nomor Register : MTRAAAS9

- Molunggelo (Sertifikat) Nomor Register : MIRAAA8970

Poluala Nomor (Sertifikat) Nomor Register : MIRAAAB974

Tidi Lo Btuo (Sertifikat) Nomor Register : MTRAAAB974

Mandi Safar Atinggola (Sertifikat) Nomor Register : MIRAAA8073

. Perpustakaan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 Berdasarkan UU No, 43 tahun 2007 disebutkan bahwa

Perpustakaan adalah institusi pengella koleksi karyatulis, karya cetak, darjatau karya rekam

secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,

pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaks. Sedangkan fungsi perpustakuari sebagaimana

diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang

strategis sebagai wahana pendidikan, penelitan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk

meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi-fungsi tersebut,

berhagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada.

masyarakat yakni program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan

Naskah Kuno melalui Pelestarian Karya Cetak dan bibliografi/katalog induk daerah (BID/KID) yang

tersedia pada perpustakaan umum daerah.

Semakin mudahnya akses informasi melalui media internet, semakin tergerusnya budaya

baca dikalangan masyarakat. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan minat baca di Provinsi



Gorontalo, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 terus mengembangkan pelayanan

kepada masyarakat melalui pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi,

pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan antara lain dengan

Gerakan Gorontalo Gemar Membaca dan pengembangan kapasitas perpustakaan. Dari upaya

tersebut, menunjukkan jumlah pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tahun 2023 meningkat

sebanyak 6.550 pemustaka dibanding tahun sebelumnya sebanyak 2.567 pemustaka. Pemustaka

tibagi dalam 2 kategori yaiku kategori Masyaraka/Umum sebanyak 2.312 pemustaka dan kategori

pelajar sebanyak 4.238 pemustaka.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha

yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan

mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Berdasarkan laporan

1PLM Perpustakaan Nasicnal RI, Indeks Pembagunan Literasi Masyarakat (1PLM) Provinsi Gorontalo

tahun 2021 sebesar 22,53 naik menjadi 57,92 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 70,39

dan masuk ke dalam Kategori Sedang. Nilai IPLM tertinggi dicapai Kota Gorontalo dengan nilai

74,98 dan Kabupaten Gorontalo Utara 70,69. Sedangkan dua nilai terendah oleh Kabupaten

Gorontalo yaitu 61,21 dan Kabupaten Boalemo 65,50.

Berikut sajian rincian data nilai IPLM Provinsi Gorontalo tahun 2023 beserta interpretasinya.
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PEMBANGUNAN

INDEKS PEMBANGUNAN

LITERASI MASYARAKAT

Pemeratzan Layaran

Perpustacaan (UPANI)

Keserckupan Koleksi

Ferpusiakaar 1UPLNI,

Kerercukupan Tenaga

Perpustakaan (UPLMB)

Unkar Kuriungan

Masyarakat pe al

WN

Perpstakaan yang dibina

Sesuai SNP (UPLNS)

Keterihatan M

Dalam Soslalisas.

Pe makaan (UPLMG)

Age Perpustakaan

tUPLMP)

aak

Keterangan Standar:

UPLMI: Jamiah kelembagann

UPLM2: 2 xjumiah pendudak

UPL: | tenaga perpustasaan melayan 2800 pendudak

v ar jumlah serduduk

5. Kearsipan

INDIKATOR INDEKS

Tabel. 2.33

Nilai IPLM Provinsi Gorontalo tahun 2023

Jumlah Penduduk (895 2022)

Jumlah Civitas Sekolah (BPS 2022)

Jumlah Civitas Akademika(BP5 2022)

Jumlah Kelembagaan (BPS 2022)

NILAI

10000

W06a7

100

1000

10000

1.192.737

254.002

50.944

2.875

INTERPRETASI

Sedang

Pencapasan layanan perpustakaan sebesar

43 persen dan standar

Pencapaan koleksi p

43 persen dan sance"

Pencapsian lenage serpuslakasin sebesa”

100 persen arl Sandar

Pencepaian Lagkot kurjunga masyarakat

sebesa: 6 persen dari stancar

Pencapalan be bustakaan ya9 dibina

NP Sehesar 100 hersen Gari

Pencepaiar eteribatan mesyarakat

SESeS8 | 100 persen dan standar

Pencapalar jumien snacote pemustakaan

Sebesar 100 persen dari standar

UPLMS: 32,3996 dar jumlah perpusrakaan

UPUMG: 206 dar sumiah penducuk

UPLMP: 3 dan miah penduck

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurul

pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman

kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,

lembaga pendidikan, perusahaan, organsasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perscorangan

dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan hemegara. Dalam tangka

mendukung kegiatan e-gowonmant dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus

dilakukan Secara baik dan henar sesua idengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan

kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan,

pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut system tertentu.

Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah,

Yaitu sebagai sumbar informasi dan sehagai pusat ingatan bagi arganisasi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah dalam

pengelolsan dan pelayanan arsip kepada pengguna arsip di Iingkungannya berdasarkan pada
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norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Untuk memenuhi prinsip pelayanan pubik yang

cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel, maka layanan kearsipan tahun 2023, daerah

didesain sedemikian hingga rancangan system layanan kearsipan tersebut mampu memenuhi

harapan masyarakat dan memilki daya guna serta hasil guna.

Kebijakan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan Kearsipan sehagai

upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan melalui penerapan aplikasi SRIKANDI

dalam proses surat menyurat. Tujuan penerapan arsip berbasis digital yakni Untuk mengurangi

pemakaian kertas dalam pengelolaan arsip, pengadministrasian arsin secara dighal, serta

mengurangi tumpukan arsip.

Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

Kelautan dan Perikanan

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat stratogis khususnya disektor

berikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki Iuas perairan laut 963,844 Ha atau 9.638.44

Km? yang memilk panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatary Teluk Tomini

dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

Di sektor Perikanan dan Kelautan sampai dengan tahun 2023 menunjukkan capalan hasil

yang relatif baik. Hal ini dapat diihat dari kontribusi terhadap produksi perikanan tangkap yang

mencapai 136.579 ton atau meningkat dibanding produksi tahun 2022 sebesar 135.051 ton.

Sementara untuk produksi perikanan budidaya menurun — mencapal 44.863 ton tahun 2023,

menurun sedikt dibanding tahun 2022 sebesar 49.378 ton. Pertumbuhan produksi perikanan yang

signifikan tersebut, memberikan pengaruh juga terhadap rata-mta pendapatan nelayan per

bulannya. Dimana pada tahun 2022 pendapatan nelayan dapat mencapai Rp. 4,4 Juta/Bulan.

Kegiatan perikkanan budidaya juga memegang peranan yang Sangat strategis Selain perikanan

tangkap dalam pembangunan perikanan di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, tingginya kontribusi

produksi perikanan tangkap terhadap total produksi perikanan, tidak dibarengi dengan total

Produksi perikanan budidaya yang masih rendah dan laiu persentase pertumbuhannya yang masih

i bawah target. Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021.

Rata-rata laju pertumbuhan hanya sekkar 4,7696 dari target pertumbuhan 996 per tahun yang

ditetapkan. Penurunan produksi perikanan budidaya ini, berdampak pada capalan Nilai Tukar

Nelayan ci Provinsi Gorontalo. Bila diihat dari tingkat pencapaian NTN-P, pada tahun 2023

menurun sebesar 97,77.

Tabel 2.34

Indicator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun 2023

Produksi Perikanan Tangkap (ton)
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b. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai

andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa

dampak terhadap perkembangan disektor Iainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa

bahkan sektor pertanian dan Industry sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan

Asii Daerah (PAD). Apatagi ditunjang dengan keadaaan geografis pegunungan dan panorama alam

yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata untuk

mewujudkan pariwisata Gorontalo yang mendunia.

Untuk mengembangkan sector pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat,

Swasta dan pemerintah tu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana ang memadai, serta informasi

lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain u perlu

diperhatikan juga factor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Kebijakan pembangunan urusan kepariwisataan Provinsi Gorontalo diarahkan melalui

pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, melalui Program

Pemasaran Pariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Panwisata, Program

Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektuai,

serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tahun 2022 sektor pariwisata telah bangkit kembali dari keterpurukan akibat adanya pandemi

covid-19 pada awal bulan Maret 2020. Pemulihan sektor pariwisata di tahun 2023 ditunjukkan dari

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara mencapai 1.465 orang dengan target

6.500 orang dan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 1.080.271 orang dari target

650.000 orang. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal di tahun 2023 ditargetkan selama 2 (dua)

hari, namun realisasi hanya mencapai 1,67 hari.

Fe e



Tabel 2.35

Indikator Kinerja Pembangunan

Dinas Parivisata Provinsi Gorontalo Tahun 2023
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€. Pertanian

Struktur ckonomi Gorontalo tahun 2023 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 19.392,63 Milar Rupiah atau

sebesar 37,75 persen distribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonormi. Peningkatan tersebut

'sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, yang masih terus tumbuh di 2023

sebanyak 4,23 persen.

Tabel 2.36

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo

Tahun 2021-2023
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Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan

produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan

prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan

dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah

dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan

'usaha pertanian. Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian melakukan upaya peningkatan produksi melalui

peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo melalui bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan

Jaringan ingasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen,

bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengotahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan

focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan

naslonal dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu

kesatuan dalam system pertanian bio-industri, Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian

lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip

2010 waste melalui reduce, re-use dan re cyoe.
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Tabel 237

Pekembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian

Provinsi Gorotalo tahun 2021-2023
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Pencapaian kinerja sector pertanian di tahun 2023 dapat dlihat dari: produksi padi berdasarkan

angka Sementara 2023 (ASEM) sebesar 241.774 ton melampaui target 229.905 ton. Sementara

untuk produksi Jagung tahun 2023 sebesar 1.014.791 Ton, dan Produksi kedelai tahun 2023

sebesar 2.215 melampaui target 1.293 ton.

Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas di Provinsi

Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih padi yang disalurkan heruna bufferstock

an jumlah benih jagung yang disalurkan (burerstock)

Capaian indikator komoditi hortikultura Untuk tanaman cabai dari target produksi sebesar 13.249

ton berhasil mencapai 15.521 ton atau 1127,1586 dari targot sementara untuk produksi bawang

merah mencapai 245 ton turun dibandingkan dengan tahun 2022. Halini disebabkan karena Iuasan

pertanaman bawang merah herkurang karena minimnya bantuan benih bawang merah yang mahal.

'Sementara untuk produksi kakao tahun 2023 mencapai 2.036 ton Juga tidak mencapai target 3.450

ton disebabkan oleh alokasi anggaran yang terbatas serta minat petani terhadap budidaya kakao

yang kurang.

Pembangunan sub sektor peternakan juga terus dikembangkan melalui pengembangan bibit

ternak, pengembangan dan penerapan teknologi pakan, serta pengembangan kawasan temak,

Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan

mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi



Tabel 2.38

Perkembangan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023
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Capaian indikator program komoditas petemakan secara keseluruhan rata-rata capaian melebihi

target dimana populasi sapi yang ditargetkan 265.615 ekor, mencapai 268,126 ekor atau 100,959

dari target. Sama halnya dengan populasi kambing yang ditargetkan 109.839 ekor mencapai

107.670 ekor. Populasi unggas yang ditargetkan 2.480.200 ekor mencapai 2.364.862. Walaupun

capalan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Bantuan temak ke

masyarakat secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan populasi.

d. Kehutanan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan

Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kebijakan pembangunan urusan pilihan

bigang kehutanan di Provinsi Gorontalo memiliki untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan dan pelestarian hutan dilakukan melalui program pengelolaan Daerah Aliran Sungai

(DAS). Cakupan luas kawasan hutan yang dikelola sebesar (,0496 atau sebesar 5,6696 DAS yang

dikelola dari target 5,5696.

'Selain itu dalam upaya meningkatkan pengelolaan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan

Kayu (HHBK) yang kompetitif dan berkelanjutan melalui program pengelolaan hutan dan program

pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Kebijakan pemerintah cisektor kehutanan tersebut, diperoleh Indeks Tutupan Lahan/Hutan

mengalami penurunan ditahun 2023 sebesar 80,24 persen, menurun dibanding tahun 2022 sebesar

85,45 persen, serta Luas Lahan kritis yang direhabilitasi seluas 268 Ho, juga menurun dibanding

tahun 2022 seluas 1.272 Ha.

Tabel 239

Indicator Pembangunan Urusan Kehutanan

Provinsi Gorontalo tahun 2022-21
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e. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan bidang energi ketenagalistikan melalui urusan energi dan sumberdaya mineral telah

melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah Provinsi

Gorontalo melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, meliputi kegiatan Penganggaran

untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum

Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan, sebanyak 516 RTS yang terpenuhi kebutuhan Listrik

yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Peningkatan pemanfaatan sumber

energi dan ketenagalistrikan melalui program pengelolaan energi terbarukan yakni pelaksanaan

konservasi energi di wilayah provinsi.

Selain Itu, dl sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk

pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Potensi bahan

tambang yang ada di suatu wilayah merupakan bentuk ketersediaan sumberdaya tambang, dalam

hal ini sumberdaya mineral. Sumberdaya alam tersebut merupakan modal yang periu

dikembangkan dan dioptimalkan untuk menunjang pengembangan suatu wilayah. Pemanfaatan

Sumber daya alam tersebut harus memperhatikan konservasi dan upaya untuk kelestarian fungsi

ekosistemnya. Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, melalui

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil ada sebanyak 30 dokumen rekomendasi

pertambangan yang diterbitkan.

Selain penyediaan listrik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan

pelayanan dan pemenuhan air bersih khususnya didaerah-daerah sulit air. Pada tahun 2023, 1

(satu) dokumen konservasi Air Tanah telah disusun yaitu di cekungan air tanah Marisa (Paguat-

Patilanggio), Sehingga tercatat sampai dengan tahun 2023 telah tersedia 2 (dua) data zona

konservasi air tanah. Jumlah zona konservasi air tanah di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 7

Rasio ElektiNikasi

76 18,79
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Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis,

terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan

pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam Upaya mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang Cukup berarti dalam

penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan,

mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca

pembayaran Kegiatan sektor perdagangan saling berkalt dan saling menunjang dengan kegiatan

sektor lainnya, Seperti sektor produksi, yaitu pertanian, Industri, dan pertambangan, sektor

keuangani sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hal ini teriihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan

kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor

industn, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan

kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor

perdagangan.

Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan nlai tambah produk unggulan

daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan

melalui beberapa program kegiatan diantaranya : Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan,

Program Stablisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan

Ekspor, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Komaditi produk ekspor tahun 2023 yaitu Ikan Tuna, Molases, Santan Beku, Jagung, Wood Pelet,

Briket, dan Minyak Mentah. Jumlah nilai eksport tahun 2023 sebesar $37.959.205. Data ini

diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan Bea Cukai Gorontalo.

Perindustrian

Kebijakan Pembangunan perindustrian difakuskan pada Peningkatan nlal tambah produk unggulan

daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Pembangunan urusan perindustrian menjadi

'sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapalan sasaran pembangunan ekonomi sangat

besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu

kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke herbagai sektor jasa, penyediaan

bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Oleh karenanya penting untuk mendorong Pembangunan sektor industri, yang dimulai dari

Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya

Kegiatan pelatihan pengembangan WUB, faslitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, Listrik bagi

IKM pangan, Bimtek penyuluhan keamanan pangan, fasiitasi kemasan untuk IKM pangan, fasilitasi

sertifikat halal bagi IKM pangan, sosialsasi apikasi/web Sistem Informasi Industri (SINAS) serta
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fasiitasi pendampingan, konsultasi perizinan khusus sektor industry untuk memberikan kemudahan

para IKM dan industry menengah dalam mendapatkan informasi serta pengurusan perizinan

khusunya seklor Perindustrian.

Warkshop e SMART dan F Katalog bagi IKM Pangan, Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB)

Pangan, Penguatan Jumlah Industri Kecil Menengah IKM dan Wira Usaha Baru (WUB) dalam bentuk

Stimulan, Fasiitasi Halal Bagi IKM Pangan, dan Fasiitasi Kemasan Bagi IKM Pangan. Hingga

tahun2021, sudah sebanyak15.555 IKM yang dibina.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan tersebut, kontribusi sektor industri terhadap PDRB

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 241

Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)

Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

— Tahun.
Indikator i

“a |a 203

1.936,07 | 2.160,61 . 2.269,47
Nilal PDRB Sektor Industri
(Miliar Rp)

2” Taju Pertumbuhan 532 | 779 030

Distribusi Sektor Indusir

terhadap PDRB
44l 1 456 442

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi sektor industri terhadap Pertumbuhan PORB

sebesar 4,42 persen. Hingga tahun 2023 Nilal PORB sektor industri mencapai 2.269,47 Milar

Rupiah.

Transmigrasi

Penyelenggaraaan urusan transmigrasi mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional,

khususnya dalam upaya pengembangan wilayah, pemerataan Pembangunan dan pemerataan

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari

permbangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di

kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan

para teansmigran dan masyarakat sekitarnya.

Provinsi gorontalo merupakan salah satu Provinsi tujuan transmigran. Terdapat 7 kawasan

pemukiman transmigrasi Provinsi Gorontalo meliputi Kimtrans Bukit Aren dengan total 158 KK dan

Kimtrans Ayumolingo sebanyak 275 KK yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, Kimtrans Pangea

p3 sebanyak 150 KK dan Kimtrans Lito SP 1 sebanyak 186 KK yang berlokasi di Kabupaten

Boalemo, Kimtrans Sandalan di Kabupaten Pohuwato yang dihuni oleh 165 KK, dan Kimtrans

Motihelumo di Kahupaten Gorontalo Utara sebanyak 134 KK. Sedangkan 4 lokasi lainnya yaitu

Puncak, Marisa, Pangea Sp4, Pangea Sp1 termasuk UPT pembinanya telah diserahkan ke kabupaten

bersangkutan. Tahun 2023, tercatat masyarakat transmigrasi yang dikembangkan sebanyak 480

KK dan jumlah masyarakat transmigrasi binaan sebanyak 635 KK.



2134.

Kegiatannya berupa pembinaan mental spiritual bagi 400 warga transmigrasi di 4 Satuan

Pemmukiman.

Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan

kansistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan

pembangunan, Perencanaan perbangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan

diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-

bawah dan bawah-atas.

Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo Dilaksanakan Kebijakan Perencanaan Di Provins

Gorontalo dilaksanakan untuk mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi

perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD, Meningkatkan sinergi

perencanaan dan pengganggaran, memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi. perencanaan

pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang hal tersebut,

program yang dilaksanakan yaitu : Program Perencanaan, Pengendalan dan Evaluasi

Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar

instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat Untuk

mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, Koordinasi tersebut

diwadahi dalam sebuah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang

dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang

dilaksanakan setap tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan

pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah untuk

pemerintah pusat dan rencana kerja pembangunan daerah provinsi/kab/kota. Selain itu,

Optimalisasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD,

Renja OPD hingga penyusunan dokumen Penganggaan KUA PPAS dan APBD.

'Sesuar dengan ketentuan pada permendagri no. 86 tahun 2017, dalam rangka menjaga sinergitas

pembangunan tersebut, Bapppeda Provinsi Gorontalo melakukan berbagal tahapan perencanaan

pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang

'Sejalan dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam RPJPD Provinsi Gorontalo, yang juga selaras

dengan RPD 2023-2026.

Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah menggambarkan kondisi perencanaan di Pemeri ah

Daerah. Dari hasil penlaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2023 Pemerintah

Daerah Provinsi Gorontalo mendapat nilai 87,64 dengan predikat Baik.

Penilaian IPPN Pemerintah Daerah dimaksudkani untuk menilai kualitas perencanaan sotiap

pemerintah Daerah yang ditunjukkan dongan adanya Sinergi antar dokumen perencanaan, Kualitas
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Perencanaan dan Keternubungan antara Rencana dengan Kinerja. Dalam Sistem Perencanaan

Nasional, hirarki perencanaan tertinggi yaitu tingkat Nasional wajib menjadi acuan dan didukung

pencapaiannya oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dalam skala Provinsi, wWujud perencanaan

pembangunan daerah yaitu RPJMD, yang disusun berdasarkan RPJMN, wajib menjadi acuan dalam

penyusunan RKPD maupun Renstra dan Renja OPD.

Tabel 242

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan

Provinsi Gorontalo Tahun 2023

3 Capatan Tahun 2023
No Indikator Kinerja | a| Ke

1| Indoks Kualitas Perencanaan Bak 87,64 (baik)

Sube : Badaa Perencansan Aenelrbr an Pengenbengan Dae A

b. Keuangan

1) Pendapatan Asii Daerah

Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,

menuntut pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola sumber

keuangannya sendiri. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas

Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

12 Tahun 2019 tentang, Pendapatan Daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang

bersumber dari Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan

Pajak Rokok, selanjutnya Pendapatan Retibusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan dalam hal ini bagian laba penyertaan modal serta Lain-lain PAD yang sah, (2)

Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasi, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta

Dana Penyesuaian (DID), serta (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang meliputi Pendapatan Hibah

dan Pendapatan lainnya. Pendapatan daerah dapat didorong melalui optimalisasi pongelolaan

potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah dalam merencanakan besaran pagu DAU dan DAK

yang merupakan dan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo cenderung mengalami fluktuasi, Tahun 2023

Pendapatan Daerah sebesar 1,86 Trilyun Rupiah. Terjadi peningkatan hingga 1,86 persen dibanding

“Tahun 2022 yang mencapai 1,84 Triyun Rupiah.

1187



Grafik 218

Realisasi Pendapatan dan Persentase Kenaikan PAD

Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023 (Dalam Milyar Rupiah)
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Penurunan pendapatan daerah salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan

dana wanster daerah yang menyebabkan alokasi dana transfer daerah mengalami penurunan.

Pertumbuhan realisasi dana Iransfer tahun 2019-2023 rata-rata minus 2,829b dan untuk tahun

2023 hanya mengalami kenaikan Rp. 14.751.984.017,00 atau 1,1 persen disbanding tahun 2022.

Tahun 2023 capalan kinerja pertumbuhan pendapatan asli daerah -0,88 karena penurunan

tealisasi pendapatan asli daerah. Realisasi pendapatan asil daerah tahun 2023 sebesar

Rp505,350,577,049.05 dan realisasi tahun 2022 sebesar Rp510,337,164,773.83 alau turun sebesar

Rp4,977,587,724.78. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan dimaksud terdapat pada

sektor pajak kendaraan hermotor dan retribusi. Sektor pajak kendaraan bermotor disebabkan

tingkat kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor yang sangat rendah. Tingkat kepatuhan wajib

pajak tahun 2023 sebesar 39.0136 walaupun terdapat peningkatan sedikit 2.5596 dari tahun 2022.

(Faktor Fksternal) Data dari Gaikindo target penjualan kendaraan baru hanya mencapai 8096 dari

target 1.000.000 unit kendaraan bermotor di tahun 2023, disebabkan faktor kemarau panjang (El

Nino).

Lain-Iain pendapatan daerah yang sah walaupun tumbuh rata-rata 22,8696 namun Sebagian

besar hanya bersumber dari hibah PT. Jasa Raharja dan PT. Pelindo serta lain-lain Pendapatan

'sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Dimana jumlahnya relative kecil disbanding sumber

pendapatan lainnya. Untuk tahun 2023 juga mengalami penurunan Rp.2.102.202.191,00 atau turun

55,9696 dibanding tahun 2022.

Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah

diantaranya : Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembayaran secara online melalui E-Samsat dan

SAMOLNAS: Melaksanakan Kerjasama dengan Ditlantas Polda Pemerintah KabupatenjKota melalui

Razis kenderaan bermotor, dbor to dbor, samsat kelling, warkop samsat dan samsat gAk serta

memberikan kemudahan informasi pembayaran pemberi PKB melalui Super PKB (Surat

Pemberitahuan Jatuh Tempo PKB).
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2) Nilai Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek

akuntabiltas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang dilakukan

tersebut, Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2023 berhasil menjaga

precikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 243

Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontaio

Tahun 2021-2023

Tahun
Indikator

Nilai Opini BPK |

Sumper : Badan Keuangan Dae 2023

Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI berkat

keberhasilannya meraih meraih opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian sejak

tahun 2013 secara berturut-turut sampai dengan tahun 2023 Hal ini karena Pemerintah Provinsi

Gorontalo terus memantapkan dan meningkatkan komitmennya dalam pelaksanaan

pembangunan daorah, mulai dari Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan

Program Kegiatan, Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penwujudan Good

Gaovernance and Clean Governance.

Selain itu, Penllaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan

pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset

Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2023 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 100

persen.

Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan.

Hasil Kajian penelitian dalam bentuk konsep, model, scenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat,

dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan. Penelitian

dan pengembangan yang menjaci fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Penelitan dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, melalui Program Penelitian

dan PengembanganDaerah.

Berbagai hasil kajian penelitian yang dihasikan dalam mendukung pembangunan Provinsi

Gorontalo. Beberapa output yang dihasilkan ditahun 2023 antara lain:

- Buku evaluasi kebijakan

- Buku kolaborasi pengentasan kemiskinan Provinsi Gorontalo

- Dokumen kajian agronomis pemanfaatan Jagung sebagai tanaman sela kakaodibawah tegakan

kepala

Produk teknologi informasi untuk pengembangan Geopark Gorontalo
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Dokumen dan hasil rekomendasi kajian (kebijakan rumah layak huni yang efisien yang tahan

terhadap hencana)

Hasil Penelitian yang dihasiikan diharapkan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan perencanaan

dan eveluasi Pembangunan Provinsi Gorontalo, Tahun 2023 jumlah pemanfaatan hasil Kelitbangan

'sebanyak 9 dokumen dan jumlah inovasi dan teknologi yang termanfaatkan sebanyak 3 dokumen.

Pengawasan

Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP) dijelaskan bahwe SPIP adalah sistem pengendalian Intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh i lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

'Satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intem adatah

#efektivitas "peran” aparat "pengawasan intern” pemerintah (APIP). Pelaksanaan pengawasan intern

lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo mulai

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Adapun program yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal lingkup

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program

Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good

and Glean Govermment). Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internai pemerintah

barperan sebagai gualty assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara

elisien, efektf, baik dari sisi administrative maupun pengelolaan keuangan. Titik berat pelaksanaan

tugas pengawasannya adalah melakukan Tindakan preventif yaltu mencegah terjadinya kesalahan

dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD.

Dari segi pengendalian dan pengawasan internal pemerintah terus berupaya meningkatkan

kinerjanya. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Kapabilitas SPIP dan Indeks Maturitas SPIP, Provinsi

Gorontalo berada pada level 3 dan capaian tahun 2022 presentasi pelaporan LHKPN 200 36, LHKSN

99,99t, dan SPT Tahunan 87,0386.

Salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dalam

melaksanaan pembangunan adalah dengan melaksanakan pengajuan unit kerja sebagai wilayah

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)AWilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) merugakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi.

Sampai tahun 2023 terdapat 6 (enam) unit kerja pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah

berkomitmen menjadi Zona Integritas WBK WBBM walaupun belum meraih predikat WBK dan

WEBM.

Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam rangka optimalsasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan dan

pelaksangan pembangunan, maka dilakukan peningkatan kompetensi baik secara Struktural

maupun fungsional. Dalam menjalankan fungsinya, Badan pendidikan dan petatihan melaksanakan
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No

Program Pengerbangan Sumber Daya Manusia sebagai bentuk upaya peningkatan profesionalisme

aparatur, peningkatan kompetensi SOM Aparatur, serta meningkatkan kualitas kelembagaan diklat

dengan kegiatan diantaranya

1. Kegiatan pengembangan kompetensi teknis meliputi Penyusunan Kebijakan Teknis dan

Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan

Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompotensi Teknis Umum, Inti,

dan Piihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,

Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umurm.

2.. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Ineliputi Pengelalaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar,

Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga, serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi

bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan

Prajabatan.

Adapun faktor-faktor penunjang Output pada kegiatan ini adalah penyusunan Auman Capita/

Develapment lan (HCDP), pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan, dan pelaksanaan kerja sama

penyelenggaraan pengombangan kompetensi dengan K/L/D.

Terkait penyusunan HCDP, di tahun 2023 BPSDM Provinsi Gorontalo masih mengoptimaikan

penginputan data rencana pengembangan kompetensi oleh seluruh ASN melalui Rumah

Kompetensi (RUKO) melalui kegiatan asistensi penginputan di setiap Perangkat Daerah seria

eveluasi penginputan data kompetensi. Berdasarkan hasil inputan tersebut, akan dilakukan anaiisis

kebutuhan pengembangan kompetensi dari setlap ASN, kemudian akan dilakukan verifikasi dan

vwalidasi atas rencana kebutuhan tersebut sehingga terbentuklah Dokumen HCDP. Ditargetkan

dokumen HCDP akan berhasil disusun pada tahun 2024, ditambah dengan kebijakan dalam UU No.

20 Tahun 2023 tentang ASN yang sudah menetapkan pengembangan kompetensi yang awainya

merupakan hak, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh ASN.

BPSDM Provinsi Gorontalo telah melakukan re-akreditasi sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan

Barang dan Jasa (LPPBI) dengan hasil memperoleh predikat "A sehingga BPSDM Provinsi Gorontalo

memiliki, wowenang untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengadaan

barang dan jasa untuk seluruh Provinsi di Wilayah 111 (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku

Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Baral, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,

Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat).

Tabel 2.44

Indikator Kinerja Pembangunan UrusanPemerintahan Fungsi Penunjang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2023

. Capaian Tahun 2023

Indikator Kinerja & m ne aa A

Target Renlisasi
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Persentase pengembangan Kompetensi 2090 7595
SDM aparatur 451 orang 1.105 orang

Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan n

Pelatihan
8 A

f.. Kepegawaian

Pengelotaan dan manajemen kepegawalan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas

pengembangan ASN, Iayanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, serta pengelolaan dan pelayanan

manajemen kepegawalan. Badan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk

melakukan manajemen pengelolaan kepegawaian berupa pelayanan kenaikan pangkat, pensiunan,

pengangkatan jabatan, pelayanan mutasi, pengelotaan data dan pengernbangan sistem pelayanan

manajeren ASN, manajemen arsip kenegawaian daerah.

Pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang Kepegawaian dilaksanakan dengan tujuan

untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran yaitu percepatan reformasi

birokrasi.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program

Kepegawalan Daerah dengan kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawalan ASN meliputi seleksi

penerimaan Praja IPDN tahun 2023 sebanyak 235 orang, Seleksi PPPK sebanyak 2022, Kegiatan

Pembekalan ASN Puma Bakti sebanyak 160 orang, aplikasi layanan manajemen ASN sebanyak

1 layanan SIMASN, dan arsip kepegawaian yang terpelihara sebanyak 5.385 arsip.

2..Kegiatan mutasi dan promosi ASN meliputi pelantikan pejabat Esselon 1 dan 11,

SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun sebanyak 1.281 SK dan pengelolaan promasi ASN.

3.. Kegiatan pengembangan kompotensi ASN meliputi Bantuan tugas belajar S1: I orang, Bantuan

belajar 52: 3 orang, Bantuan tugas belajar S3: 5 orang, Bantuan studi IPON Angkatan 1 : 16

orang, Bantuan studi IPDN Angkatan 11 : 16 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan III : 10 orang

dan Bantuan studi IPDN Angkatan 1V: 18 orang.

4. Kegatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur meliputi kenakkan gaji berkala, karpeo,

karis/karsu, SKP Tahunan, Taspen, Taperum, Cuti, Satya Lencana, KPF, dan TKD bagi ASN

'sebanyak 6.239 orang dan Pelayanan Pembinaan an Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin

ASN sebanyak 71 orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1,

sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada

kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa

diskriminasi. Dari hasil penilalan (evaluasi) Indoks sistem merit Provinsi Gorontalo tahun 2023

adalah 327 dengan predikat sangat baik dan predikat kualitas pengisian JPT baik.



9. Kesekretariatan Daerah

1) Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi

birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemenntah saat ini. Sistom manajemen pemerintahan

diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang

berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan

sistem pertanggung jawaban yang Jelas dan teratur dan efoktif yang disebut dengan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sejak tahun 2019 hingga 2022 Nilai SAKIP

Provinsl Gorontalo sudah berada pada kategori B. Nilai SAKIP tahun 2022 mencapai 68,27 atau

Predikat B. Penilaian ini menunjukkan lingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualtas pembangunan

budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di

Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 245

— Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021-2022

Indikator

Nilai SAKIP

Predikat. 8 E
Sie Me KB 2082

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Gorontalo yang diarahkan untuk menggerakkan

fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas serta berorientasi pada

kepuasan masyarakat telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan

publik di Prowinsi Gorontalo. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator pencapaian terhadap

sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam

pelayanan pada masyarakat serta mewuludkan reformasi birokrasi yang baik di Provinsi Gorontalo.

Pada tahun 2023, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo mencapai nilai 77,75

dengan Katogori BB. Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun

'sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan

Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan

kerangka logis, komponen, indicator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Selanjutnya dari sisi tata Kelola pemerintahan, yang ditunjukkan dengan nilai MCP atau Monitoring

Center for Prevention oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Provinsi Gorontalo sebesar 81,50

persen, menurun dibanding tahun 2022 sebesar 82,51 persen namun masuk kategori Zona Hijau

karena berada diatas 7026. Penllalan MCP meliputi tujuh area perubahan, yakni perencanaan dan

penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan Jasa, pengawasan APIP, Manajemen ASN,

Manajemen Aset serta Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Dana Desa. Nilai MCP Provinsi

Gorontalo berada diatas rata-rata MCP Nasional yakni sebesar 65 persen.
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Tabel 2.46

Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

S PEA AA GEP n e

2021 | 2012

1 |perencanaan dan Penganggaran | 100 | Sao
aD

2” | Pengadaan Barang dan Jasa aia6 | 86 |0

3 | Penanan 9908 | a0

3 | Pengawasan APP 118 | 6520

5 | Manajemen ASN 8347 | 6316 83,93

6— Optimalisasi Pajak Daerah — ae 780 | 1369
— Manajemen Aset Daerah “s a| n

TOTAL 80,72 8251 | BLSO
Simber Kemran AAI

'Selain itu peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tertihat dari capaian Kepatuhan Terhadap Standar

Pelayanan Publik pada tahun 2022 mencapai nilai 72,65, meningkat 5,07 point dari capaian tahun

2021 serta capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2022 4,34 dengan kategori Sangat Baik

meningkat 0,3 poin dari capalan tahun 2021 serta capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

Publik mancapai nilai 84,9.

Salah satu perwujudan semangat reformasi birokrasi di pemerintahan, khususnya dalam upaya

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (ean and good govemance) melalui E

Procurement pemerintah melaksanakan penguatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini

memanfaatkan faslitas teknologi komunikasi dan. informasi meliputi pelelangan umum secara

elektranik yang diselenggarakan oleh LPSE. Provinsi Gorontalo terus membenahi kualitas

pengelolaan barang dan jasa dengan hasi capalan Indeks Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

yang menunjukan hasil yang terus meningkat mencapai 65,90 pada tahun 2022 dibancing capaian

tahun 2021 pada angka 62,14

2) Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada

pemerintah pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah

daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing

urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah

ditetapkan tersebut, Dari upaya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi LPPD

Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:



3) Survey Kepuasan Masyarakat

Survel Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam

rangka Optimalisasi tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah Provinsi Gorontalo terus

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) selama periode Januari hingga Nopember Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, secara umum

mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 85,087. Sebanyak 42

OPD dan UPTD lingkup Provinsi Gorontalo telah menyampaikan laporannya, hal ini menunjukkan

peningkatan dari tahun sebelumnya.

4) Sekretariat DPRD

Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo,

serta menunjang peran DRPD dalam pembangunan Daerah, maka sekretariat DPRD tahun 2023 ini

memfasilitasi legislatve dalam menyelesaikan 7 (tujuh) Rancangan Perda dan telah disahkan

menjadi Perda.

'Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD melahui Bimtek yang dikuti 45 anggota DPRD,

penyelenggaraan hubungan Masyarakat melalui Kerjasama dengan Pihak Media cetak dan media

elektronik, kegiatan Rapat-rapat Paripurna, Paripurna Istimewa dan semua kegiatan DPRD.

Sedangkan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat untuk menjaring aspirasi

Masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD dilaksanakan 3 kali kegiatan reses,

dan 96 kali kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD.

4 — ASPEK DAYA SAING DAERAH

.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya.

Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera

dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran

penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya

mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula.
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Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB

Gorantalo sebesar 61,64 persen, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasiikan di wilayah

gorontalo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Hal ini dapat dilihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Garontalo yang

mengalami peningkatan pertahunnya.

Tabel 2.48

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023 ——
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b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran — konsumsi — pemerintah — didefiniskan — sebagai — jumlah — seluuh

pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari

pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja

egawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output

pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi

'oleh pemerintah). Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi Konsumsi Kolektif maupun konsumsi

indisidu.

Tabel 2.49

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 20212023
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Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHB 868032 /| B903,58| 920825

Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHK | 2B1120| 2219,56| 2859,73

| Taju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintahi ADHK 26 02 05
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Tabel diatas menunjukkan kontribusi konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2023 turun

sebanyak 17,92 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 18,72 persen, dengan laju

pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 0,53 persen. Total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

(ADHB) mencapai 9, 208,25 Miliar Rupiah.

€. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

Sampai dengan saat ini NTP dan NTUP menjadi — indikator yang digunakan untuk mengukur

tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima
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petani (k) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP mengukur kemampuan produk

(komaditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani

baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk Konsumsi rumah tangga petani.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga merupakan perbangingan antara Indeks

harga yang diterima oleh petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana.

kompanen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

Semakin tinggi NTP dan NTUP, secara relatif semakin Kuat pula tingkat kemampuan/daya beli

petani.



Grafik 2.19

Perkembangan NTP dan NTUP Provinsi Gorontalo

Tahun 2021 5.0, 2023

Grafik diatas menunjukan bahwa Nilai NIUP dari tahun ke tahun berada di angka lebih dari 100,

yang mengindikasikasikan bahwa harga yang diterima petani memperoleh selsih lebih (Surplus)

dari Seluruh biaya produksi oleh petani atas usaha pertanian. Demikian halnya dengan NTP. Pada

Desember 2023, NTUP naik sebesar 1,61 persan. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 1,88 persen,

dan indeks BPPBM naik sebesar 0,26 persen. Seperti yang terihat pada Tahel 4, tiga Subsektor

yang mengalami kenaikan NTUP yaitu subsektor tanaman hortikultura, Subsektor peternakan, dan

Subsektor perikanan. Sementara itu, Subsektor tanaman pangan dan subsektor tanaman

perkeburian rakyat mengalami penurunan indeks.

2.1.4.2. Fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur

Pengembangan pusat pusat pertumbuhan wilayah memporhatikan arahan pola ruang dan

struktur ruang yang telah dirumuskan dalam kebijakan penataan ruang. Arah kebijakan tata ruang

dilaksanakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, Untuk memastikan pemanfaatan ruang

Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yang saling bersinergi antara kebijakan pusat, provinsi

maupun kabupaten/kota. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilaksanakan dalam rangka

mendorong pembangunan ekonomi Suatu wilayah atau kawasan sehingga memiliki nilai tambah bagi

masyarakat berupa peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja. Dalam RPJPN 2025-2045,

memuat arah pengembangan puseL pusat perlumbuhan wilayah yang difokuskan pada sentra dan

kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi

() Sentra pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi:

i) Kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumberdaya alami

(ii) Kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa

periwisata

(iv) Kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa dan perdagangan.
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Arah kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan dalam tahap perencanaan dilakukan dengan

memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar, yang diarahkan pada : ()

pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan, serta

kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan

kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan Aintertang, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok,

(b) percepatan pembangunan Infrastruktur dan (c) penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan

kebutuhan dunia usaha, serta (d) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

'Sebagaimana tema kewilayahan dalam RPJPN 2025-2045, Tema Pengembangan Witayah Sulawesi

diarahkan sebagai "Penunjang Ekonomi IKN dan Industri berbasis Sumber Daya Alam”", yang

berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional

Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral, dan lumbung pangan

nasional. Arah Pembangunan wilayah Sulawesi mencakup 5 (ima) prioritas, sebagai berikut :

Beberapa pembangunan proyek-nroyek strategis Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo

antara lain

1. Pengembangan pelabuhan sebagai simpul utama pembangunan diwilayah Sulawesi untuk

mendukung pengembangan kawasan ekonomi, seperti Pelabuhan Gorontalo/Anggrek, sehingga

dapat berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia:

Pembangunan dan Pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesiblitas:

Pengembangan jalan tol dan penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan

kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik

(menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhanybandara):

4. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum masal perkotaan

dibeberapa wilayah termasuk Gorontalo yang andal serta modem dalam melayani mobilias

penumpang dan barang.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, factor keamanan dan ketertiban adalah

hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertihan di masyarakat, Provinsi Gorontalo

telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari apparat Tentara Nasional Indonesia (TNI),

apparat Kepolisian (Polri), dan dibantu oleh apparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari keseluruhan jenis kejahatan, Polri secara Khusus dan kontinyu memantau dan mengevaluasi

perkembangan sebanyak 11 jenis kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai tindak pindak

menonjol. Kesebelas janis kejahatan menonjol tersebut meliputi pencurian dengan pemberatan,

pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, narkoba, perjudian, pencurian dengan

kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak,

Denyelundupan dan korunsi.
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Berdasarkan laporan kasus criminal Kepolisian Dacrah Gorontalo tahun 2023, jumlah kasus

terbanyak masing-masing kantor polisi yaitu di Polres Kota Gorontalo sebanyak 728 kasus tindak

idana.

Tabel 2.50

Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo,

Tahun 2018-2021

T — Jumlah

Si sG EA Ga . £ N“ Palres Goalemo s i
Pales Goronalo ———— A—
(ESe Pohunato ———

Pales Bane Balango —

F Pokes Gerontolo Uiara ——

|eoles Kota Gorontao —
Pelaa Ganao —
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Jumtah tindak pidana kriminalitas Provinsi Gorontaio menurut data Kepolisian Daerah Gorontalo Tahun

2023 sebanyak 2.910 kasus, meningkat dibanding tahun 2022 sebanyak 2.872 kasus.

Upaya penurunan tingkat kriminalitas Provinsi Gorontalo terus dilakukan, melalui penguatan koordinasi

dan sinergi antara jajaran Forkopimda Daerah bersama Pemerintah Provinsi Gorontao.

b. Indeks Demokrasi

Kesadaran polltik merupakan salah satu faktor menting yang mempengaruhi tingkat partisipasi

alitik. Kesadaran poltik dan parisipasi poltik memiliki hubungan yang berbanding lurus.

Asumsinya bahwa semakin tinggi kesadaran polltik maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik

masyarakat, Kesadaran politik dapat diukur dengan melihat capaian Indeks Demokrasi di suatu

wilayah. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat

perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu

dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan

perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Yang dijadikan aspek

demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik

(Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (#nstfution of Democracy.

Pembangunan Sosial dan politik diarahkan pada peningkatan kesadaran sosial dan politik demi

tenwujudnya masyarakat yang harmonis dan dinamis. Pada periode pembangunan 2007-2012

menunjukkan adanya penurunan nilal Indeks Demaokrasi Provinsi Gorontalo di setiap tahunnya,

dimana pada kondisi awal yakni tahun 2009, capaian indeks demokrasi sebesar 73,50 dengan

kategori Sedang, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 59,37 dengan kategori Kurang, terdapat

penurunan sebesar 14,13 point. Penurunan nilai indeks ini tentunya dipengaruhi oleh 3 aspek

komposit indeks demokrasi yang juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi secara

umum jika dilihat pada kondisi awal dan akhir, Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo mengalami

peningkatan sebesar 6,7 point.

K
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Selanjutnya periode pembangunan tahun 2018-2021, Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo masih

juga cenderung dinamis dimana dalam kurun waktu 2019 dan 2020

mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2020 Indeks Demokrasi provinsi Gorontalo mencapai

milai pada Kategori Baik. Namun kemudian pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo

kembali mengatami penurunan. Capaian Indoks Demokrasi Provinsi Gorontalo tentunya dipengaruhi

@leh pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di heberapa periode tahun yang berbeda. Capaian Indeks

Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan capaian Provinsi di Pulau

Sulawesi berada di Posisi keempat setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

Tengah dongan Aspek Lembaga Demokrasi yang capaiannya perlu ditingkatkan kedepannya.

Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu hainya yang terkait

dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh

terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modainya.

Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, Sarana dan prasarana pelayanan serta

SDM pelayanan.

Dalam rangka peningkatan investasi Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus

memperbaiki mekanisme pelayanan perizinan, dengan memberikan kemudahan pelayanan

perizinan dan kepastian hukum bagi para investor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, mengatur terkait kemudahan pelayanan dan perizinan kepada investor antara

Iain bantuan dalam proses pelayanan perizinan, fasiltasi dan persiapan lahan sesual rencana

peruntukan dengan mengacu pada Tata Ruang Wilayah dan memberikan fasilitasi keringanan pajak

dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi

investasinya, serta memberikan keamanan dan kepastian berusaha sesuai dengan kelentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unaya untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dilakukan dalam rangka mendorong

minat Investasi serta meminimalisir permasalahan pengurusan perizinan. Salah satu yang dilakukan

adalah dengan membentuk model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara umu penyelesaian

Mrases perizinan di PTSP memerlukan waktu 3 (tiga) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang

memerlukan penyelesalan malsimal dalam 17 hari.

Selain tu dalam rangka peningkatan investasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalul Dinas

Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi juga melakukan Mobile Service perizinan dan non

perisinan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta pelayanan informasi dan pengaduan perizinan.

Disamping perbaikan terhadap pola prosedur perizinan, Pemerintah Provinsi Goorntalo jyga terus

berupaya meningkatkan investasi dengan membangun system yang terintegrasi secara online

barupa aplikasi promosi potensi investasi daerah (APPIG).
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2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Komposisi penduduk Gorontalo menunjukkan penduduk usia produktif (15-84 tahun)

mendominasi stuktur penduduk. Kelompok penduduk ini pada tahun 2021 mencapai 69,59 persen

dari lotal penduduk. Tren penduduk usia produktif menunjukkan peningkatan tiap tahunnya.

Dampak dari kondisi tersebut yaitu penurunan Angka Beban Ketergantungan. Indikator ini

merupakan perbandingan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (penduduk usia O-14 tahun

ditambah dengan penduduk usia 65 lahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk bukan

angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Dengan kata lain, Angka Beban Ketergantungan menunjukkan

bagaimana penduduk usia produktif, menanggung penduduk usla non produktif. Indikator ini

mengindikasikan daya dukung antar generasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu

menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara

ekonomi.
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Grafik 2.20

Rasio Ketergantungan Provinsi Garontalo 2020-2045

pengenay Katio (al
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Bordasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik, dihampir seluruh wilayah ci Indonesia

mengalami ageing population, dimana usia 65 tahun keatas meningkat. Jika pada Sensus Penduduk

tahun 2020 sebesar 63,99 ribu arang, Pada tahun 2045 meningkat menjad 177,01 Hibu orang atau

meningkat hampir 3 kali lipat. Peningkatan ini seiring dengan kemejuan di bidang Kesehatan yang

ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup. Gorontalo diperkirakan akan memasuki

ageing population atau penuaan penduduk pada tahun 2035 dimana nopulasi penduduk lansia

sebesar 10 persen. Implikasi dari kondisi tersebut, Rasio ketergantungan juga mengalami

neningkatan. Rasio ketergantungan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 adalah sebesar 44,15

persen dan diproyeksikan akan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 43,87 persen.

'Selanjutnya di tahun 2030 naik menjadi 46,6 persen. Kemudian rasio ini terus meningkat sampai

mencapai 50,01 di tahun 2045. Hal ini berarii pada tahun 2045 terdapat 50 penduduk usia non

produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

. Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas dalam status pendidikan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan.

Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangarnya terus

memperluas akses pendidikan, agar semua anak usia sekolah memperuleh haknya dalan

memperoleh pendidikan yang layak.
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Grafik 221

Presentase Penduduk Provinsi Gorontalo Umur 15 Tahun ke atas Menurut Daerah Tempat Tinggal

dan Pendidikan yang Ditamatkan
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Dari grafik diatas menunjukkan mayoritas tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Provinsi

Gorontalo yang berumur 15 tahun ke atas adalah SD/Sederajat. Mayoritas penduduk Provinsi Gorontalo

berumur 15 tahun ke atas di perkotaan berpendidikan SM/Sederajat, sedangkan di perdesaan

berpendidikan SO/Sederajat.

2.2. . EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI

RPIMD

Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian

pembangunan. Hasil evaluasi pencapalan target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai

tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan

dan menentukan arah kobijakan, dan prioritas pembangunan daerah setap tahunnya. Target

pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-

2026.

Kinerja pembangunan daerah tahun 2023 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPD 2023-

2026, dimana capatan pembangunan ditunjukkan dengan realisasi indicator dan Larget Kinerja yang

telah ditetapkan. Realisasi target kinerja pembangunan selama tahun 2023, diuraikan sebagai berikut
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B. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. — Permasalahan Pembangunan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai Permasalahan dan

hambatan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan sampai dengan

akhir tehun anggaran 2023. Beberapa permasalahan dalam pencapaian target pembangunan

diidentifikasi sebagai berikut:

1,— Rendahnya produktifitas ekonomi daerah, yang ditandai dengan kontribusi PDRB hanya 0,12

persen terhadap PDB Nasional dan terrendah secara Nasional maupun Regional Sulawesi. PDRB

Provinsi Gorontalo mencapai kurang lebih 4/.574,4 Miliar Rupiah (2022). Produktifitas sektor

perekonamian yang Genderung rendah diantaranya disebabkan karena kualitas SDM, inovasi dan

pemanfaatan teknologi yang masih lemah. Proses produksi masih bersifat parsial dan masih

rendahnya upaya hiirisasi sektor-sektor perekonomian khususnya disektor pertanian sebagai

Sumber utama perekonomian di Provinsi Gorontalo. Produktifitas rendah berpengaruh terhadap

mertumbuhan ekonomi Gorontalo yang cenderung mengalami pelambatan dalam

pertumbuhannya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2022 sebesar 4,34 persen,

tumbuh melambat dibanding periode 2012-2017 yang pertumbuhannya diatas 7 persen

pertahunnya.

2...Transformasi ekonomi berjalan lambat. Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo dari sisi lapangan

usaha masih didominasi sektor primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi

rata-rata sebesar 38 persen, sedangkan sektor manufaktur hanya memberikan kontribusi rata-

rata sebesar 496 terhadap struktur PDRB. Dari sisi produksi permasalahan yang dihadapi disektor

industri berkaitan dengan kualitas tenaga kerja dan adaptasi teknologi yang berimplikasi terhadap

kualitas dan daya seing produk, Hal lainnya yaitu terkait dengan manajemen kemitraan dan

distrihusi pemasaran produk baik ekspor maupun perdagangan antar pulau yang cenderung masih

belum optimal.

3..— Produktifitas tenaga kerja dan pendapatan perkapita masyarakat masih cenderung rendah, yang

i antaranya dipengaruhi oleh serapan tenaga kerja lebih besar disumbang dari angkatan kerja

Gengan tingkat pendidikan lulusan SD/SMP sebesar 34,80 persen, dan pekerja yang tidak pernah

mengeyam pendidikan sebesar 28,12 persen (tahun 2022). Selain itu ketidaksesugian keahkan

(mismatef) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi tenaga

kerja belum mampu menjadi sarana pasar kerja yang baik dalam merespons cepat kebutuhan dan

jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk dan pola budaya kerja. Persoalan

lainnya tingkat serapan tenaga kerja masih cenderung rendah karena kesempatan kerja yang

terbatas.

4. Sektor pariwisata cukup potensial namun masih belum berkontibusi optimal terhadap

merekonomian daerah. Hal ini karena belum Optimalnya pengelolaan kawasan-kawasan wisata

Strategis di Provinsi Gorontalo, ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, amenias, atraksi,
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dan aksesibilhas, SDM pariwisata masih belum cukup memadal. Pengembangan kawasan wisata

dan promaosi sektor pariwisata masih digarap secara konvensional dan parsial. Akselerasi investasi

'sektor pariwisata serta penciptaan branding tokal masih belum optimal.

Kondisi infrastruktur seperti Jalan, irigasi masih belum optimal. Hal ini dilihat dari kondisi mantan

jalan yang masih berada pada angka 60,05 persen. Berdasarkan kategori jalan, panjang jalan

dangan kondisi rusak berat sebesar 33,41 Km, dan rusak ringan sebesar 6,55 Km. Jika dilihat dari

rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahuninya

mengalami penurunan. Hal Ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum

'sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya tumbuh rata-rata 0.12

persen. Disisi lain, kondisi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi untuk jaringan irigasi saluran

Drimer dan sekunder dengan panjang 137.713,58M dalam kondisi Baik 59,45 Sesementara Rusak

40,54 96.Selain ku Masih rendahnya konektivitas antar wilayah, belum terbukanya beberapa ruas

jalan di antaranya Marisa “Tolinggula, Tapa-Atinggola dan beberapa jalur strategis lainnya dalam

mendorong pengembangan ekonomi.

Tingkat partisipasi angketan kerja masih rendah. Tingket pengangguran terbuka Provnsi

Gorontalo cenderung rendah dengan rata-rata selama 10 tahun terakhir sebesar 3,9 persen.

Tingkat Setengah Penganggur dl Provinsi Gorontalo masih mendominasi sebesar 6,10 persen

ditahun 2022. Selain itu tingkat produktifitas masih rendah. Hal ini disebabkan karena menurut

Ungkat pendidikan, tenaga kerja didominasi oleh pendidikan menengah kebawah sebesar 86,59

persen tahun 2022. Menurut status pekerjaan utama, tenaga kerja masihdidominasi pada sektor

informal sebesar 64,97 persen, Sedangkan menurut lapangan pekerjaan utama, serapan lenaga

kerja masih didominasi disektor pertanian sebesar 33,3 persen, dengan tingkat upah yang relatif

kecil. Fenamena lainnya menunjukkan bahwa kesenjangan Bingkat partisipasi angkatan kerja Laki-

laki dan perempuan masih cukup tinggi. TPAK laki-laki sebesar 85,30 persen, sedangkan TPAK

perempuan 52,54 persen. Sementara persentase usia muda (15-24) tehun yang sedang tidak

sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan Provinsi Gorontalo atau NEET (Aot Employment,

#Education and Training) masih cukup tinggi sebesar 28,03 persen.

1109



23.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

Permasalahan pada setian Sasaran prioritas pembangunan yang perlu terus direduksi adalah sebagai

berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai

modalitas bagi Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

1. Rendahnya penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesiai

2. Rendahnya kualitas sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan,

penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk temak ruminansia dan noni-ruminansia, holding

groundi

Rendahnya kualitas sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Perikanan budidaya, Pelabuhan

Perikanan, balai benih ikarvudang dan laboratorium perikanani

4. Belum ogtimainya Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan

petemakan dan perikanani

5. Belum optimainya Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan:

Sasaran 2 : Meningkatnya nil

saing perekonomian

tambah produk unggulann daerah, lapangan kerja dan daya

1. Belum optimainya investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun

kemitraan:

2. Belum optimalnya desain perencanaan industri, melakukan pengendalan izin usaha industr,

mengelola sistem informasi industri, pengendalian dan pengewasan terhadap limbah industr:

3. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan

industrial:

Rondahnya kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM:

Kurangnya Digitalisasi promosi dan pemasaran,

Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

1.. Bolum optimainya Revitalisasi lembaga ekonomi desai

Kerjasama antar desa dan antar lembaga ekonomi desa belum terintegrasi:

Rendahnya sarana prasarana ekonomi desa:

Rendahnya infrastruktur ekonormi desaj

Belum optimainya Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga

berdasarkan potensi desa:

Sasaran 4 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar

i na



1. Rendahnya jangkauan dan kualtas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar:

Rendahnya pengelolaan dan penanganan sampah,

Rendahnya pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana:

'Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya yang belum memadai,

Belum optimainya kualitas pemanfaatan ruang:

'Sasaran 5 : Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan

1. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsionali

Rendahnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan

3.. Rendahnya kualitas Kurikulum:

4. Belum optimalnya pengembangan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha,

5. Belum optimainya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurshipi

6. Rendahnya ketersediaan dan kualitas data pendidikan:

7.. Belum optimainya koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM

Dendidikan.

'Sasaran 6: Meningkatnya derajat kesahatan

1. Rendahnya sarana dan prasarana fasiltas Kesehatan RSUD Ainun Habihin dan Labkesda,

2.. Kurangnya ketorsediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasiltas Kesehatan provinsi:

3.. Rendahnya kualitas tata kelole layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi:

4.. Belum Optimalnya pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatanj

5.. Kurangnya promosi dan pemasaran Labkesda:

Sasaran 7 : Pemenuhan hak social dasar masyarakat

Belum optimainya penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan Sosial,

Upaya pemenuhan layanan Penyandang Masatah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih rendah:

Upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti masih kurang:

Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (OTKS) di Kabupaten/Kota secara

dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu belum maksimal,

Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial belum optimat:

6..Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak

'Gan ibu hamil halum optimal.

'Sasaran 8: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuann dan Pemuda

1. Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak belum maksimal:

2. Rendahnya kapasitas ekonomi perempuani

3. Rendahnya keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual,
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4. Potensi dan minat pemuda masih sangat rendah,

5. Jiwa wirausaha muda sangat kurang.

Sasaran 9: Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, obiek, nilai budaya dan kearitan lokal untuk

mendukung Rintisan Geopark Gorontalo belum optimal,

2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan belum maksimal:

3..Rendahnya sarana prasarana pusat pembinaan menta spiritual:

4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya Islam sebagai akar budaya daerah belum

maksimal:

Rendahnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Sasaran 10: Meningkatnya budaya literasi masyarakat

1. Peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan

Iterasi peserta didik dan masyarakat belum optimal,

2. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah,

'Serla sastra daerah belum maksimal:

3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi Iterasi masyarakat yang mudah

Wiakses dan diperoleh masyarakat masih Kurangi

4. Penguatan institusi sosial penggerak, pengglat dan pemerhati Iitorasi sebagai mitra pemerintah

dalam penguatan literasi masyarakat tidak maksimal.

Sasaran 1: : Meningkatknya kualitas lingkungan hidup

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingungan Hidup belum optimal:

2.. Rendahnya Ketaatan Pelaku Usaha daryatau Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan /

ersetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup:

3.. Rendahnya kualtas SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat

kehutanan:

4.. Pembangunan Rendah Karbon masih kurangi

Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan belum maksimal:

'Sasaran 12: Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim

1. Rendahnya kualltas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencanai

2.. Penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM belum

Optima.

Sasaran 13: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
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1. Penguatan manajemen insttusi pemerintah untuk mendukung pencaparan sasaran

pembangunan, penerapan standar intemasional dalam mutu layanan pubiik, tata kelola

pemanfaatan TIK belum optimal:

2..Proses bisnis arganisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan belum maksimal:

3. Translomasi digital dalam poncrapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan

infrastruktur, proses bisnis, data dan infomnasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu perlu

ditingkatkan:

4..Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN

esuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan.

talent poal 1PT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan

budaya kerja berakhlak belum optimali

Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat

risiko pekorjaan tinggi, dan bertalenta (Aigh performance) perlu ditingkatkan,

6..Perluasan Implementasi sistom integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBKAWBBM

dan pengembangan dan implementasi Sistem integritas ASN belum optimal

7..Penguatan akuntabiltas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan

implementasi manajemen risiko, penguatan Implementasi SPIP sebagaimana Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah perlu

ditingkatkan:

8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalu

pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu diuingkatkan:

9, Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik

belum maksimal:

10. Kurangnya Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik:

Sasaran 14 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

1..Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabiltas masih

belum optimal,

2..Rendahnya kerjasama dan koordinasi dongan lembaga kepolisian dan TNI:

3..Rendahnya kerukunan beragama dangan memperhatikan kesetaraan, keterwakian, partisipasi

elnsi

4.. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasia kurang maksimali

5..Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten masih kurangi

6..Rendahnya kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil:

7..Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik perlu ditingkatkan.
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2.3.3. — Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan sampal dengan Triwulan I Tahun 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan Program Keglatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, disajikan dalam

bentuk tabel Evaluasi sesusi Permendagri 86 Tahun 2017, Formulir E.19 Evaluasi terhadap Hasil RKPD.
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BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat

tema Khusus terkalt ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab 1Il Pada bagian ini

menguraikan dua point utama yakini Arah Kebijakan Fkonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan

Daerah. Namun demikian, analsis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat

tujuan hakiri pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh

indikator makro ekonomi sematamata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,

Sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pemhangunan Ekonomi Daerah untuk tahun 2025 tidak lepas dari

pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023, proyeksi Tahun 2024 dan 2025. Dengan

demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Fkonomi Provinsi

Gorontalo 2023, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan 2025

Pada akhir Sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2025.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Gorontalo tahun 2023 tumbuh sebesar 4,5D persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun

2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi

dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Fceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 95,95

persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa

yang tumbuh sebesar 6,81 persen

Ekonomi Gorantalo triwulan 1V-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4.92

persen (y-On-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial sebesar10,05 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dialami

aleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,50 persen.

Ekonomi Garontalo triwulan 1V-2023 terhadap triwulan sebelumnya (-to-g) mengalami pertumbuhan

sebesar 0,38 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai olah kategori Jasa Perusahaan

sebesar 6,76 persen. Sementara dari ss pengeluaran pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 27,14 persen.

Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Perdagangan Besar dan Ecerani Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 9,85

persen: dikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,29 persenj serta Iransportasi dan Pergudangan

sebesar 85,18 persen.
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Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PORB Menurut Lapangan Usaha, 2021-2023 (persen)
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Secara umum tren Pertumbuhan Fkonomi Gorontalo meskipun sudah positif, tetapi belum

melampaui capalan nasional sebesar 5,0496, Secara regional Sulawesi, Gorontalo berada pada posisi

terbawah dengan selisin ipis dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Pertumbuhan Fkonomi

Sebesar 4,5190. Jika dibandingkan ngan regional Sulampua capaian Provinsi Gorontalo herada di

ates capaian Papua Barat yang memiliki capalan 3,9196.

PDRB Per Kapita

Peningkatan kesejahteraan masyarekat secara makro danat digambarkan dengan indikator

mendapatan per kapita atau percapits income, Semakin tingg, pendapatan yang diterima penduduk di

suatu wilayah, maks Ungkat kesejahtoraan wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan

asumsi bahwe pendapatan faktor produksi dan transter yang mengelir keluar sama dengan

pendaat faktor produksi dan tansfer yang masuk, make pendapatan regional sama besar dengan.

PDRB perkapita, Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan dala pendapatan faktor

produksi dan transter yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel

3.4 dibawah belum menggambarkan secara ril kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secar

umum. Hal ini disebabkan karen PDR8 perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga

berlaku masih terkandung faktor inflasi.

Tabel3.4

PDRB Per Kapita Gorontalo Tahun Dasar 2010, 2020-2023

PDR8 Perkapita 2020 2021 2022 2023

277911

Inflasi, Indoks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering

digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/ deflasi) di tingkat konsumen, khusunya.

1i daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waklu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari pah

komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga, Di Indonesia, bngkat infas diu r dari presentase

perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat

Statistik (8PS).

Infiasi yoy Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran dan

menurunan pada 1 kelompok pengeluaran. Secara Uumum pada Desember 2023 Kota Gorontalo

mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 3,88 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga

Kansumen (IHK) dari 112,61 pada Desember 2022 menjadi 11,01 pada Desember 2023. Tingkat

inflasi month 1o month (mim) Dosember 2023 sebesar 1,32 persen dan tingkat inflasi yaar t date

(ytd) sebesar 3,88 persen, Bahan Makanan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 9,00

persan. Cepatan Infiasi ini lebih rendah Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya pada 2022 sebesar

5,1596.

Tabel 3.5

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Desember 2023, Tehun Kalender 2023, dan Tahun ke
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Selama Desember 2023 secara total andil inflasi YoY sebesar 3,8838, sedangkan MM sevesar 1,3296.

Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi paling besar ada pada mekanan, minuman dan

tembakau dengan nilai 1,0796, kerudian dari kelompok perawatan pribadi dani jasa tainnya dengan

mlai DALL96 dan Untuk peringkat ketiga ada pada kelompok penyediaan makanan dan

minumanyrestoran dengan angka 0,0996. Kelompok pengeluaran yang mengalami delas. terdapat

mada perumahan, ar, alat Listrik dan hahan bakar rumah tangga dengan nilai -0,0496 selain itu deflasi

juga terjadi pada kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sehesar -0,019:

Selain pendapatan perkapita dan peruahan inflasi, seat ini Indeks Gini atau Gini Ratio telah

menjadi selah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat, Indeks Gini

adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar lingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

Indeks Gini Ratio Gorontalo pada Maret 2023 berada pada 0,417, turun 0,006 poin jika dibandingkan

kondisi September 2022. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,403:

menurun sebesar 0,003 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,406 dan menurun 0,005 poin

dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,409. Gini Ratio di dacrah perdesaan pada Maret 2023 tercatat

sebesar 0,403, meningkat sebesar 0,008 poin dibanding Maret 2022 dan September 2022 yang

'sebesar 0,395. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok

40 persen terbawah sebesar 15,87 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023

berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut Wilayah, di perkotaan

Usniua penggarn. paa kelammokaa BEna 1 BAl Kipe # BLIGA sedangkan di
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Tabel 3.6

Distribusi Pengeluaran Penduduk Gorontalo Maret 2022, September 2022 dan Maret 2023

(persentase)

Ht aa 7 a m
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Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo Juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dan

kemiskinan.

Pengangguran, Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke

atas. Pada usia ini, mereka memlliki potensi untuk masuk ke dalam pasar kerja. Penduduk usia kerja

mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di

Provinsi Gorontalo. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 927.022 orang, naik sebanyak

16.565 orang dibandingkan Februari 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan

kerja, yaitu 70,48 persen atau 653.381 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak

273,641 orang.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri atas 633.463 orang penduduk yang bekerja dan

19.918 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2023, Jumlah angkatan kerja meningkat

'sebanyak 10.710 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak

10.534 orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 176 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2023. TPAK pada

tebruari 2024 sebesar 70,48 persen, turun sebesar 0D,11 persen poin dibanding Februari 2023, TPAK

adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan

besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dl suatu negara/wilayan.

D
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Kemiskinan, Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2016-

'September 2022 mengalami Nuktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tercatat dari Maret

2016-Maret 2020 mengalami penurunan, kecuali pada Maret 2017 yang sempat naik tipis dari

'September 2016. Penurunan tingkat kemiskinan paling Siginiikan terjaci pada September 2018, yakni

Sebesar 0,9 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid:19 yang mencapai puncak pada

perlade September 2020-Maret 2024 menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Tingkat

kemiskinan pada September 2021, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021. Pada Maret

2022-September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dibandingkan

September 2021

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2022 mencapai 187,35 ibu orang.

Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 1,9 ribu orang.

Sementara Jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami

meningkatan sebanyak 2,75 nibu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat

sebesar 15,51 persen, naik 0,09 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,10 persen poin terhadap

'Sentember 2021.

Menurut daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022-September 2022, jumnlah penduduk miskin

perkotaan naik sebesar 3,4 rihu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 1,5 ibu orang.

Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 3,97 persen menjadi 449 persen. Sementara itu, di

erdesaan naik dari 24,42 persen menjadi 24,52 persen.

Tabel 3.8

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo September 2021 September 2022

Ponduduk

Perkotaan

Geptembar 2021 a0 s
Mare: 2022 3e 101

Seplember 2022 «40 2440

Septeniber 2021 23 16200

Maret 2027 2442 16443
Seplembar 2022 2452 10205

19480
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Maret 2022 1542 1as44

September 2022 1881 19136

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp411.906,- per kapita per

bulan dan pada September 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp434.961,- per kapita per bulan, yang

berarti naik sebesar Rp23.055,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 5,60 persen. Bila dilihat

menurut daerah tempat tinggal, maka Garis Kemiskinan di daerah perkotaan pada September 2022

adalah sebesar Rp436.651,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan sehesar

Rp432.069,- per kapita per bulan. GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp321.061,- dan

perdesaan sebesar Rp342.791-. GKBM Untuk daerah perkotaan adalah sebesar Rp115.580,- dan

perdesaan sebesar Rn89.27B,- maka terlihat bahwa GKBM di daerah perkotaan relatif lebih tinggi.

Tabel 2 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2021 sampai dengan September

2022.

Pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di

daerah perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi

sumbangan terbesar yakni Sebesar 25,67 persen di perkotaan dan 27,55 persen di perdesaan. Rokok

kretek fiter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK di perdesaan, yaitu sebesar 11,28

persan dan terbesar ketiga di perkotaan yaitu sebesar 6,82 persen. Komoditi tongkol/tuna/cakalang

memberikan kontribusi terbesar kedua di perkotaan yaitu sebesar 7,91 persen dan posisi ketiga di

perdesaan dengan kontribusi 3,93 persen. Komoditi cabe rawit memberikan kontribusi terbesar

keempat baik ci perkotaan maupun di perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 4,29 persen dan 3,81

persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada

Tabel 3.9

Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Tompat Tinggal,

September 2021-Sentember 2022

Perkataan

Sepuemner 2021 2052 1s 216
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Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2023 yang terus progresif dan

mempertimbangkan faktor pendorong sepert inflasi yang tetap terjaga, Efektivitas program OPD oleh

Provinsi, Kebupaten / Kota dan Instansi, Potensi share Konsumsi LNPRT yang meningkat maka

perkiraan koncisi indikator perekonomian Gorontalo pada tahun 2025 diuraikan dalam tabel 3.8

dibawah Ini

Tabel 3.10

Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontato Tahun 2024

No Indikator Perkiraan capaian tahun 2024
1. | Perbumbuhan Ekon al

2..|Innasi B Da

3..| Penduduk miskin a 15,29
- 249

04

n3

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2024 DAN TAHUN 2025

Globai, Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat dari sekitar 2,7 persen pada

2023 menyadi 2,4 persen pada 2024, cenderung di bawah tingkat nertumbuhan sebelum

mandemi sebesar 3,0 persen Jika merunut pada rilis "Situasi dan Prospok Ekonomi Dunia"

(WESP) 2024 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perkiraan terbaru ini muncul sotolah

kinerja ekonomi global yang melebihi ekspektasi pada 2023. Perumbuhan PDB yang lebih kuat

dari perkiraan tahun lalu menutupi isiko jangka pendek dan korontanan struktura.

Laporan ekonomi PBB ini menyajikan prospek ekonomi yang suram dalam waktu dekat. Suku

bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik yang terus berlanjut, perdagangan internasional yang

lesu, dan bencana iklim yang meningkat, menimbulkan tantangan yang signifikan ternadap

pertumbuhan global.

Prospek kondisi krodit yang lobih ketat dan biaya pinjaman yang lebih tinggi dalam waktu lama

dinilai akan menghadirkan hambatan yang kuat bagi ekonomi dunia yang telah terbebani alah

utang. Ekonomi dunia juga sedang membutuhkan lebih banyak invostasi untuk memajukan

pertumbuhan, memerangi perubahan iklim, dan mempercepat kemajuan menuju Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pertumbuhan ekonomi di

beberapa negara besar dan maju, terutama Amerika, ...pn...?:n melambat pada tahun 2024

Saiu | iapn Je NE

W 2 17
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karena suku hunga yang tinggi, melambatnya belanja konsumen, dan pasar tenaga kerja yang

lebih lemah.

Prospek pertumbuhan jangka pendek di banyak negara berkembang, terutama di Asia Timur,

Asia Barat, serta Amerika Latin dan Karibia, juga memburuk karena kondisi keuangan yang lebih

ketat, ruang fiskal yang menyusut, dan permintaan eksternal yang lesu. Negara-negara

berpenghasilan rendah dan ekonomi yang rentan menghadapi tekanan neraca pembayaran yang

semakin meningkat dan risiko keberla, Sementara prospek ekonomi negara-negara kepulauan

kecil yang sedang berkembang, khususnya akan dibatasi oleh beban utang yang besar, suku

bunga tinggi, dan meningkatnya kerentanan terkait iklin yang berpotensi merusak, dan dalam

beherapa kasus bahkan membalikkan kemajuan yang telah dicapai dalam SDGS.

Ekonomi Nasional,

Di tengah pelemahan ekonomi global 2024, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang

relatif masih cukup baik di 5,096, sedangkan Worid Bank memprediksi perekonomian glota!

hanya tumbuh 2,4 persen, lebih rendah dari Kinerja perekonomian global 2023. Dari kinerja

regional, Indonesia mencatatkan pertumbuhan relatif balk jika dibandingkan negara — negara

G20 maupun ASEAN. kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi Indonesia

adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh di 4,82 persen dari sisl pengeluaran

dan sektor manufaktur tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi. AKtivitas konsumsi yang tetap

kuat ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorher dalam

menjaga daya beli masyarakat.

Perekonamian Indonesia pada 2024 diproyeksikan masih terjadi perlambatan. Hal ini

memungkinkan terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi di tengah jalan oleh pemerintah yang

diproyeksikan saat ini dengan pertumbuhan sebesar 5,246. Beberapa persoalan yang mesti

ditangani dan diantisipasi secara cepat antara lain pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan

aman dan damai, inflasi sektor produk pangan tetap terkendal, ketersediaan bahan bakar

minyak yang terjangkau dan tercukupi, dan pengaruh dari tekanan global dari kundisi geopolitik

dunia dalam ketidakpastian.

'Sinergi kebijakan di bidang ekonomi khususnya dari sisi sinergi bauran kebijakan ekonomi perlu

'semakin dipererat dalam Iima area penting, yakni kebijakan fiskal dan moneter, stabilitas sistem

keuangan, digitalsasi ekonomi keuangan, hilirisasi, serta perdagangan, investasi, dan

infrastruktur. Jika merujuk pada rilis Bank Indonesia diperkirakan Pertumbuhan Ekonomi

Andonesia akan kembali naik ke kisaran 4,836 - 5,696 dengan faktor — faktor yang mendorong

antara lain nlai tukar ruplah yang semakin stabil, Kinerja Neraca Pembiayaan Indonesia (NPI)

mendukung tetap terjaganya Stabilitas ekstomal sejalan dengan perkiraan defisit 0,156 - 0,890

dari PDRB pada 2024 dan defisit 0,586 sampai dengan defisit 1,396 dari PDB pada 2025

Ekonomi Gorontalo,

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2023 didorong oleh lapangan usaha pertanian

dan perdagangan, seiring dengan target produksi komoditas utama yang mengalami

SI| M



peningkatan meski dalam jumlah yang terbatas. Sementara itu lapangan usaha utama lainnya

seperti konsumsi domestik tumbuh positif dan menjadi menjadi penopang perekonomian daerah

Pada 2024 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih akan ditopang oleh lapangan usaha

pertanian, perdagangan, konstruksi dan transportasi. Untuk Lapangan Usaha Konstruksi,

administrasi pemerintahan dan Konsumsi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi

untuk tumbuh lebih tinggi diringi dengan tren peningkatan kinerja Konsumsi domestic dan

ekspor menjadi pendorong pertumbuhan pada 2024. Inflasi yang terkendali didorong oleh

tekanan infiasi int, harga yang diatur dan volatile foods. Dengan demikian , infasi diprakirakan

berada pada sektar batas bawah target nasional, meskipun pada awal tahun tren akan lebih

tinggi mengingat ada penambahan kota pengukuran IHK (Indeks Harga Konsumen) yang

semula hanya 1 Kota Gorontalo, menjadi 2 dengan tambahan Kota Limboto.

Pada 2025 diproyeksikan akan terjadi kenalkan share pertumbuhan PORB dengan sumber

Lapangan Usaha Pertambangan, mengingat operasional dan fungsional dari PT Puncak Emas

Tani Sejahtera (PETS) yang meskipun pada tengah tahun 2023 kemarin sempat terjadi konfik

dengan massa pertambangan rakyat tetapi hal tersebut sudah diredam dan diatasi dengan

pendekatan persuasif baik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Pohuwato

'dan unsur Forkopimda dengan humanis dan pemberian tali asih kepada Masyarakat.

Selain itu kenaikan share lapangan usaha transportasi didorong oleh operasional Bandara

Randangan Pohuwato yang melayani rute perintis Djalaluddin Gorontalo — Randangan PP,

Randangan — Buol PP, dan Randangan — Sis Al Jufri Bandara Mutiara Palu PP yang otomatis

akan memberikan support kelancaran distribusi barang dan orang yang ada di Gorontalo

Dengan memperhatikan berbagai hal di atas maka untuk proyeksi IKU 2023 dan target 2024

dicantumkan pada tabel berikut

Tabel. 3.11

Proyeksi dan Target Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2024-2025

Indikator Proyeksi 2024 | Target 2025

Pertumbuhan Ekonomi (3 5671 5B-sacu

Kemiknan G)— ES 121— 145094

Tingkst Pengangguran Tebuka () 1 240 261308

KE 0ai7 — asaaan

Indeks Modal Manusis DE 050
( Tnasi (06) 5 EKI

Penurunan Intensias BMB GRK | : EE

Siabar « 7 RENG BS Pi Goeb 23 dan B 3P M

Arah Kebijakan Keuar

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan

pembangunan, sehingga analisis mengenal kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan

untuk mengetahul kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk



mmelakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasikan kebijakan yang efekuf dalam

pengelalaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau

belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, ofisicn, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat Uuntuk masyarakat. Kemampuan

keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD,

keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

memerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan

ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non

fisik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan

pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan

daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan mauipun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila

dikatkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan altematif piihan utama

dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di

Provinsi Gorontalo. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terepas dari asumsi-asumsi yang

ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan

perkembangan ekonomi makro secara nasional, Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi

penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM:

Potensi yang dimliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, Upaya intensifikasi dan

ekstensifikasi PAD: dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBO.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara

rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah

tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, rembusi

daerah, dan dana perimbangan serta lain-lain PAD yang sah Arah pengelolaan pendapatan daeran

Provinsi Gorontalo tahun 2025 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya.

Proyeksitarget pendapatan dapat diihat dari tabel dibawan ini :
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Tabel 3.13

Realisasi Pendapatan 2019 sid 2023

i

eeee AEI Dn aa c

r GA aa aa aal aa Ma

Pada tehun tahun 2023 secara Pertumbuhan Realisasi Pendapatan naik sebesar 06085 jika

dinandingkan tahun 2022 dengan total Rp. 1.860.734.284.160. Pertumbuhan realisasi pendapatan

Gaerah tahun 2019 - 2023 yang mengalami penurunan rata-rata minus 0,5495. Pertumbuhan realisasi

pendapatan asli daerah tahun 2019-2023 rata-rata hanya 4,6696 bahkan mengalami penurunan pada

tahun 2023 dibanding 2022 Sebesar Rp152.658.683,18 atau turun 0,0336. Pertumbuhan realisasi dana

transter tahun 2019-2023 rata-rata minus 2,6286 dan untuk tahun 2023 hanya mengalami kenaikan

Rp14.751.984.017,00 atau 1,1196 di banding Tahun 2022. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Walaupun tumbuh rata-rata 22,8686 namun Sebagian besar hanya hersumber dari hibah PT. Jasa

Raharja dan PT. Pelindo serta Lain-lain Pendapatan Sesual dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan dimana jumlahnya relative kecil dibanding sumber pendapatan lainnya. Untuk Tahun 2023

Juga mengalami penurunan Rp2.102.202.191,00 — atau turun 55,9696 di banding Tahun 2022.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 diprediksi turun 23,90 36 (disesuaikan dengan reaisasi

Tahun 2023 serts kebijakan dana Lansfer pemerintah pusat). Proyeksi pendapatan asii daerah tahun

2025 diprediksi turun 17,3236 (disesuaikan dengan realisasi Tahun 2023 serta kebijakan dana

transfer pemerintah pusat). Dana transfer tahun 2025 masih diproyeksikan sama kecuali DAK yang

belum di anggarkan disebahkan oleh trend realsasi, kondisi keuangan negara dan kebijakan

pemerintah pusat terhadap dana transfor ke daerah.

Kebijakan belanja deerah disesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku antara lain kenalkan belanja pegawai (acrees) sebesar 2,580,

Belanja Bunga Pinjaman Daerah, belanja dan Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota di sesuaikan

dengan target pajak daerah yang mengalami penurunan. Penerimean Pembiayaan daerah disesuaikan

mm DA



dengan perkembangan SILPA dan posisi kas daerah dan Pengeluaran pembiayaan di tujukan untuk

penyertaan modal dan Lntuk Pembayaran Pokok Cicilan Utang dari Pinjaman PEN

.inclan Kapasitas fiskal / proyeksi pendapatan daerah secara rinci disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Kapasitas Fiskal / Proyeksi Pendapatan Daerah 2025
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3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk

mendanal pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan

pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja

Gaerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar

yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga

'Satuan regional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan DrOporsi belanja. nituk memihak kepentingan

PUbIK, cisamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggungannya,

belanja daerah harus tetap mengedepankan efskensi, efekihitas dan penghematan sesusi dengan

Priortas, yang diarapkan dapat memberikan dukungan progren-program sirategis daerah sera

pembayaran Pinjaman dan Bunga PEN yang Sebagian Gesar proyeknya Sudah dalam tahap Nnaleasi.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah Kebijakan keuengan daerah tetap mengacu paa tujuan, sasaran

dan arah kebijakan pembangunan Serta. program priontas yang terkandung didalam RPD Provinsi

Gorontalo Tahun 2023 - 2025 Kebijakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 diupayekan dengan

Pengaluran pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan

belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkon pendakatan. maney faa amgraar — (anggaran

berorienasi pada program), untuk meningkaikan akuntobiltas perenceanaan anggaran se

memperjelas efektintas dan elisiensi penggunaan lokasi anggaran dan Knerja dirumuskan pada

tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD gura peningkatan Kinega pelayanan Serta peningkatan

kesejahteraan mesyarakat. ue... ee paa “;_;,a Priasgpra | behya Setiap peningkatan alokasi
TI-14
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belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus dikuti dengan peningkatan kinerja

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Proyeksi belanja daerah dapat dilihat dari

tabel dibawah ini

Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan Kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besamya anggaran belanja akan

Sejalan dengan besamya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk tu dalam

menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran

pendapatan.

ataupun anggaran Surplus.

Namun demikian dalam APBD Kita juga mengenal adanya istlah anggaran defisit

Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya

anggaran pembiayaan daerah.

Tabel 3.15

rah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 .
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Tabel 3.16

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada lahun anggaran bersangkutan maupun tahun-

tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk

“menutup defist" atau “memanfaatkan surplus” anggaran. Pembiayaan Untuk menutup defisit

anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan

untuk memanfaaikani Surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan

menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembal.

Proyeksi Pembiayaan APBD Provinsi Gorontalo 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 3.17

Proyoksi Pembiayaan Provinsi Gorontalo TA. 2025
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BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025 merupakan

penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023

2026 dengan memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. RPD Provinsi

Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomar 70 Tahun

2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah hagi Daerah. Dokumen RPD

disusun sebagai panduan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan

ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam penyusunaninya, RPD disusun dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun

2007-2025 yang selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020-2024 yang akan selesai di tahun ini. Disisi lain dokumen RKPO Provinsi Gorontalo tahun

2025 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJPD 2025-2045, dan RPIMD 2025-2029. Prioritas

pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD ini menjadi arahan bagi OPD dalam menjabarkan

arogram dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2025 dalam mendukung pencapaian prioritas

dan sasaran pembangunan daerah sebagai kontribusi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran

bembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Fmas 2045.

4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam penerapan kebijakan pembangunan, perencanaan pembangunan menengah Provinsi Gorontalo

disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 — 2026

yang telah ditetapkan Peraturan Gubemur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023 — 2026 dengan visi sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD

Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yaitui

“Gorontalo Maju dan Mandiri"

Visi tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan

Gorontalo sebagai provinsi — yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang

berkualitas yang didukung dengan system hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan

pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasatahan yang dihadapi dengan

mengandalkan sumber daya yang dimiiki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan

strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan Tindakan Untuk semata-mata

kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunian Provinsi Gorontalo 2007-2025 tersebut, maka ditempuh

3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut
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1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, adalah mewujudkan perekonomian

Gaerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan Kompetitif dengan membangun

keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayanan jasa.

2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, adalah pembangunan sumber daya

manusis berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan, dan pemerataan

akses Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakal, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan

1IPTEK melalui peneiitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan,

peningkatan kesadaran emoslonal dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang

keagamaan, seni, social budaya, adat olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan

infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.

3.. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan

pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan public,

peningkatan kualtas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program

membangunan daerah, pengembangan kapasitas menajemen pemerintah daerah melalui reformasi

birakrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, right sing OTK dan pengelolaan keuangan daerah,

peningkatan kualtas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualikas sarana dan prasarana

penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan

keputusan kebijakan public, serta peningkatan penyebarluasan informsi dan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada public.

RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan

nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020:2024, yang

menetapkan Visl: “Tenwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepnbadian

Berlandaskan Gotong Royong” dan menjabarkannya pencapaiannya lalam Misi berikut:

1) Peningkatan Kuslitas Manusia Indonesia

2) Struktur Ekonomi yang Produkti, Mandiri, dan Berdaya Saing

3) Pembangunan yang Merata dan Berkendilan

4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7) Perindungan hagi Segenan Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

8) Pengelolaan Pemerintahan yang Sersih, Efektif, dan Terpercaya

9) Sinergi Pemerintah Daerah datam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk lebih mendetailkan arahan misi pembangunan tersebul, maka dikelompokkan penjabarannya

melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

2) Mangambangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

7) Memperkuat Stabilkas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Pubiik.

Keselarasan RPJPD, RPJMN dan RPD dapat diihat sebagaimana gambar di bawah ini

Gambar 4.1

Sinergi Arahan RPJPD, Agenda Pembangunan Naslonal dan Kebijakan Utama RPD

'Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

perubahan iklim, perubahan cuaca yang tak menentu datangnya musim hujan dan Kemarau yang

'susah diprediksi sehingga menganggu musim tanam dan hasil produksi. Selain itu, Serangan hama

seperti wareng juga menyerang di berbagai tempat yang sangat merugikan banyak petani

Ketersediaan sarana prasarana produksi termasuk pengairan/ingasi, pengelolaan pasca panen yang
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belum masksimal, serta akses terhadap lahan yang terbalas. Dari sisi produsen, produktivitas yang

rendah dan Mluktuasi harga menyebahkan daya beli petani (Nilai Tukar Petani) relauf rendah

khususnya untuk subsektor perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. NTP dan NTUP belum

mencerminkan kondisi idea ingkat kesejahteraan petani. Rata-rata Nilai Tukar Petani tahun 2023

sebesar 106,129 tumbuh 2,77. NIP tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 11132 dan

terendah terjadi pada bulan Januari yang berada pada angka 99,98. Sementara itu untuk NTP pada

bulan Februari 2024 mengalami kenaikan 21196 diangka 112,75. Untuk NTUP Desember 2023

sebesar 115,84 naik 1,61 persen dibandingkan NTUP bulan sebelumnya.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketananan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi

pangan ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022 diangka 80, 35 atau

peringkat ke-6 Nasional dari 34 provinsi.Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan juga

menghadapi beberapa tantangan, di antaranya: (1) tingginya rumah tangga miskin di sector

perikanan dan kelautan, (2) produksi perikanan dan daya saing produk kelautan dan perikanan belum

maksimal, (3) Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih dalam kategori rendan, (4) akses pembucidaya,

pengolah dan pemasar hasil perikanan belum maksimal karena keterbatasan SOM.

2. Transformasi structural berjalan lambat

Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh permasalahan (1) nilai tambah

produksi rendah karena keterbatasan skill, (2) ketersediaan bahan baku lebih kenada komoditi

pertanian yang notabene lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, (3) tingginya biaya

dalam rantai distrbusi perdagangan baik antar pulau maupun ekspor Impor. (4) Belum adanya

nerencanaan dan penetapaan Kawasan pengembangan ekonomi/ master plan pengembangan

ekonomi daerah, serta (5) daya dukung lingkungan.

Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2023 dari sisl produksi masih didominasi oleh lapangan

usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 37,75 persen.

3. Pembangunan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu terkait ketimpangan antar wilayah.

Tantangan pembangunan kewilayahan yaitu bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat:

pusat pertumbuhan antar wilayah kabupaten/kota melalui pengembangan polensi sumber daya

masing-masing, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, meningkatnya kualitas dan akses

pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan

antanwilayah yang ditandal dengan:

3. Ketimpangan antar Wilayah

- Masih fingginya angka kemiskinan pedesaan, Sept 2022 sebesar 24,52 9, sementara

Perkotaan sebesar 4,4996, Maret 2023 tercatat sebesar 23,73 persen, menurun 0.79 persen

poln jika dibandingkan kondisi September 2022 di angka 24,52 persen.
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- Masih adanya kesenjangan pendepatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar

0,403, maningkat sebesar D,008 poin dibanding Maret 2022 dan September 2022 yang

sebesar 0,395. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,403:

menurun sebesar 0,003 poin dibanding September 2022.

- Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan

merdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan

b, Pengembangan dan Penguatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah/Kawasan

- Pengembangan Kawasan strategis Provinsi belum optimal.

- Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang rendah.

- Pengembangan kawasan belum terpusat

- Belum masuk pada kawasan strategis Nasional untuk pengembangan wilayah Ekonomi

Pariisata maupun Industr.

6 Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daorah salah satunya terkait belum

optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi

Inyak sebesar 79,82 persen dan cakupan akses air minum layak sebesar 96,16 persen pada

tahun 2022

. Pemanfaatan Ruang

- Belum optimainya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Belum adanya Roadmap pengembangan kawasan

- Belum maksimainya penyusunan Rencana Detal Tata Ruang sebagai acuan perizinan dan

pengendalian pemanfaatan ruang

4. Sumber Daya Manusia

Tren 1PM Provinsi Goronlalo selama ? dekade ini mengalami peningkatan walaupun kurang signifikan.

Tahun 2023 mencapai 71,25 meningkat 0,63 poin dibandingkan tahun 2022 (70,62). Sejak tahun

2020-2023 1PM Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 0,83persen pertahun.

Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dari capaian rata-rata secara nasional tahun 2023

yaitu 74,39 persen. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya

namun seluruh dimensi pembentukan 1PM mengalami peningktan. Pada dimensi umur panjang dan

hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,50

tahun, meningkat 0,28 tahun dari tahun sebelumnya tahun sebelumnya. Harapan lama sekolah (HLS)

penduduk umur 7 tahun meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,12 menjadi

13,16 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat

10,08 tahun, dari 8,02 tahun menjadi 8,10 tahun pada tahun 2023. Dan pengeluaran ril per kapita per

tahun meningkat 362 ribu rupiah (3,57 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. APM rendah

disebabkan Angka putus sekolah tinggi, pemikahan dini, angka pekerja pada usia sekolah,



rendahnya kemampuan siswa delam menyerap pembelajaran. Kualitas lulusan pendidikan vokasi

belum optimal. Prevalensi stunting Provinsi Gorontalo sebesar 23,89 sesuai data SGI dan masuk

kategori tinggi.

5. Perlindungan Sosial

'Secara umum perindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bertuk kebijakan dan intervensi

pubik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik,

ekonomi dan sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan (Bappenas,

2014).

Perlindungan sosial juga menjadi salah satu instument penting untuk mewujudkan pemenuhan target

dalam Sustainable Development Goals/Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGS/TPB). Hal ini

menjadi Su Strategis dalam SDGS/TPB sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan

kesejahteraan secara nasional dalam perlindungan sosial. Rincian terhadan isu ini dapat ditemukan

pada tujuan 1.3 yaitu menerapkan secara nasional system dan upaya perindungan sosiat yang tepat

bagi

'Semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan suhstansial

bagi kelompok miskin dan rentan.

Berbagai kendala ditemukan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial diantaranya adalah

senngkali ditemukan di lapangan sesaran peneriman manfaat belum tepat. Hal ini terkadang

disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkak. Walaupun pemerintah telah

menyediakan system terkalt data sasaran, namun ketidakakuratan data dan kelengkapan berkas

dapat menjadikan dala yang ada menjaci kurang velid. Selain itu kendala pelayanan ci lapangan juga

sering dikeluhkan oleh masyarakat selain jenis bantuan yang belum sesuai harapan.

Perbedaan pemahaman terkait standard operasional prosedur mekanisme penyaluran dan pengadaan

jenis bantuan dapat menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal.

Sesual data pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Daorah (LP2KD) 2021 Provinsi Gorontalo,

lokasi anggaran Untuk progam bantuan sosial dan jaminan sosial pada tahun 2020 sebanyak RP.

93.417.356.659 atau sobesar 5,0699. Permasalahan keterbatasan finansial daerah menjadikan alokasi

ini belum significant. Selain itu juga, peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki pendanaan yang

dapat mendukung program perlindungan social seperti badan usaha Negara dan swasta belum dirintis

Perindungan social juga belum memihak sepenuhnya kepada kelompok khusus antara lain lansia dan

penyandang disabilitas yang rentan miskin.

. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

Presentase jumlah penduduk usia 0-19 di Provinsi Gorontalo sebesar 32,6556 (Susenas BPS 2023).

Indeks perindungan anak pada tahun 2022 mengalami penurunan 56,58 poin diangka 57,90

dibandingkan tahun tahun 2022 sebesar 54,49. Angka Kelahiran Remaja (Teenago Birth Rate) ASFR



15-19 tahun untuk tahun 2022 diangka 46,27 lebih tinggi dari angka nasional 26,64. Proporsi

perempuan umur 20-24 tahun. yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun menurut provinsi, tahun

2022 diangka 13,86 atau berada di 3 tertinggi nasional. Perkawinan anak akan berdampak besar pada

pertumbuhan remaja, secara fisik maupun mentai belum siap akibatnya tingkat perceraian meningkat

juga memicu stunting dan kematian ibu, bayi. Upaya pemenuhan hak anak, perempuan dan pemuda

masih perlu ditingkatan. Selain tu peningkatan kualitas juga harus menjadi perhatian, karena sesuai

data Sensus Penduduk 2020, penduduk usia produktif (25-64 tahun) di Provinsi Gorontalo sebesar

71,26, Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

7. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oloh satu factor akan tetapi

berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi

Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun demikian, angka kemiskinan di

Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan

masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Pertumbuhan

ekonomi Gorontalo tumbuh positif pada beberapa tahun ini bahkan diatas rata-rata nasional kecuali

pada saat Pandemi Covid 19. Namun belum memberikan pengaruh yang signifikan atas angka

kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Bahkan pada agenda 2030 TPB/SDGS, kemiskinan menjadi tujuan pertama. Secara tren, persentase

angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan, meskipun masih belum terlalu

Signifikan. Dapat dilihat pada data BPS, dalam kurun waktu 4 tahun sejak 2019 persentase kemiskinan

mengaiami fuktuasi pada kisaran angka 15 persen, pada bulan Maret 2023 berada pada angka 15,15

persen, masih berada dl atas rata-rata nasional yang berada pada angka 94,36 persen menurun 0.18

persen poin terhadap Maret 2022. Angka kemiskinan ekstrim di Province Gorontalo tahun 2023

Sebesar “4,289t. Kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu dituntaskan bersama-sama karena

dipengaruhi oleh banyak faktor dan multi dimansi. Sehingga diperlukan sinergi program dan anggaran

semus pihak untuk memaslikan masyarakat miskin mampu menikmati kehidupan yang berkualitas.

Perlu untuk mengoptimaikan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam

mensinergikan program-program. penanggulangan kemiskinan yang ada di OPD terkail dan

pemerintah daerah kabupaten dan kota.

8. Belum optimalnya Pelestarian Warisan Budaya

Gorontalo merupakan salah satu Provinsi yang kenta! dengan hudaya. Kebudayaan Gorontalo dapat

ditemui dalam berbagai aktivitas masyarakat Gorontalo, khususnya dalam kegiatan kemasyarakatan

seperti pernikahan, khitanan, penerimaan tamu daerah, dan aktivitas lainnya. Kebudayaan juga

merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah. Untuk meningkatkan peran kebudayaan

dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem



kebudayaan yang berkelanjutan dan memiliki tata kelola yang efektif dan efisien. Kebudayaan sebagai

salah satu urusan pemerintahan daerah yang masuk dalam urusan wajlb non pelayanan dasar perlu

mendapatkan perhatian besar khususnya dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan.

RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, kebudayaan menjadi salah satu arah kebijakan yang

diamanahkan berupa Pembangunan keagamaan Ltk peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan

& pengamalan nilai & ajaran agama, Budaya dan adat isitiadat.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang diterbitkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke- 24 dari 34 provinsi di level

nasional. IPK Provinsi Gorontalo berada pada angka 49,86, sementara Untuk nasional berada pada

angka 53,74.

Pada dimensi warisan budaya, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa

terdapat 345 catatan karya budaya tak benda (WBTB) yang tercatat dalam data hudaya Kemendikbud

RI, dari jumlah tersebut 31 WBTB telah ditetapkan, artinya sebesar 8,9 persen dari total WBTB

terdaftar telah ditetapkan.

Sementara lu untuk warisan budaya benda (WBB), data Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo

Kemendikbud menunjukkan bahwa terdapat 84 cagar budaya yang telah terdaftar di Provinsi Gorontal

yang terebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota. Dari jumlah tersebut, & cagar budaya telah ditetapkan

dangan Peraturan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau sebesar tujuh,1 persen

yang telah ditetapkan.

Perhatian pada WBTB dan WTRB ini relovan dengan prioritas provinsi Gorontalo yang saat ini

mendorong penetapan Gorontalo menjadi Salah satu Provinsi yang memiliki Geopark Nasional. Hat ini

dikarenakan warisan budaya menjadi salah satu bagian dari komponen geopark yaitu cukural

diversity.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan

umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi,

kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2021 Gorontalo

termasuk dalam Kluster pulau sulawesi dengan capaian 68,74 hasil ini menurun dihandingkan

pencapalan pada Tahun 2019 sebesar 73,83. Berdasarkan hasil penilaan Kementerian Agama

beberapa indikator berpengaruh pelaksanaannya di pulau sulawesi.

9. Rendahnya Budaya Literasi

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat hisa dikatakan

berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat

untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa literasi merupakan suatu tahap perlaku sosial

yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan

pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejehteraan hidup (peradaban unggul)
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Bergasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Nilai Budaya Literasi Provinsi

Gorontalo berada pada angka 51,68. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada

pada angka 55,03

Selanjutnya, data hasil kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2022, provinsi

Gorontalo berada pada angka 58,72.

Di sisi lain, kaitannya dengan dunia pendidikan, hasil Indonesian National Assesment Program (INAP)

untuk jenjang SD tahun 2016, diperoleh data bahwa distribusi Iterasi matematika, membaca dan

sains masuk dalam kategori kurang, bahkan untuk literasi sains Provinsi Gorontalo merupakan yang

terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sulawesi. Pada jenjang SMP berdasarkan

data Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), Provinsi Gorontalo juga masuk dalam kategori

kurang dan berada di bawah rata-rata nasional.

Hal yang tidak kalah pentingnya terkait Iterasi yang relevan juga dengan budaya daerah adalah

pelestarian bahasa daerah Gorontalo sebagai bahasa masyarakat Gorontalo yang sering berjalannya

waktu semakin terkikis dan berkurang penggunannya di tengah mayarakat Gorontalo khususnya

generasi muda.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2021 Provinsi Gorontalo adalah sebesar 22.53. Total

merpustakaan di provinsi ini adalah sebanyak 2276, dengan yang terbanyak adalah Perpustakaan

'Sekolah/Madrasah berjumlah 1314 perpustakaan. Sementara itu, ada 16,796 perpustakaan yang

dipersepsi ber-SNP dengan persentase yang tertinggi dari Perpustakaan Perguruan Tinggi. Total

jumlah koleksi buku yang terdapat pada perpustakaan-perpustakaan di Provinsi Gorontalo adalah

sebanyak 152068, Koleksi buku Tlmu Pengetahuan Sosial adalah yang terbanyak, yaitu sejumiah

23334 buku, sedangkan koleksi yang paling banyak dipinjam di tahun 2020 adalah koleksi buku

Geografi dan Sejarah sejumlah 24074 buku.

Seluruh perpustakaan umum daerah di wilayah Provinsi Gorontalo memiliki Koleksi berjenis Buku,

Bahan Grafika, Rekaman Suara (Kaset, CD, Audio) dan Koran. Jenis lain yang juga banyak dimiliki

Gleh perpustakaan-perpustakaan umum daerah di provinsi ini adalah Majalah (85,796), Gambar Hidup

& Audio Visual (71,496) dan E-Book dan Lainnya (?1,496)

Tenaga perpustakaan di Provinsi Gorontalo berjumlah 595 orang, di mana sebagian besar merupakan

Pustakawan SK Fungsional. Jumlah pustakawan yang memiliki SK Fungsional adalah sebanyak 439

orang, sedangkan pustakawan dengan kualifikasi ilmu perpustakaan sebanyak 40 orang. Di

perpustakaan Umum daerah, 59,796 tenaga perpustakaan tersebut memiliki Iatar belakang jenjang

pendidikan Si.

Jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar di Provinsi Gorontalo sebanyak 169.557 orang, dengan

rata-rata kunjungan 511 orang/hari. Kebanyakan anggota perpustakaan berusia « 18 tahun sebanyak

54,590, dengan pekerjaan sebagai Pelajar/ Mahasiswa (75,696). Berdasarkan capalan diatas secara

umum Provinsi Gorontalo secara keseluruhan menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan data

IPLM 2019 (9,83) dan IPLM 2020 (10,91) meskipun demikian beberapa aspek yang perlu ditingkatkan

kedepan diantaranya : Pengembangan standar Perpustakaan daerah dan umum menuju SNP,



peningkatan koleksi buku, peningkatan kemudahan akses terhadap bahan bacaan, peningkatan

kapasitas dan kualitas tenaga perpustaksan, penguatan digitalisasi perpustakaan, dan kolaborasi

antara pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekosistem literasi yang lebih

merata dan berkelanjutan.

10. Belum Mantapnya Infrastruktur Ekonomi dan Strategis Provinsi

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas — ruas jalan

dengan kondisi baik atau sedang sesusi umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu

standar tertentu. Berdasarkan data capaian Kondisi mantap jalan Provinsi pada tahun 2020, dari

target 60,399e hanya tercapai 54,3896. Sedangkan untuk Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi

dalam kondisi baik (Km) pada tahun 2020 dari 257,2 km target, realisasinya hanya 220,6. Hal ini

berarti ada gap 696 untuk indikator mantap jalan dan selsih 30 Km lebih Panjang jalan provinsi yang

dalam keadaan tidak baik.

Berbagai penyebah dari tidak tercapainya target kedua indikator tersetut antara Iain Kuslitas jalan

ruas kewenangan Provinsi yang tidak maksimal dimana untuk beberapa ruas hanya dalam hitungan

bulan, jalan yang baru dibangun dan yang sudah direhab terdapat kerusakan disebabkan faktor teknis

Seperti kondisi geolagis tempat ruas jalan tersebut berada dan kurang optimainya pengawasan dan

pembatasan kendaraan yang over supply melintas di ruas jalan tersebut. Dengan adanya ruas jalan

yang mengalami kerusakan maka akan menambah cost distribusi (kendaraan yang melintas cepat

rusak dan butuh perbaikan) dan penambahan lama waktu barang sampai ke konsumen. Tantangan

Selanjutnya adalah pada masa pandemi menyebabkan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran,

kegiatan — kegiatan fisik yang membutuhkan pendanaan besar sering kali dijadikan kegiatan yang

dinasukkan untuk ditunda pekerjaan atau tidak dibiayai dulu pada tahun berjalan untuk mendapatkan

kuota pagu yang diamanatkan oleh Pomerintah Pusat untuk dipotong pembiayaannya dan dialihkan

untuk /penanganan Pandemi Covid 19.

Di sisi pertanian, produksi Padi pada tahun 2020 di Provinsi Gorontalo sehesar 289.656 ton dengan

luas panen 56.061 Ha dan produktivitas 51,67 Kw/Ha. Angka tersebut seharusnya bisa lebih tinggi,

mengingat pada heberana wilayah waktu tanam hanya satu kali dalam setahun. Jika bisa

dioptimaikan, maka potensi 1,5 kali dari produksi sekarang bisa tercapai dengan pemanfaatan

teknolagi pertanian, pemakaian bibit yang tepat, pemanfaatan pupuk yang tepat guna dan dukungan

irigasi pertanian sebagai core major usaha padi sawah.

Pada periode kedua RPJMD 2017 — 2022 ada beberapa Proyek Stratogis Provinsi yang sudah tuntas

dan yang masih mengalami kendala. Pada periode RPMD ini diharapkan bisa menjadi perpanjangan

tangan dan waktu yang bisa mendukung tuntasnya pembangunan Infrastruktur Strategis Prosinsi

Gorontalo. Ada 2 fokus pembangunan yang direncanakan untuk dikerjakan pada tahun 2023 yaitu

Pengelolaan Danau Limboto, Pengembangan Rumah Sakit Provinsi Hasri Ainun Habibie, Blok Plan

Pemerintah Provinsi Gorontalo di Ayula dan Pembangunan Islamic Centre.



11. Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh

tingkat pencemaran air sungal: penurunan kualitas udara: kerusakan danau limboto berupa

penyusutan dan penurunan kualitas air danau kerusakan mangrove dan terumbu karang dan jumtah

sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat.

Dari Total 245.000 Ha Lahan di DAS Limboto- Bolango Bone, 140.487 Ha termasuk dalam kategori

agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi

baik di sungai maupun di Danau Limboto. Dalam waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan

hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan pemukiman, pertanian,

semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koe pengaliran dan

Indeks Erasi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih

dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep Wafertont Giy Hal ini

menyebabkan Ungginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo , dimana 5796 masyarakat tinggal di

Kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo (Evaluasi Aelaksanaan Pengendaian Barjir Homnsi

Garontalo, Bappenas RI Desermber 2021)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo Tahun 2019 berada pada poin 74,54.

“Kondisi ini masih berada di atas IKLH rata-rata nasional," adapun indikator yang menjadi dasar

perhitungan dari IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks

Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Misalnya saja pada Indeks Kuslitas Air Tahun 2020 meningkat sebesar 49,33, lebih tinggi 2,33 point

dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut herada pada status bahaya, dimana status Sungai

Bane, Sungai Bionga, Sungal Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu, dan

'Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai sedang. Hal ini disebabkan oleh: Limbah Domestik,

Limbah Pertanian, Limbah Petermakan, Limbah Industri, Priaku masyarakat membuang tinja dan

ketersediaan sarana sanitasi (jamban) yang masih kurang, pengeloaan sampah dan limbah B3 yang

belum maksimal, serta ilega/ Logging dan ketaatan pelaku usaha yang cenderung rendah.

Adapun beberapa Respons yang harus dilakukan terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di

Provinsi Gorontalo antara lain: Penyusunan Dokumen perencanaan berbasis KLHS, Membangun

koordinasi dengan instansi terkait Pembangunan sarana sanitasi (Jamban, SPAL) secara bertahap,

Memperketat proses perljinan berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH),

Penguatan kapasitas masyarakat terkait Iingkungan hidup, Rehabiltasi hutan dan lahan dengan

Target Provinsi 1000 haitahun dan BP - DAS tahun 2020 2.500 ha, Pemberdayaan masyarakat melalui

Perhutanan Sosial: pengembangan gula semut, jamur tiram, pembuatan handsanitizer, Pengelolaan

DAS dan rehabilitasi, dan Pengembangan pertanian berbasis konsenvasi.

Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup sampah juga masih menjadi permasalahan dalam

Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Provinsi

Gorontalo, hal ini dibuktikan dengan Timbulan sampah 623,55 tor/hr atau 227.577,28 ton/ihn dan

Mik Mada Mey | SKe m
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6594 Limbah B3 belum terkelola dengan maksimal (Sumber : DLHK Provinsi Gorontalo). Adapun tarnget

pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada.

(Kebijakan Strategi Daerah) sampai dengan tahun 2024 diharapkan mencapai 28 96 (70.095,050

ToniTahun).

Sementara kerusakan hutan Juga menjadi perhatian yang serius dalam penanganannya hingga tahun

2020 Iuas lahan kritis dalam kawasan sebesar 140.446 Ha sementara di luar kawasan sebesar

191.852 Ha sehingga total lahan kritis 332.298 Ha, Kerusakan terbesar berada di wilayah Kabupaten

Gorontalo dengan Iuas 100.463 Ha.

12. Tingginya Risiko Bencana

Provinsi Gorantalo tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di

antaranya merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika

perubahannya. Bencana-bencana tersebut antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor,

kekeringan serta cuaca ekstrim.

Melalui penerapan kerangka kebijakan untuk mengurang kerentanan (vulnerabilty) dan

meningkatkan ketahanan (eesilience) yang menjadi titik simpul Konvergensi adaptasi perubahan iklim

(API) dan pengurangan risiko bencana (PRB). Luas wilayah provinsi Gorontalo adalah 12.435,00 km?

dengan jumlah penduduk sebanyak 1.202.631 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 170

Juwa/km? (BPS, 2020). Bentuk bentang alam dan permukaan tanah di wilayah ini sebagian hesar

adalah perbukkan, oleh karenanya Gorontalo memilki banyak gunung dengan ketinggian yang

beragam, Selain itu kondisi tektonik wilayah ini juga dilintasi oleh Sesar Gorontalo yang melewati Kota

Gorontalo.

Kondisi geologi demikian menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempabumi

dan tanah longsor. Berdasarkan dari data yang dihimpun dari

DIBI BNPB selama perlode 5 tahun torakhir provinsi Gorontalo telah mengalami sebanyak 71 kejadian

bencana yang didorinasi oleh bencana banjir, gempabumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan

lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 Provinsi Gorontalo memiliki indeks

tisiko sedang dengan nilai indeks 120,61( sedang).

13. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pembangunan

Rendah Karbon

Emisi RAD-GRK Provinsi Gorontalo berasal dari 3 (tiga) bidang yaitu 1) Berbasis Lahan, 2) Berbasis

Energi dan 3) Pengelolaan Limbah. Hasil proyeksi Business as Usual (BAU) Provinsi Gorontalo tahun

2020 tanpa intervensi aksi mitigasi, bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi

GRK terbesar sebanyak 95,896. Sedangkan bidang berbasis energi dan lmbah secara berturut-turut

menyumbang 3,886 dan 0,996 dani total BAU 2020 di Provinsi Gorontalo.

14. Belum optimainya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

(a | Saa



15.

Belum meratanya kuslitas pelaksanaan Relormasi Birokrasi (RB). Capaian RB Provinsi Gorontalo

pada tahun 2019 “BB” sehingga perlu didorong terus pelaksanaannya hingga maksimal. Sementara

itu, kesalahan dan kelalaian dalam proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Juga masih terjadi, hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa PNSD yang bermasalah hukum

an berproses hingga ke pengadilan.

Beberapa permasatahan yang menjadi isu strategis. Pertama, terkait dengan profesionalitas PNSD,

peneragan sistem merit belum optimal dilaksanakan serta rendahnya Kompetensi dan tingkat

pendidikan PNSO.

Kedua, dari aspek tata laksana, perlu didorong penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan

yang Juga akan mendukung penerapan Sister Pemerintahan Berbasis Flektronik (SPBE) dan Satu

Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan.

Ketiga, dari sisi akuntabiltas, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh predikat "B" atau baik

untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemorintah (SAKIP) tahun 2020 Hasil ini

menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja mulai terbangun dengan baik, khususnya

dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah, namun kedepan perlu terus dioptimaikan

keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program sehingga perencanaan dan

penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Mengingat kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain kenaikan belanja pegawal, belanja bunga

pinjaman daerah, belanja untuk Pilkada Tahun 2024 dan Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota Oleh

karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran

yang torpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penguatan konsolidasi demokrasi

Rendahnya Rase Aman di Lingkungan Masyarakat, Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan

masih relatif tinggi. Secara khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian

'setiap negara, dan juga menjadi komitmen global dalam pencapaian sasaran TPB. Oleh karena tu,

perempuan dan anak korban kekorasan memeriukan penanganan khusus. Selama tahun 2020

kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah menyelesaikan 2.199 kasus kejahatan Konvensional dari

3.485 kasus yang dilaporkan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan 61 kasus. Kasus tertinggi

adalah kasus penganiayaan 989 kasus, pencurian biasa 398 kasus, penipuan 234 kasus, kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) 182 kasus dan penggelapan Sebanyak 165 kasus.

Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam, meluasnya penyebaran paham ideologi

berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga

pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragar, fidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi

juga perempuan dan anak-anak. Selain tu penegakan peraturan daerah masih lemah, dibuktikan

dengan belum adanya laporan penindakan terhadap penegakan peraturan daerah

ib an



Dari sisi demokrasi, Biaya politik Linggi merupakan masatah multidimensi, masalah ini mengakibatkan

maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam mesyarakat dan tata keloia pemerintahan.

masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, Intoleransi, dan

diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Rondahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

capalan indeks demokrasi Indonesia (1D1) di Provinsi Gorontalo tahun 2021 mencapai 77,01. Angka ini

mmasuk kategori sedang

16. Dukungan Terhadap Isu Strategis Nasional di Provinsi Gorontalo

Dalam Musrenbangns RKP tahun 2025 Presiden RI menyampaikan beberapa hal yang harus

diperhatikan yakni terkait kemampuan manajemen fiskal, koordinasi dan sinkronisasi dalam

perencanaan dan penganggaran project prioritas, haik nasional maupun daerah. Tahun 2025 adalah

fondasi awal pelaksanaan RPJPN 2025-2045 dan RPIMN tahun 2025-2029 untuk meneruskan

kewajiban bangsa dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Dalam mewujudkan hal tersebut,

Giperlukan Optimalisasi sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, penguatan kolaborasi

pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dan penguatan Integrasi berbagai

sumber-sumber pembiayaan pembangunan, sebagaimana pidato presedien dalam Musrenbangnas

2025.

Isu Strategis Nasional adalah Isu terkat Transformasi Ekonomi, Transformasi Sosial dan

Transforasi Tata Kelola yaiu:

1. Peningkatan cakupan dan kualtas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalan

penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan dan pemerataan kanasitas responsive

'System kesehatan di seluruh wilayah,

2. Optimalisasi honus demografi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang

berkualitas:

3. Percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi

'seluruh penduduk sesual kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan iklusi?:

4. Peningkatan — mutu dan daya saing produk, produktivitas tenaga kerja, Kemampuan

menciptakan inovasi, serta tuntutan ekonomi hijau:

Destinasi pariwisata dan masalah degradasi Iingkungan:

Mendorong peningkatan ekonomi kreatif dan produktivitas ekonomi di sektor parairan serta

memastikan pembangunan herkelanjutan yang memperhatikan sistem ekonomi, sosial dan

lingkungan:

7. Percepatan transisi energi, ekonomi sirkular industii, tenaga kerja hijau dan penglolaan tutan

lestaris

8. Dgkkalisasi sektor strategis dan integrasi ekonomi dometik dan global,

Fa



9. Integritas partai polik sistem anti korupsi dan akuntabiltas kinerja

pemganunan,transtormasi digitalisasi pelyanan publik, manajemen talenta dan integrasi proses

bisnis.

Mengacu pada focus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

dan memperhatikan teknokratik RPJMN serta menelaah rumusan istrisu strategis daerah, maka

kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah

» 1, Peningkatan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi akan dititkbertkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi

yaitu pertanlan, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai

tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

» 2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan

Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan Seluruh seluruh

stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang

belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

» 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan

menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas,

pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga

mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

» 4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama

Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian

kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

» 5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis

Pembangunan infrastuktur ditlitikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar,

Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan

Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

» 6.Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

» 7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi

Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi

birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Tema dan Unsur Tema RKPD Tahun 2025



Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo dalam RPD Proviasi Gorontalo Tahun

2093-2025 dan herdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun berjalan dan isu

Strategis pembangunan daerah, maka ditetapkan tema dan unsur tema pembangunan untuk tahun

2025 adalah:

“Transformasi Sosial Ekonomi Inklusif dan Hilirisasi Sumber Daya Alam

Berkelanjutan yang didukung Tata Kelola Pemerintahan”

Adapun unsur tema RKPD tahun 2025 adalah, sebagai berikut

Tabel4.1

Unsur-unsur tema RKPD Tahun 2025

(Transtormasi Sosial | 3. Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan

(Penanganan (SMA,SMK dan Pendidikan Khusus)
Kemiskinan — dan| 2 Meningkatnya derajat kesehatan

'Stunting 3. Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda dan

Kelompok Rentan

4.. Moningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan

agama

5.. Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat

6.. Meningkatnya budaya Iiterasi masyarakat

(Transformasi 1 Meningkatnya daya dukung dan kualias Sumber daya
Ekonomi dan ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi

Hilirisasi Sumber yang berkelanjutan

Daya Alam 2. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah,

Berkelanjutan Lapangan kerja dan daya saing perekonomian
3. Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa |

3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

5.. Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencane dan

bahaya iklim

Peningkatan 1. Memperkuat Infrastruktur Untuk mendukung Pengembangan|
Infrastruktur Dasar | ” ckonomi Inklusit dan Pelayanan Dasar,

(dan Strategis

(Tata Kelola 1 Meningkatnya siabiltas keamanan dan penguatan demokrasi

Pemerintahan yang | — daeran

IBaik dan Stabilitas | 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

IKeamanan Daerah

4.3. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Perumusan Stratogi dan arah kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan

sasaran pembangunan menengah daerah yang dirumuskan dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan

agar pembangunan lebih terarah, efektif dan efisien dalam perwujudan tujuan dan sasaran

membangunan, Berdasarkan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026,



Sebagaimana tema yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 maka sasaran, Strategi dan arah

kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan deerah tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel4.2

Tema, Unsur Tema dan Sasaran RKPD 2025

no! Tema Unsur Tema Sasaran

Tansfomasi — Ekonomi | Meningkainya daya dukung an

dan Hilnsasi Sumber Kusitas sumber daya ekonomi

Daya Alam Berkelanjutan | sebagai — modaltas — bagi

pembangunan — ekonomi — yang

Inklusif dan berkelanjutan

Meringkabnya nilai tambah prodik

unggulan daerah, Lapangan kerja

| dan daya saing perekononian

Meningkatnya daya sang — dan

Tiansformasi — Sosial kemandirian desa

| Ekonomi dan Hilirisasi Meningkatnya kuaitas. Ingkungan

Sumber Daya Aam hidup

Berkeanjutan — yang “ Henngkamnya ketahanan terhadap

didukung Tata Kelola | dampak bencana dan bahaya Klm

I | Pemerintahan Transformasi Sosial Meningkainya mutu dan kualkas

dBenanganan. Kemiskinan | layanan pendidikan

an Stunting) Meringkatnya derajat Keshalan —

7 Penngkatan — Kiaas — ank

perempuan dan pemuda.

E a
pelestanian — kebudayaan — an

agama

— “Remenihan Fak Sosal Dasar

| Masyarakat

& “Meningkainya — Budaya — Meras

masyarakat

ln CTasbukur Gasar an | Memperkuat Infastukiar — Gk
Suey mendukung — — Pengembangan

Ekonomi Inklusif dan — Pelayanan

Dasar

E Stabiitas Keamanan dan | Meningkalnya #GGl keananan

Keteraban Daerah dan penguatan demakrasi daerah

) Meningkabnya Kusitas Tata KGG

Pemerintahan

Adapun uraian sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana penjelasan di bawah ini

W



1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi

pembangunan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan

Strategi: Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi

potensial hersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak

pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan.

Arah Kebijakan yang ditakukan adalah :

1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian dan perikanan yang

herkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan fisiensi rantai distribusinya

2. Penumbunan dan peningkatan kapasitas emerging sedors (bioekonomi — dan

bioteknologi,pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya):

Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam

mendukung pengembangan wilayah,

4. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan

wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-toriSsn)i.

Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang

inklusif,Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi Untuk

mengembangan potensi unggulan.

6. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.

7, Penguatan kemandirian pangan dari ketahanan air, ahtara lain melalui pertanian regenerative

'Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.3

Indikator, Capaian dan Target Sasaran I

No| IndiatorSasaan | Capaian2023 — Target2024 Target 2025

1 | indeks Ketahanan Pangan | 80,52 Indoks —— 88,04 Indeks 88,86 Indeks

— 0 b, Maii

2 | Kontribusi Sektor 37,15 30 38,98 90 EE
Pertanian terhadap PORB .

3 NilaiTukar Nelayan dan — S5AaRaso . 97,82 Rasio 96,82 Rasio

Pembudidaya Ikan (NTN-

i —

4 NiaTukar Pe (NTP) . 111,32Rasio | 10500 Raso 105,89 Rasio

Nilai Tukar Usaha Ti56akaso | 113,18Rasio 16,85 Rasio
Pertanian (NTUP) L

6 | “Kocfisien Variasi Harga

1 | Antansilayah Tingkat

| Provinsi p|
7 | “Pembentukan Modal PORE 0 SePDRE

Tetap Bruto

5 Prevalensi

ketidakcukupan konsumsi

2. Sasaran: mer gkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan

'daya saing perekonomian



Stratepi : Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perkanan,

petemakan, peningkatan nlai tambah , Peningkatan KUKM, peningkatar ekspor, dan peningkatan

pariwisata dan ekonomi kreatif

Arah Kobijakan

1. Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan memhangun

kemitraan:

2. Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha Industri,

mengelola sistem informasi industri, pengendalian dan pengawasan terhadap linbah industri

3.. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasani dan hubungan

Indusiriat:

4 Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM:

5. Digkalsasi promosi dan pemasaran:

6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi portanian,

perikanan dan kehutanan berskala kecil:

7. Perluasan kemitraan dan kerjasama internaslonal, Pameran dan misi dagang untuk mendorong

ekspar:

Kerjasama antar dacrah dalam memenuhi bahan baku Industri:

9, Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasari

10. Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengermbangan produk Unggulan dalam

mendukung pengembangan willayah:

11. Peningkatan nilai tmbah dan penerapan pariwisata berkelanjutan terimasuk pengembangan

Wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism)i

12. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis

pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Rotubarani, Tluta, Bubohuf/Bongo,

Bolihutuo, Minanga, Torosiaje)

13. Pengembangan industri pariwisata halal:

14. Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

15. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non togam dan batuan dalam

rangka peningkatan penanaman modal daerah:

16. Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA)

tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan alr tanah.

Sasaran Ini dukur dengan menggunakan Indikator Kinerja sebagaimana tabeldi bawah Ini Tabel 4.4

i Sg aak Saaan

Ganaian Target | Targa

lan | ke 2023 W 2024 2025
E E
Oe |

Misi Oee Fae | omun msuo

EEI $



(3 EiSpor Barang dan Jasa (36 PDRB) 37,5696

4 Realisasi PMA/PMDN 5515 2679 13, 352
TOE/Miyar — TOE/Milyar

l— . Rupiah Rupiah
5 Kontibusi PDRB sektor Parisata. ZA 35

6 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi
| Makan dan Minum

7 | Praparsi PDB Ekonomi Kreatif —

18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 56,490

Perempuan B

15— Presentasi Penyandang Disabilitas

Bekerja di Sektor Formal

3.Sasaran Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

BI £ OKAI BAAI AGI GRAAN BA GGG Galan G BenGA BeI

Hastar kemasan Srategis Ietrik

Arah Kebijakan

1.. Reviaisasi embaga GKOnOm desai

2. Keribama antar desa dan ane lembagia BAGI Besa,

3..“Peningkatan sarana prasarana ekonomi deso,

.. Peringkatan infrastruktur ekonani dese,

3 “BNI Akey Giy mennaiasan Skonon kelisnga / berkisakan porerii

Ge

B OiI Dal IYAIA SSI HNS aN Pengurtan lo Kelai Ge Dey

7... Pengembangan dan Fasitasi Kawosan Transmigrasi,

8.. Pembitaan Dinas PMD KahiKota dolam memperkuat kapasitas dalam pengendalan

Inrasbuktur pedesaani

8...Revkalsasi peran Timi Koonlinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Proinsi Garontalo

(PKP-o).

Sesaran ini dkur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sebagaimana abel i bawah ini

Tabel4.5

Indikator, Cagelan dan Target Sasara

F Fr Capalan 2029 | Target 2034 | Yoek

Kembkian peee EEE
2 — Peningkatan Status Desa dari desa 49 Desa 6Desa 7 Desa

maju menjadi desa mandiri (kawasan

| Svategis Provinsi/Lokasi Prioritas)

4. Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Strategi : Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan periindungan Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan :

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingungan Hidup:1,

F EA



2. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha danf/atau Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan /

persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidupi

3. Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat

kehutanani

Pembangunan Rendah Kartoni

Rehabitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutani

Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH):

Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan).

'Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja sebagaimana tabe di bawah ini

Tabel 4.6

— Indikatan Gapalan an Target Sasaran IV

Indikatar —— | Capalan 2029 Target 2024 | Target 2025
“indeks kualikas Ingkungan | 7052 Indeke — BOGINdeKS 7 GG Indeks
hidup (IKLH) P

"apaan JKH Iebah mm Tagia AK AA

5. Sasaran Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim

'Strategi : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana

Arah Kebijakan

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana:

2. Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

Strategi : Pembangunan Rendah Karbon

Arah Kebijakan

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan:

2. Rehablitasi Hutan dan Lahan:

3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan:

4. Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta

manajemen limbah indusiri

5. Peningkatan fasiltasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala

kendaraan bermotor.

'Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawan ini

Tabel 4.7

Indikator, Capaian dan Target Sasaran V

Indikator Capaian 2023 | Target2024 — Target2025

Indeks Resiko Bencana 120,617 0| 119,512 |
pan JNG tekah mebimpasui Tanet Akl RAD

MEe



6. Sasaran Meningkatnya mutu dan kualitas layanan Pendidikan

Strategi : Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Secara Proporsional

'seperti Guru produktif dan Guru pendidikan lar biasa.

2..Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Satuan Pendidikan, khususnya satuan pendidikan

menengah dan satuan Pendidikan Khusus

Meningkatkan Kualitas pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan menengah dan Khusus

4..Mendorong peningkatan kualitas dan daya saing Iulusan SMK, melalui penguatan mutu, relevansi

penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis pengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan

Dunia Industri

Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Berbasis Entrepreneurship

Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Data Pendidikan

7. Peningkatan Koordinasi Dan Advokasi Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pemenuhan SPM

Pendidikan

'Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.5

Indikator, Capaian dan Target Sasaran VI

Capalan 2023 | Target 2024 — Target 2025

810 828 856

IHarapan Lama Sekolah 13,16 1324 13,93

ingka Partisipasi Sekolah (APS) 17 7163 7239

Persentase satuan Pendidikai — SMA:52 SMA — 1:20 SMA — 56

berakreditasi minimal B SMA/ISMK — SMK:33 SMK 1215 SMK - 42

(46)

Persentase. penduduk penyandang 989 ”

disabiltas yang bersekolah

7. Sasaran Meningkatnya derajat Kesehatan

Strategi : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

Arah Kebijakan

1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda:

2. Peningkatan ketersediaan dan kualtas SDM Kesehatan pada fasiltas Kesehatan provinsi

3. Peningkatkan kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi

“B: ig 1—»;;_' ;Xi



4.. Peningkatan pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan

Pengerbangan promosi dan permasaran abkesda

6. Peningkatan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan

Perarangan (UKP)

7. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaton/kota dalam percepatan

penanganan stunting

8. Peningketan koordinasi advokasi pemerintah kabupaton/kota dalam pemenuhan SPM

Kesehatan untuk penurunan AKI AKB

9, Digitalisasi layanan Kesehatan

10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel4.9

idikator, Capaian dan Target Sasaran VIl

Indikator Capalan 2023 — Target 2024 Target 2024

langka Harapan Hidup 6883 6861

Prevalensi Stunting 26,9 96 1496

8. Sasaran Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat

Strategi : Perlindungan sosial bagi masyarakat

Kebijakan

1, Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial:

2. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosiel

(PMKS)i

Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabiitas dan iansia dalam

panti:

4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahtoraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota

secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu:

Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial

6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan pi

anak dan ibu hami.

Sesarari ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.10

. Indikator, Capaian dan Target Sasaran Vill

Indikator Capalan 2023 | Target 2024 — Target2025

Cakupan penerima — penjaminan

Si la | 96696e 957 96 91
memelinaraan kesehatan (UHC) |



Cakupan masyarakat miskin yang
10,90 96 229 2596

mendapatkan Bantuan sosial (36)

Cakupan Kepesertaan — JaminanWAH 493816 - 5196
Soslal Ketenagakerjaan Provinsi — |

AasGn G me Dnl aM 204 Berly penetapan tanpet kembal.

9. Sasaran Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

Strategi : Meningkatkan tumbuh kembang anak, perindungan terhadap perempuan dan anak,

meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi

pemuda dalam pembangunan

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak:

2. Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan:

3.. Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual:

4.. Mengembangkan potensi dan minat pemuda:

5 Menumbuhkan jwa wirausaha muda.

'Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah Ini

Tabel4.11

Indikator, Capaian dan Target Sasaran IX n

Indikator Capalan 2023 Target2024 | Target 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 038

Indeks Pembangunan Kualtas Keluarga p

Indeks Pembangunan Gender
a832

Indaks Perindungan Anak 610

Indeks Pembangunan Pemuda
54,17 (2022) 52,62 54,57

10.Sasaran Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

Strategi : Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan

dan meningkatkan nilai keagamaan

Arah Kebijakan



1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal Untuk

mendukung Rintisan Geopark Gorontalo,

Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan,

Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental Spiritual:

2

3.

4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah,

5. Peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

'Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Kinerja sebagaimana tabei di bawah ini

Tabel4.12

Indikator, Capaian dan Target Sasaran

Indikator Gapaian 2023 | Target 2024 | Target 2025

Persentase warisan budaya z

| .. benda/tak benda yang telah z _

| ditetapkan terhadap total registrasi |

Indeks Kerukunan Umat Beragama|

“Sasaran Ini hanya menargetkan capaian pada akhir tahun RPD yaknl lahun 2026.

11.Sasaran Meningkatnya budaya literasi masyarakat

Strategi

berkarakter

Meningkatkan budaya Iterasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan

Arah Kebijakan

1. Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi

dan penguatan Iterasi peserta didik dan masyarakat,

2..Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah,

Serta Sastra daer:

3..Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi Iiterasi masyarakat yang mudah

diakses dan diperoleh masyarakat:

4..“Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah

dalam penguatan literasi masyarakat.

'Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel4.i3

se Gi aa Tag S

: .

! Andikatar Gapalan 2023 | Target2024 | Target2025
Indeks Pembangunan i i

| K m | s ne |
aa Meb mek tek RD

12.Sasaran Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar



'Strategi : Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi

Arah Kebijakan

Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasari

Peningkatan pengelolaan dan peananganan sampah:

Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencanai

Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasiltas Umum lalnnya:

Peningkatan kualitas pemanfaatan ruangi

Mengurangi Bactiog,

Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi,

Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi:

Peningkatan keselamatan lalu lintasi

10. Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas.

Tabel4.14

Indikator, Capaian dan Target Sasaran XIl (o) B

Indikator Capaian 2023 | Tamet2024 | Taroet 2025 |
A

Persentase Kondisi Mantap Jalan ovs . |
703 6451 1,5

Rasio Elektifik O . i
Pek BMAe DP 998 997 100
“Konsumal Utrk Perkapita (AH)" an Sapenaai Da

1.100 1.100 1.100

Persentase Luasan Kawasan Kumuh (96)

Persentase Cakupan Alr minum Layak
96,16

( ReaMase Gakupan Sanisi Layak c Ae

(easa K Ds Keaan . 1 2150
aab “ 30,19 |

Pnins

Rasio Konekivitas nk WIEaR OE 0S ane O55 Rasio | BAGI Rano

Strategi : Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan

E Goverament

Arah Kebijakan

1, Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),

2..Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan:

3..Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan, meningkatkan tata Kelola

informasi dan komunikasi

4.. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan



pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi.

'Sasaran Ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di hawah ini

Tabel 4.15

Indikator Capaian, Target dan Target Sasaran XII (b)

INDIKATOR CAPAIAN 2023 TARGET2024 | TARGET 2025 |

Nilai Maturitas SPBE 222

13.Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Statogi Percepatan reformasi birokrasi

Arah Kebijakan :

1 Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran

pembangunan, peneragan standar internasional dalam mutu layanan pubiik, Lata kelola

pemanfaatan TIKi

Proses bisnis arganisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunani

Transformasi digital dalam penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemantaatan

infrastruklur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara

terpadu:

Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan

ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional,

pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan

pengembangan budaya kerja berakhlak:

Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insenuif untuk ASN

tingkat risiko pekerjaan tingg, dan bertalenta (high performance)i.

Porluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan z0na integritas menuju

WEBKAVBBM dan pengembangan dani implementasi sistem integritas ASN:

Penguatan akuntabiitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan

dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagalmana

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barangijasa

pemerintah:

Peningkatan kuafitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui

pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-senvices dan Sistem Informasi Pelayanan

Publiki

Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik:

Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik,

Penataan produk hukum daerah:



13. Peningkatan kapasitas tata laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset,

pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, Kearsipan, riset,

inovasi, Faslitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Pelayanan

Pimpinani

14. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompoten didukung oleh

manajemen ASN berbasis sistem meriti

15. Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan

'daerah yang akuntabel dan terintegrasi,

16. Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

'Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 416

Indkatr, Capelan Go argei Sesaan KI

Indikator | Capaian 2023 “ Target 2024 Target 2025

Ma Si s ke a

Ieek Kematangan Oan g koek abindes

me Mal Pae ee K Guk

pn Pengean Kaanan . Pa MP3 p3

Indeks Sistem Merit . 327 i 300

a Holurs eee s -

MEe a A a

Ieek Pelarn AK laa :

Rasio Pajak Daerah Terhadap JI 16
PBa

14. — Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

'Strategi : Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan demokrasi

Arah Kebijakan :

1..Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas:

2..Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI:

3.. Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan,



partisipasi etni

Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila:

Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten:

Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil:

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik.

'Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.17

Indikator, Capalan dan Target Sasaran XIV

AIndikator Capaian2022 | Target2024 | Target2025

Indeks Integritas Nasional 747 2

Indeks Demokrasi 1374 14 78

“Indeks Demakrasi ditargetkan hanya pada akhir tahun RPD

4.4 — Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan dengan kepentingan

Pubiic dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian indicator tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijelaskan

sebelumnya, Provinsi Gorontalo menetapkan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2023

'Sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 4.18

Program Prioritas Provinsi Tahun 2025

No Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan — — OPD Penanggung Jawab

Daerah b |
Tujuan : Peningkatan ekonoml dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana & Dinas Pertanian
| Pertanian -

3 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana | Dinas Pertanian

Pertanian B
3 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian dan Penanggulangan Dinas Pertanian

Bencana Pertanian 
D|

5 | Program Penyuluhan Pertanian — Dinas Pertanian



5 J erogram Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk — Dinas Pangan

Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

7 | Program Peningkatan Diversilikasi dan Ketahanan — Dinas Pangan
Pangan Mesyarakal

8 J eragram Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Pangan

9 | Program Pengawasan Keamanan Pangan. Dinas Pangan

10 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan.

11 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan.

12 | Peogram Pengawasan Sunber Daya Kelautan dan — | Dinas Kelautan dan Perikanan

Penkanan

15 Frogram Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau — — Dinas Kelautan dan Perkanan

Pulau Kecil B

Program Pengelalaan Penkanan Tangkap (UPTD — Dinas Kelautan dan Perkanan

Pelabuhan Perikanan Tenda)

35 | Prograin Pengelolaan Perikanan Tangkan (UPTD — UPTD-PPI Tilamuta

Pelabuhan Perikanan Tilamula) B

16 Program Pengelolaan Perikanani Budidaya (UPTD — | UPTD-Balai Pengembangan

Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau) Budidaya Perikanan Laut & Payau

17 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD — | UPTD-PPI Gentuma

Pelabuhan Poerikanan Gentuma)

| Sasaran : Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja

dan daya saing perekonomian

1 “J Proaram Pengolahan dan Pemasaran Hasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Perkanan

Z | Prograin Pengolahan dan Pemesaran UPTD-BP2MDPP

Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP) n

3 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Dinas Parimisala

|— Periwisata

Program Pemasaran Pariwisata. Dinas Pariwisata

Program Pengembangan Ekonori Kreatif Melalul — | Dinas Pariwisata

Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan

Intelektual

5— Program Pengembangan Sumber Daya Panwisata | Dihas Pariwisata

1— dan Ekonomi Kreatif

7 | Pragram Pengawasasan dan Pemeriksaan Koperasi.— Diskumperindag D|

8| Program Pendidikan dan Latihan Koperasi Diskumperindag

J

x

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.—. Diskumperindag

0| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha — Diskumperindag

Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

11 | Program Pengembangan UMKM Diskumperindag

12 Program Perencanaan dan Pembangunan Indusiri.—. | Diskumperindag

12 Diskumperindan

Program Pengendalian lzin Usaha Industri. Bl

13 Program Pengelolaan Sistom Informasi Indusir — | Diskumperindag

Nasional

15 Program Periinan dan Pendaftaran Usaha Diskumperindag

16 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokak | Diskumperindag

dan Barang Penting ———

(17 | Program Pengembangan Ekspor. Diskumperindag

18 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen — UPTD Balai Pemantapan

n Sertifikasi Mutu Barang

15 | Program Pengenbangan Iklim Penanaman Modal.—. Dinas PMPTSP

20 | Program pengelolaan data dan sistem informasi —— Dinas PMPISP

penanaman modai



21 | Program Promasi Penanaman Modal Dinas PMPTSP.

22 | Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas PMPTSP

23 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman — | Dinas PMPTSP

Modal B
34 Progran Penempatan Tenaga Kerja. Dinas Naker ESDM Trans

25 Program Hubungan Industrial Dinas Naker ESDM Trans

126 Program Pengawasan Ketenagakerjaan |“ Dinas Naker FSDM Trans

27 Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas | Dinas Naker ESDM Trans (UPTD

Tenaga Kerja —— |-Bug

35 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Dinas Naker ESDM Lrans

29— Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Dinas Naker ESDM Irans

'Sasaran : Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, — Dinas PMD, Administrasi

Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dukcapil

2 | Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD, Administasi

B Dukcapil
Program Peningkatan Kerjasama Desa Dinas PMD, Administrasi

a ie aa Dukcapil —
4 | Program Penataan Desa | Dinas PMD, Administrasi

| Dukcapil
5| Program Pendaftaran Penduduk Dinas PMD, Administrasi

Dukcapil

5 Program Pencatatan Sipil Dinas PMD, Administrasi

Dukcapil

7 Program Pengelolaan Informasi Adininisirasi Dinas PMD, Administrasi

—— Kependudukan | Dukcapi

8— Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi — . | Dinas Naker ESDM 1re

9— Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi— | Dinas Naker ESDM

Sasaran : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi

dan Pelayanan Dasar

1 Teragram Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPRPKP

2”— Terogram Penyelenggaraan Jalan Dinas PUPRPKP

3— Terogram Penataan Bangunan Gedung

3— | Program Pengembangan Permukiman

5| Program Penataan Bangunan Dinas PUPRPKP

6 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem —— Dinas PUPRPKP

Drai

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem | Dinas PUPRPKP

Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem — | Dinas PUPRPKP

Penyediaan Air Linbah

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Dinas PUPAPKP —

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Dinas PUPRPKP

—— Santunan Tanah untuk Permbangunan.

11 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan —— | Dinas PUPRPKP

| umu

(2 Prograni Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas PUPRAKP

13 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah — | Dinas PUPRPKP (UPTD Bal

Pravinsi Gorontalo (UPTD Balai Pengujian Material | Pengujian Material Jalan dan

L.. | salan dan Bangunan) n Bangunan)

1, AP. 3P
Ma naos i “Q



Dinas PUPRPKP (UPTD TPA . |

Talumelito)

Dinas PUPRPRP (UPTD TPA

Talumelito )

Dinas PUPRPKP

Dinas PM, ESDM, Transmigrasi

| Dinas PM, ESDM, Transmigrasi

14 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Persampahan Regional

75 Program Pengelolaan Persampahan

16 Program Kawasan Permukiman

17 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

18 Program Pengelolaan Energi Terbarukan

19 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan | Dinas Perhubungan

Angkutan Jalan (LLAI) .

20 Program Pengelolaan Pelayaran Dinas Perhubungan

21 Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi ——— Dinas Kominfo dan Statistik

Pubiik

32 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Dihas Kominfo dan Statistik

23 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Dinas Kominfo dan Statistik

Pengamanan Informasi

Sasaran : Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat

1 J erearam Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, PP dan PA

2” | Program Pemberdayaan Sosial “| DinasSosial, PP dan PA —

(3— Terogram Pengelolaan 1aman Makam Pahlawan — | Dinas Sosial, PP dan PA

14 | Program Rehabilitasi Sosial “Dinas Sosial, PP dan PA—

5| Program Penanganan Warga Negara Migran Korban | Dinas Sosial, PP dan PA

Tindak Kekerasan —

6 Program Penanganan Bencana — .. DinasSosia, PP dan PA

|Z— Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Sosial, PP dan PA I

(8— Program Perlindungan Khusus Anak Dinas Sosial, PP dan PA

9— Program Pengarusutamaan Gender dan Dinas Sosial, PP dan PA

Pemberdayaan Perempuan ———

10 Program Peningkatan Kualitas keluarga Dinas Sosiai, PP dan PA

11 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Dinas Sosiai, PP dan PA

Anak

( 1Z Terogram Perlindungan Perempuan. / Dinas Sosial, PP dan PA

Tujuan : Peningkatan Sumber daya manusia

Sasaran : Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan

1| Program nondidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, ——

Z Program pengelolaan pendidikan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

3 Program pengendalian perizinan pendidikan Dinas Pendidikan dan
5 Kebudayaan, —

3 Program Pendidikan Kurikulum Dinas Pendidikan an
Kebudayaan,

'Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan

rogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dinas Kesehatan

Manusia kesehatan ane

Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesenatan dan — — | Dinas Kesehatan

Makanan Minuman — D|

3— “ Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Dinas Kesehatan

Kesehatan |



4| Program Pengendalian Penduduk

5— erogram Pembinaan Keluarga Berencana

6— | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan

dan Upaya Kesehatan Masyarakat

7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

RSUD dr. Ainun Habibie

Sasaran : Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

'Sasaran : Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

1| Program Pelestarian Dan Pengelola: n dan

Budaya

Z | Program Pengembangan Kebudayaan

Cagar Dinas Pendidi

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan,

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan,

Kesbangpol

Progi Pengelalaan Permuseuman

4 Program Pembinaan dan Pengembangan

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan

| — Kanfilk Sosial

Kesbangpol

Sasaran : Meningkatnya budaya literasi masyarakat

1 Program Pengembangan Kesenian Tradisonal Dinas Pendidikan dan

| M Kebudayaan,

2 Program Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan —

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip ——— Dinas Kearsipan dan

. Perpustakaan

4 | Program Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan

B Perpustakaan

5 | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah —— Dinas Kearspan dan

kuno Perpustakaan —

Tujuan : Peningkatan kualitas lingkungan hidup

'Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2— Program Pengendalian Pencemaran danfatau Dinas LH & Kehutanan

—— Kerusakan Lingkungan Hiduf D

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Dinas LH & Kehutanan

Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Limbah 83) B

A

1— Program Pemenuhan Hak Anak (PHAL Dinas Soseal, PP dan PA

2— Program Perlindungan Khusus Anak Dinas Sosial, PP dan PA

3 Program Pengarusutamaan Gender dan Dinas Sosial, PP dan PA

Pemberdayaan Perempuan

Z Terogram Peningkatan Kualitas keluarga Dinas Sosial, PP dan PA

5 TProgram Pengelolaan Sistem Data Gender dan ——— Dinas Sosial, PP dan PA

Anak

6 | Program Perlindungan Perempuan. Dings Sosial, PP dan PA

Kebudayaan,

(11 Pogram Perencanaan Lingkungan Hidup — —— |Ds a Keneaman



4— Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap — | Dinas LH & Kehutanan

| an Ungkungan dan Lan Perindungan dan

|— | Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH,

5 | Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan —— Dinas LH & Kehutanan

Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

&— Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk.

Masyarakat D
7— Program Pengelolaan Hukan Dinas IH & Kehukanan.

| Program Konsenvasi Sumber Baya Alam Hayati dan — Dinas IH & Kehutanan |

Dinas LH & Kehutanan

Ekosistemnya

5 1 erogram Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan | Dinas LH & Kehutanan

Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

10 Program Pangelolaan DAS Dinas LH & Kehutanan.

Sasaran : Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim

1— Program Pengembangan Perumalian Dinas PUPRPKP.

2 | Program Penanggulangan Bencana BPBD

'Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

1 | eearam pengembangan Sumberdaya Manusia — Badan Dikat

2| Program Kepegawaian Deerah Badan Kepegawaiari Daerah

3.—“Program Pengelolaan Keuangan Daerah “—I Badan Keuangan Daerah

4— Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ————— | Badan Keuangan Daerah

5— Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah

6 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | BAPPPEDA

— Pembangunan Daerah

7 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan — | BAPPPEDA

Pembangunan Daerah

15 Program Penelitian dari Pengembangan Daerah — BAPPPEDA. B

91 eragram Penyelenggeraan Pengawasan Inspektorat —

18 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan — Inspektorat

Asistensi B ——
11 | Program kebijakan dan pelayanan pengadaan Biro Pengadaan

barang dan jasa

17 | Program perekonomian dan pembangunan Biro Pembangunan & Fkonor

13 | Program kebijakan administrasi pembangunan— — Biro Pembangunan & Ekonomi

14 | Program Penataan Organisasi Biro Organisasi mI
15 Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum | Bira Hukum. —

16 “Frogram Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bira Pemerintahan SKesra

17— Program Kesejahteraan Rakyat Biro Pemerintahan 8Kesra

18— Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi | Sekretariat DPRD

DPRD

15 Prograni Adininistrasi Umum Sekretariat DPRD — | Sekretanat DPRD

Pravinsi

20 | Program Pelayanan Penghubung Badan Penghubung —

21 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Kominfo dan Statistk

'Sasaran : Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

1— Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Keshangaol

Karakter Kebangsaan



2| Program Peningkatan peran partai politik dan Kesbangpol

Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan

Pengembangan Etika serta Budaya Poltik ————

3 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Kesbangpol

Organisasi Kemasyarakatan |

3 erogram peningkatan ketenteraman dan ketertiban | Dinas Satpol PP, Linmas dan

n ———— Kebakaran —
5 “ Program pencegahan, penanggulangan, Dinas Satpal PP, Unmas dan

penyelamatan kehakaran dan penyelamatan non —— Kebakaran

kebakaran |

Selanjutnya, dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah,

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penelaahan program prioritas daerah terhadap

prioritas nasional Tahun 2025, Adapun tujuannya agar dapat tergambarkan dukungan program

Priorikas Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan nasional.

'Sebagaimana Peraturan Mentori Perencanaan Nasional/Kepala Bapenas Nomor 2 tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 bahwa Tema. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" — monjadi

fondasi Awal untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan bernedoman pada RPJP Nasional

dengan RPIMN — dengan sesaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan

Pertumbuhan Fkonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan

menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi

Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas

2045, Serla Untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional

untuk Provinsi Gorontalo sebagi sebagai berikut:

Tabel 4.19

Prioritas Nasional untuk Provinsi Gorontalo 2025

Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi?

Pronlas Rasana i
Memaerkokoh ideclogi Pancasia, demokrasi, dan

hakasas manusia (HAM) —

« Penguatan kebebasan masyarakat SPI Untuk

berkumpul, — berekspresi, — bersenkat,— dan

berpendapat B
4 Penguatan kesetaraan — manarakat aa

informasi pubik — |

« Penyediaan la dari mesin pertanian prapanen

subsektor tanaman pangan

Prarlas Maslonal 2:

Memantaokan setem pertahanan keamanan

megara dan mendorong kemandiran bangsa

melalui siwasembada pangan, energi, alr, Gkonomi

Syanah, ckonomi digtal, ekonomi hjau, dan

ekanami biu -
« Penjdaan saara Basapanenianaman

- 'pangan

Penyadaan sarana prodUkSl Usaha penkanan

Yang disalurkan ke masyarakat ——
—.# Pengembangan Kawasan jagung berkelanjutan.

- Pengembangan Kawasan anek cabai di lima

Kabupaten Di

“ asitas Dusmese matehmaking Siadtup diaial
1B erhnopreneur —

- Pemanfaatan teknologi igkAl eee

G |



(erorias Masenal 3

Melanjutkan pengembangan Infrastruktur dan

| meningkatkan lapangan kerja yang berkualtas,

kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif

serta mengembangkan agromaritim industri di

sentra produksi melalul peran aktf koperasi

Prorias Naslonal 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia

(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,
prestasi Olahraga, kesetaman Gender, sena

penguatan peran perempuan, pemuda, dan

penyandang dsabiitas

Isanamiyah/sederajat « Fasltasi Iterasi digital.

Pricritas Nasional 5

Weanjudan hlirsasi dan — mengembangkan

indusiri berbasis sumber daya alam untuk

| meningkatkan nidai tambah di dalam negeri

| rerikas Hasional 6:
Membangun dari desa dan dari bawah Untuk

Demerataan ekonomi dan — pemberantasan

kemiskinan

Pie an
Memperkuat reformasi pollik, hukum, dan

birokrasi, serla. memperkuat pencegahan Gan

pemberantasan korupsl dan narkoba.

« Pemantaatan teknGlogi digiml di sektor uk —

na

« Pemanfaatan

pertanian —
Pembangunan prasarana pengendai daya risak

sekualgi daial G sek

| air di Sungai Bolango
« Rehabilitasi hutan dan lahah secara vegelanve

« Penguatan pengelolaan area dengan na

keamekaragaman hayati tinggi baik di dalam an

Ci luar kawasan konserasi.

“ Penuntasan — dan penngkatan — kuslkas

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi

« Pengembangan bidang keahlan Jenjang sekolah

menengah — kejunan diokuskan — unuk

mendorong pobensi daerah setempat pada

sektor pertanan, kehuranan, dan perikanan

« Penurunan kematian Ibu dari bayi.

« Pelaksanaan wajb belajar 13 tahun yang

berfokus pada percepatan peningkatan layanan

akses sekolah menengah pertama/madrasah

Penurunan kematian ib dan bayi

“ Pelkeanaan wajb belajar 13 tahun yang

berlakus pada percepatan peningkatan layanan

akses sekolah menengah pertama/madrasah

Isanawiya/sederajat.

asiitasi Iterasi digtal

7 Peningkatan keterkaitan ekonomi dan raniai

nilai domestik, antar daerah, dan giobal

« Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata

di Kabupaun Goomalo Utara dalam

mendukung pemerataan ekonomi

« Pembangunan rumah Susun pemeru pelayanan

kesejahteraan sosal di Kabupaten Bone Bolango

« Pembangunan rumah susun pemerlu pelayanan

kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone Bolango

« Peningkatan Wansparansi dan akuntabilkas

dalam pelayanan pubik

« Peningkatan Kapasitas Tekal daerah mek

Inensikasi pendapatan pajak daerah dan

mtrbusi daerah, pemanfaatan pembiayaan

alematif, peningkatan kualtas belanja daerah

Untuk mendukung potensi komoditas unggulan,

Optimalsasi. pemarfastan bansfer ke daerah,

serta sinergi perencanaan dan penganggaran

S prioritas daerah dengan prioitas nasional

Prioritas Naslonal &:

Hemperkuat penyelarasan kehidupan yang

harmonis dengan Ingkungan alam dan budaya,

peningkatan tolerangi antar umat beragama untuk.

Mencapai masyarakat yang adil dan makmur

« Penyediaan sumber daya manusia berkompeten,

sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

KA
N



Bergasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan pada Rancangan Awal RKP Tahun 2025,

dilaksanakan penyelarasan program prioritas Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025

dengan Prioritas RKP Tahun 2025 sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 4.9

Penyelarasan Prioritas Pembangunan Rancangan Awal RKP dan Rancangan Awal RKPD

Provinsi Gorontalo Tahun 2025 beserta dukungan Program Prioritas Tahun 2025

Ne PrioitasRKP | Prioritas RKPD
Propram Prioritas Pembangunan Proinsi

ihun 2024

4 | Prorkos Nasional | Penngkatan Ye . Pegram Penguslan IOSoogi Penesa den
! Keb Karakter Kebangsasn
Memperkokoh — | Pemenntahan, — 2. Program Peningkasan peran paa cellik dan

ideologi Pancasla, | Keamanan, Lembaga Pendiikan Melalul Sendidkan Poltik

demakrasi, dan Keleriban — den| — dan Pengembargan Fuke serta Budaya Poltik

ak asasi manusa | DeMGKraS 3. Pgam Pemberdayaan den . Penjanacan

S Orgarisas Kemasyarakatan

E & Pogram — penngkatan ketenteranan — dan
kereretan umum

5. Pregram — pencegahan, — penangoungan,

penyelamtan kebakaran can penyelamatan non

kebakaran

6 Program Peningkatan Kewaspadean Nasionsi dan

Seningkesan Kualtas an #asliasi Penanganan

ane Sasal

2 Pa Waslonal | MEmBaat . 1, Progiam Peryediaar das Pengembangan Sarane

z Ketranan Pertaran
Hemantankan — | Ekonam Muk 2 Pogam Peneoaan dan Pengenbangan

sistem pertahanan | Perturmouhan Prasarana Pertanian

keamanan negara yang Barcalkas 3. Peogram Pengendalan Kesehetan Hesan dan

dan — mendorong danSerkendian — — Kesenatan Masyarake Vetenner

kemandirian 4 Pogram Pengendalan dan Peranggulangan
bangsa — melali Bencana Pertanan

Swasembada | 5. Program Benyuluhan Seranan
pangan, — energi, 6 Program Pengelolasn Sumber Daye Ekonormi

ar— ekonomi nak Kesaulalan an Kemandtan Pencan
| syarian, . ekonomi . Proaram Peranganan Keraanan Pargar

dgita, — ekonomi & Program Pengamasan Keamanan Pangan
Mm i G 8. Mogram Pengeclaan Penkanan Tangkap

10.Program Pengeolaan Perikanan Bucidaya

11.Program Pengawasan Sumoer Daya Kelautan dan

| 12.mrogram Pengeloban Keautan, Pesar an uu

| —Pulau Kecil

13.Program Pengolahan dan Pemasaan Hasl

Perikanan

14.Program Pengolahea dan Pemasaran.

15.Hasi Penikanan (1D BP2NCPP)

| 15.brogram Peningkakan Dey Terk Deslnas

Parinsala.

17.Program Pemaseran Paneisats

| 18 Program Pengeribangan Ekocemi Kieal” Mealui

Pemanfaatan dan Perindungan Hak Kekeyaen

Inielektaal

19 Program Bengembangan Sum5er Daya Parinisala

(.



s

Melanjutkan

pengembanyan

Infrastruktur dan

meningkatkan

lapangan — kerjo

yang berkuaitas,

kewirausahaan,

mengembangkan

Industri — krf

sena

mengembangkan

agromaritim

industri l senta.

produksi — melalui

peran . akuf

kaperasi

Prlontas Hasional
&

Memperkuat

pembangunan

sumber — daya

manusia — (SDM),

sains, — teknolgi,

pendidikan,

kesehatan,

prestasi. Olahmga,

kesetaraan

dender, — se

penguatan peran

perempuan,

pemuda, — dan

penyandang
disabiltas

20.

2

5 Pae Masonal anFak li

paa danja

Srategis 3
a

c

1,

dan Dionomi Kreaur

Peogram — Pengawasasan an Pemerikaan

Kaperasi

Proaram Pendidikan dan Latihan Perkoperasan

Program — Pemberayaan dan Perindungan

Koperasi

Proaram Pemberdayasn Usaha Menangs”, Usata

Kecil, dan Usaha Mikre (UMKM)

Program Pengembangan MKM

#icaram Pengelolasn Svmbar Daya A (SA)

Wraian Peralangaaras Je

Program Penataan Sangunen Gedung

Program Pengembergan Pemukman

Program Perasaan Bangunan an Lingkungernya.

Frogram Pengeioaan dan Pengembangan Ssem

Danase

Program Pengelsaan dan Pengembangan Silen

Penyediaan Ar Maum

Srogram Pengelaan dan Pengembangan Sitsn

Penyecaan Ar Limbah

rogiam Penyelenggarasn Penatzan Ruang
Sogtam Senjeesaan Gami Kengan can

Saninan Tanah unluk Pembangunan

Program Pengadaan Tanah sn« Kepentngan

mm

Prograr Pengembangan Zasa Kanstruks:

13. Piograri Pengembengan Sistem Gan Pengeloaan

8

26,

8

.

Peningkatan

Sumbar — Oaa

Manusia

1

2

1

15.

Persampahan Regione:

Program Kamasar Pernukman

Program Pengelakan Ketenagalarikan

Program — Penyeknggaraan Lalu Linas can

Prangeutan Jalan (LLANI |
Program Bengelolasn Pelayaran

Program Pengekiaan Informasi G? komunikasi

Pubik

Program Sengelolasr Aplikasi Infomeska

Peogram Penyelenggaraan — Persandian unlik

Pengaranan Inforrrasi

Proaram penGiGi« dan benaga kepenciKikan

Program pengelolaan Pendidikan

Pronram pengendalhan perinnan Sendidie

broaram Penngkatan Kepastas Surber Daya

Manusia kesehean

Proaram Sedman Famas, Alar, Kesehatar dan

Makanan Pinuren

mogram Perberdayaan Mesyarakat Bidang

Kesenalan

#rogram Pengercalan Penduduk

Prograrm Peminaan Keluaiga Be-encana.

Sogam Pemenhan Upaa Ke

Percrangan dan Upaya Kesehalan Masyarake

mogram Peringkalan Kapaslas Sumoer Daye
Manusia Kesehetan

Program Perindungan an Jam e

Program Pembencayaan Sosia!

Piogram Pengelusan Taman Makam Sehiawan

Program Renabilcasi Sasis.

Program Penanganan Warga Negara Migran

Korban Tindak Kekeracan

1

Sasial



16 Program Pemenuhan Hak Anak (P

17.rogram Perindungan Khusus Anak

18.Pogram Pengarusutamaan — Gender — dan

Pemberdayaan Perempuan.

18. Prograri Peningkatan Kualfas Keluarga

20.Prograri Pengelulaan Ssiem Dala Gender dan

nak

21.Prograr Perindungan Peremauan

322.Program Pengembanger

23.Pgram

Keperudaan

Kesiaragaan

Kapasitas Daya Sainu

bergembangan — Dae Seng

24.Proram Pengembangan Kahastes Keoramukaan

25 Program Pembinsar: Perpuslakaan i)

| MNA MAA OAA (A '|
Pa Maslonal PENk . 4 Paf PeenGsnasi Gar PerGangunan Industn

B Industn hulu hiir, /2.. Pgram Bengendalan Iain Usera Indusi

Melanjutkan — peningkatan niai 3 Program Pergelelaan Sistem Inlornasi Indusi:

Miirsasi — dan lamaah tenga | Nason

| mengembangkan .— kera, Penngkatan (. Program Peraran dan Pecafaran Persahaan

Mu bebasis KKM — eksor, (5 Prugam Slabilsasi Hanga Be Kebuluhan

panmssta — dan| — Pokokcan Barang Pentng

SUMDer G2Ya BM okonom meatt 16 beogram Aengembangan Eksner
lar 7 Program — Slacaresasi — dan — Perindungan
meningkatkan nilai ss be

tambah cl dalam 8.“ Program Pengembergan Iklim Penanaman Mb |

negeri 9 Program pengeoiaan deia dan sistem “omasi
penanartan Modal |

10. Pregram Prorosi Penanaman Modal

11. Program Peayanan Penaneman Yodal

12. erogram Pengendalan Pelaksanaan Penanaman

Modal

13. Pronran Penemastan “ensga Kerja

13. Program Hubungan Indusimal

15. Program Pengemasan Ketenagakerjaan

16 Mogam Pelatihan Tenagg Kena dan

Prod sitivsas Tenaga Kega

(17. Program Pengeolaan Aspek Keeologien

Prarlas — Kadbnal | Pae 11 Pegan AaaneGas Pae raran De

& soromi 2.— Program Peningkatan Kerjasar Desa
Membangun dari | pedesaan berbasis . — Prgram Pembanguran Kamasan Transmigrasi

desa dan dari | peemiloka

bawah — untuk

pemerataan

ekonomi —— dan

pemberantasan

kemiskinan

Priartas Nasional | Pernceaten . 1 Pioaam Penngkatan peran Garal folfik dan

A ketentraman dan — Lumoaga Pendidikan mek Pendilkan Podix

| Memperkuat — | Ketetiban (en Pengemangan Flk serta Sudaya 2oek

reformasi pollik, | Mesyarakat sena 2 Pogram Pemberdagaan can Penganasan

hukum, —— dan| Pemantapan Oryaricasi Kemacyaracalan

Dirokrasi, — sena SeMukas 3 Piogiam — oenngkeian — keeneraman obe

ketarmban urum
memperkuat

4 Prgam — pencegenan, — peranggulangan,

ndikanatnih penyelamatan kedakaran dan penyelamalan 700
pemberantasan Kearn |
korupsi — dan 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasonal de"

—fxf



ak

8— Prioitas Nasional Peningkamn

8 pengelakan,

Memperkuat — | pengendaian dan

penyelarasan Berindungan
kehidupan — yang | nokungan Hidup

harmonis dengan

Ingkungan — alam

dan — budaya,

peningkatan

toleansi — antar |
umat — beragama

(untuk — mencapai

masyarakat yang

adi dan makmur

Pennaketan Kusltas dan Fasiltasi. Penanganan

Kantik Sye

Program Pengeloaan Keuangan Daerah

Piogram Pengeloaan Barang Mllk baerah

Programi Pengeloaan Pendapatan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalan dan Pvaluasi

Pembangunan Oaerah

19.Program Koordinasi dan Sink/onisasi Perencanaan

Pembangunan Oeerah

11.Pmogram Peneltian can Pengembangan Deerah

12.Program Penyelenggaraan Penganasan

13.Proaram Perumusan KEbrakn,. Pencamorgan

an Asistensi

14.Program kebijakan dan oelayanan pengadaan

barang Gan jasa

15.Program perekosemian an pembangunan

158.Program ceblakan adir 2S 5 pembanganan

1:7.Program Benataan Organisas

28.Program Fasillas dan Kecrdinasi Hukun

8.Pioaram Pemerintahea Gan Otonom Daerah

20 Dukunger Pelaksanaan Tuges an Fungs DPRD

22 Beinisrasi Umum Sekelarial DPRD Proinsi

9, roaram Pelayanan Benghubung

23.Prcgram Penyeknggaraan Statsei« Sedara

24.Program Pengelolaan Al

8 Poaram Perindunga” dan Penyelaratan Anip

Fregram Peranganan Beneara
. Program Peningkatan Dersiikasi dan Ketahana”

Pangan Masyaraiat

3. Program Perencanaan Lingkunga Hidup

3 mogram Pengendalan encemet

Kerusakar Lingkungan Hidup

5. mogram Pengendaian Bahan Berashaya dan

Seracun (83) dan Limbar Bahen Berbahaya dan

Seracun (Lmbah 83),

6. Sagram Fembingan can Penganssan Temadap |
lan Ungkungen dan inn Perindungan an

Pengelalaa” Lingkungan Helup (PPLH)

7. Sogem Pendidikan, Peaunan dan Penyuluhan

Cingkungan Hidup untuk Masyaraket:

8. Pogrem Pengrargaan Lndkuagan Hdup ank

Masyarsiat

. Program Pengellaan Hulan

Progiam Konsenasi Sumbe” Oey Al Hayati

an Hesesemnya.

danatan

11.Program Pendakan dan PeBtnan, Penjuluhan

an Pemberiayaan Masarakat i Bdang

Kehutanan

12.Programi Pengeloiaan DS

13.Program Pengemaangan Perumahen

13.Program Penanggulangan Bencana

15.Program Pengeloiaan Energi TerLarukan

4.5 Pokok — Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam proses penyusunannya juga mengakomodir proses

politik dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan



Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 78 bahwa dalam penyusunan rancangan awal DPRD

memberikan saran dan pendapat heruna pokok-nokok pikiran DPRD berdasarkan hasil

resesipenjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan

kelompok sasaran yang selaras dengan pencapalan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD

sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu)

minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokok-pokok pikiran DPRD selain disampaikan

secara tertulis juga dimasukkan/dinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(SIPD-RI) pada tahapan perencanaan. Setelah diterima oleh Kepala Bapppeda, Pokok-Pokok Pikiran

DPRD” melalui proses penelaahan/verifikasi Untuk diselaraskan dengan sasaran dan prioritas

pembangunan serta ketersediaan kapasitas 1il anggaran. Proses penelaahan/verifikasi. dimaksud

dilaksanakan melalul system SIPD-RI yang merupakan hasil Inputan dari seluruh anggota DPRD

provinsi. Rekapitulasi pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPO-RI sebagaimana terlampir di bawah Ini
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ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah Provinsi Gorontalo, maka

arah kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo di fokuskan pada

hal-hal sebagai berikut

5.1 KOTAGORONTALO

5.1.1 Kebijakan Prioritas Pembangunan Kota Gorontalo

Kebijakan perioritas pembangunan Kota Gorontalo diarahkan pada beberapa hal yaitu

1. Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan

banjir

2. Pengamanan dan mitigasi bencana : Sesar/patahan Gorontalo yang merupakan bagian zona

pertemuan antara zona curasia dan z0na pasifik.

3. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi

potensisl bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan

berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan

pembudidaya.

4. Peningkatan industri hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan,

pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM,

peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata (Benteng Otanaha, Iluta) dan ekonomi kreatif.

5. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi: Peningkatan

konektivitas pelayanan transportasi dan Peningkatan koselamatan lalu intas.

6. Meningkatkan Layanan Teknologi Inforimasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E

Govermment.

7. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelota Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif.

8. Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui

Poningkatan Sarana dan Prasarana faslitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai

Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM

Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup

dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi

informasi berbasis digital.

9. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS):

Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti.

5.1.2. Sasaran Pembangunan

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Gorontalo dan Kebijakan prioritas

pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kota Gorontalo diproyeksikan

sebagai berikut



Tabel 5.1

Proyeksi Makro Ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2025

Capaian Proveksi | Outlook
Indikator S

2022 | 2022 /2023| 2024 | 2025

Pertumbuhan Ekonomi 20 (a1 |ase| 407 572

IkKemiskinan se3 |s1 se 543 524
Tingkat Pengangguran ass | 35 406 | 318 32

IPM 7Al 1822 16 n3 | Teoi

(Indeks Gini 0406 | 01396 | 0,396 0392 0264

“Sib Da : Badn Aat SK On! Gororlao 27 al Poyeksi KEMD Barppasa Pe an Berla Aaaa
Pemaahasan MuSendang RKPD 125

5.2 KABUPATEN GORONTALO

5.1.1. Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Gorontalo

Prioritas Pembangunan Provinsi di Kabupaten Gorontalo diarahkan pada :

1. Peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi

potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan

berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan

pembudidaya.

Peningkatan Industri hulu hlir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan,

peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nllal tambah, tenaga kerja,

Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan Klaster

kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik

Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

mendukung pelaksanaan E-Government.

4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif.

Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

'Gengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui

Peningkatan Sarana dan Prasarana fasiltas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai

Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM

Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup

dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi

2

informasi berbasis digita.

6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial, Peningkatan upaya pemenuhan layanan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar

anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti: Advokasi pemutakhiran Data Terpadu

Kesejahtoraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem

MM



evaluasi terpadui Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial:

Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjarminan pertumbuhan gizi anak

'dan ibu hamil

7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak,

meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi

pemuda dalam pembangunan.

8. Peningkatan pengelolaan, pengendaian dan periindungan Lingkungan Hidup, Meningkatnya

kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengengdalian resiko bencana: Peningkatan

penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.1.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Gorontalo

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gorontalo dan Kebijakan prioritas

pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran Kinerja pembangunan Kabupaten Gorontalo

diproyeksikan sebagai berikut

Tabel5.2

Proyeksi Makro Ekonomi Kaupaten Gorontalo Tahun 2025

a3 E Capaian Proyeksi Outiook
MNA 2021 | 2022 2023 | 2024

(Pertumbukan Ekoromi 21 | a3 lasi| 4e | 5o
Kemiskinan 17,89 | 17,71 | 17,48 16,98 16,52

(Tingkat Pengangguran 212 | 183 | 248 232 | 219

Pn Sbsseosi msr| na | na
(nek G Toseloas 0m3| 045 | 0402
“Sumber Dak : Badan Pusat Statisik PrOvitsi Goroniaio 2

Pembanasan Musrendang RPD l25

4 Hasi Proyeksi KEMD Baponeab Provansi c Be Ae

5.3 KABUPATEN BOALEMO

5.3.1. Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Boalemo

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi

potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan

berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan

pembudidaya

2. Peningkatan industri hulu hilr, industi olahan hasii pertanian, perkebunan, perikanan,

petemakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja,

Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan parinisata dan ekonomi kreatif



3. Mendorang peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan Klaster

kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik

Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

mendukung pelaksanaan E-Govermment

4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif

5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui

Peningkatan Sarana dan Prasarana fasiltas pelayanan kesehatan dl tingkat Provinsi Sehagai

Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi Serta Advokasi SPM

Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup

dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi

informasi berbasis digita!

6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial, Peningkatan upaya pemenuhan layanan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar

anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti: Advokasi pemutakhiran Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem

evaluasi terpadu: Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial:

Pemberian kebutuhan pangan Khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak

dan ibu hamil

7, Meningkatkan tumbuh kembang anak, pertindungan terhadap perempuan dan anak,

meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi

pemuda dalam pembangunan

8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidupi Meningkatnya

kualitas tate kelola penanggulangan bencana dan pengendatian resiko bencana: Peningkatan

penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Boalemo

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Boalomo dan Kebijakan prioritas

pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Boalemo

diproyeksikan sebagai berikut

Tabel 5.3

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Boalemo Tahun 2025

Capaian Proyeksi |— Outlook
| I 2021 | 2022 | 2025 | 2024 2025
Perumbuhan EKorori 204 | 305 (ae | 4ne | AB-5ai
Kemiskinan 15604 | 1830 | a0 1158
Tingkat Pengangguran 357 207 | 266 | 262 213
m Gean | eran | eara | ar 1 Gaon

Indois Gi I 0a fo oao fo 00 1 oao



maber Ote : Sadan Pusat Stptstik POWSi Gorontalo 2024, Hasi Prayeisi KEMD Bannoeda RoKsi dan Benta A

Aemasnasan MuSenbang RKPD 2025

54 — KABUPATEN POHUWATO

5.4.1. Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Pohuwato

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi

potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan

berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan

pembudidaya

2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan,

peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja,

Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif

3.. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendokatan klaster

kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik (pembangunan

bangara Pohuwato) dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan £-Government.

4.. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif

5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesenatan Semesta

dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui

Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilhas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai

Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi Serta Advokasi SPM

Bidang Kesehatan di Kah/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup

dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi

informasi berbasis digital

6.. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan Sosial: Peningkatan upaya pemenuhan layanan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Soslal (PMKS): Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar

anak terlantar, disabiitas dan lansia dalam panti: Advokasi pemutakhiran Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem

evaluasi terpadu, Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan Sosial:

Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak

dan ibu hamil

7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perindungan terhadap perempuan dan anak,

meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi

pemuda dalam pembangunan

8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perindungan Lingkungan Hidupi Meningkatnya

kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana: Peningkatan

penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.4.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Pohuwato

m — PA &



Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pohuwato dan Kebijakan prioritas

pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran Kinerja pembangunan Kabupaten Pohuwato

diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.4

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Pohuwato Tahun 2025

Proyeksi — Outlook

m 2021 2023 | 2024 | 2015
Pertumbuhan Ekonomi 22 44 4713 58
(Kemiskinan — |oe 1764 | 114l 1561

“Tingkat Pengangguran 245 346 302 250

1PM 793 031 a0 785

Indeks Gini o3 04 | 0307 0312
“Sib Da . Pab Alai SBk PoVAs Goronlao 2024, Pi FDye KEMD Be Pa i Be Aaio
PemAanasan Musrendang RKPD 2025

5.5 — KABUPATEN BONE BOLANGO

5.5.1. Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Bone Bolango

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi

potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan

berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan

pembudidaya

Peningkatan Industri hulu hlir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan,

petemakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja,

Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif

3.. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster

kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik

Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

mendukung pelaksanaan E-Government

4 Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptit

5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

'dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui

Peningkatan Sarana dan Prasarana fasiltas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai

Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM

Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup

dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi

informasi berbasis digital

2

6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial Peningkatan upaya pemenuhan layanan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar



anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti: Advokasi pemutakhiran Data Terpadu

Kesejahteraan Soslal (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem

evaluasi terpadu, Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial

Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak

dan Ibu hamil

7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak,

meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi

pemuda dalam pembangunan

8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan pertindungan Lingkungan Hidup, Meningkatnya

kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana, Peningkatan

penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.5.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Bone Bolango

'Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bone Bolango dan Kebijakan prioritas

pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Bone Bolango

diproyeksikan sebagai berikut

Tabel 5.5

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025

f Indikator |a— CaBalan Je aak O sanea
| | 2021 | 2022 2023 | 2024 2025

(Pertumbuhan Ekonomi 218 | 401 | 447 | 482 53

(Kemiskinan 163 11605 | 1551 | 1516 1360
Tingkat Pengangguran 3as 329 | 30 | aa 30

IPM 7076 1139 | 1197 | 124 7266

Indeks Gi (o 08 |ot 1 0307 CE
“Sumber Dsia « BaGi lSi Stahshk PoUnsi Goranmo O, Mal Fyek KEM Raaepadi Fo an Be Aaae
Pemaanasan Musrenang RKPD 2025

5.6 — KABUPATEN GORONTALO UTARA

5.6.1. Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Gorontalo Utara

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi

potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan

berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan

membudidaya

2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan,

peternakan, pertambangan, aspek kegeologlan, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja,

Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatit

3.. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster

kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik

i a an ,



Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang

mendukung pelaksanaan E-Government

4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif

5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui

Peningkatan Sarana dan Prasarana faslitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai

Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM

Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup

dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi

informasi berbasis digital

6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan Soslal: Peningkatan upaya pemenuhan layanan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar

anak terlantar, disabiltas dan lansia dalam panti: Advokasi pemutakhiran Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem

evaluasi terpadu: Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial:

Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak

dan ibu hamil

7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak,

meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi

pemuda dalam pembangunan

8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidupi, Meningkatnya

kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana: Peningkatan

penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.6.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kebijakan

Prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Gorontalo

Utara diproyeksikan sebagai berikut

Tabel 5.6

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025
“ “a

| ESI Capalan — | Proyeksi | Outiook
2022 / 2023 2024 | 2025

(Pertumbuhan Ekonomi 33 | 431 479 48

Kemiskinan 17,23 | 1724 1703 | 1683 16,25

Tingkat Pengangguran 23 202 277 | 260 21

1PM 6664 eral | 68 se | 623

(Indeks Gini 0404 | DA3 0a . 00
“Sibe Dota : BG PlSat SGRSOK PonnsI Goronralo 22 Mal Pryak KEM Forppada Poasi Gb Beria
Pembahasan Musrendang RKPD 2025



BABVI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025 menjabarkan rencana Program Pembangunan

Daerh dan Perangkat Daerah yang akan didanai pada tahun 2025. Komposisi pendanaan dari Program

dan Kegiatan merupakan elahorasi lebih lanjut dari fokus pembangunan yang tergambar paa Tema

beserta Unsur Tema RKPD Tahun 2025.

Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah disajikan bersama dengan semua parameter

yang menyertai, yaitu Indikator, Target Tahun Rencana, Lokasi serta Pagu yang merupakan hasil

perumusan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian menjadi acuan dalam

melaksanakan pembangunan daerah di masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya, pendanaan perencanaan pembangunan Tahun 2025 untuk masing-masing Perangkat

Daerah dapat dicermati pada Tabel TB.56 sebagai berikut



BASVII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah menjadi alat ukur dalam memberikan gambaran Ukuran

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berikut disajikan target indikator Kinerja utama

daerah tahun 2025 beserta target indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintanan

tahun 2025 sebagaimana tabel 7.1 dan tabel 7.2 di hawah ini:

Tabel 7.1

Target Indicator Kinerja Ulama Provinsi Gorontalo

Target
Capalan — Target

Indikator Kinerja p e Nasional

Pertumbuhan Ekanomi 450 — 523545 . 530560

Indeks Gini aa | 03840400 | 0.379-0392

Infasi 440 | 391252 254

Pendapatan Perkapita 4235 4414 — 8196-8208

TT 6 2817308 — 450500

Persentase Kemiskinan 1551 — 14211450 . 60-70

Indeks Pembangunan i .

| Manusia (point) 7125 7165

Indeks Modal Manusia" | 050 050

Nilai MCP 8750 956

Ingeks Reformasi Birakrasi 71475 78

Prevalensi Stunting 238 14 188

“#Indikator hasil pembahasan Rakertekrenbang Nasional 2024

(ae

W



Tabel7.2

Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

Target

No. . Asbek/Bidang Urusan/ Indikasor Kinerja Pembangunan Daerah — | Capelan 2023 | 3024 355

— eee 1 ok

: z 7 7 s 6

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT a
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan tkonomi

21 Relnoan Fso ae KE s iaasa

37 ndasGn Ba7 aa 1,3 03940200

13 la CI aB 45 3252

14 — pendapsan Pekapia 2235 #4a4

15— Perengase Kemskinan — 15511 Ma el | 1500

16— ne Pembergunan YrASE B) — a 702 36 7l

Fokis Kesejanteraan Sosial B

2 | Pendidikan .

21 | Retarata lar Sekolah — 525 PE3 EI

22” | Harapan lama secalah 2316 123 2393 1303

23— | Angka Parssipesi Secolah (APS KeGmpeK On ES 77 163 73e 23
SM 120ar ie jad Su 52 n Su 56

2| Persantasa Satuan pendiaikan berakedtasi minimei B SMASMK G) MB | Serias - SeI
Se

25 00 a

3 — Kesenatan |

31— Age rerapsn Nedap E ss E M BAI
32 — Pe an Bax 1ae Pn

( Eani Busaya dan Aama. B n



3— Kebudayaan dan Agama.

a— PEAe Be Gon budaya Pengaa Genda yang lan ieb me . n -

13 | incee Kenukunan Uimat Semgara. ” ”
ASPEK PELAYANAN UMUM, — B s
Pelayanan Urusan Walib B n

6— | Pekerjaan Umum

51 | Persanasa Kondii Manlap Jsar Fol 03 EI oL63

52 Persantase Ginerje Mae Kemenangaa Pnl 2318 Su ss

7 Perumanan

71— Penenase Lwagan Kavasan Kumuh (?:) ae |a 208 7

72— Persenase Cakupan Ar minum Layak s51e Se ssat c
73— Persentase Cakupan Sanilasi Layak naI an ss aLsan

8 —— Lingkungan Hidup

31 Mae kuaikas Ingeungan NG3 (KH EE Pa . marmaas | BGe

5 sosial

s1— | camupan penenma perjaminan pemeiharsan kecehetan (MG se0u Pe P

52 | Cokupan mesyaraket Mek yang mencapatkan Bantuan sosal () ie ax z

10— | Ketenagakerjaan |

101 | Tngkat Pengangguran Tebula — aa Dae | a 6

12 | Pemerintahan

na | Manep ss .

122 | Iek Al Bek se3

15 Ma SAP a SB Nisi S a Nisi

214 | Indeks Kematangan Oranian - 48 inces - 45 naek

215 Indae Gul PeGcaraan A -

116— Op Pengeolaan Keuangan ar WP Wr WP

17 — ne SMe YET 27 S



ne | a Mae

P) .

13 — Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
D ane — S |a — a

Pae N B a BA
i pan a —

el 3

aSe roraakar | aa1s | Resieesi PMARMON (a Dasungnan | na

16 Perhubungan n

17 | Kepemudaan dan Olahraga

Indeks Perindungan Anak a

Perpustakaan

Indass Pembangusan i Pa na E sam

ko Setter Pe ane A asa EEI P BE
Niai Tukar Pear PI Dne | na — 105an “oni aa

al Puk Usate #ertanen OMTUP) 118e MAS 2855 Rado

Weutania

Penurunan GMil GRK O)

21 7 Pariwisata
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BAB vII

PENUTUP

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang mengemban amanat

membangunan tahun ketiga dari empat tahun perencanaan pembangunan pada Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Provinsi Gorontaio 2023 — 2026. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang

berlaku sedari Tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan

Tahun 2025, ditetapkan prinsip dan kaidah yang harus menjadi komitmen seluruh elemen masyarakat

yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembangunan daerah. Prinsip dan

Kaidah dimaksud adalah:

1, Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan semua Pemerintah Daerah se

Provinsi Gorontalo serta elemen masyarakat yang teribat dalam pembangunan di Gorontalo,

berkewajiban untuk melaksanakan Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD

Provinsi Gorontalo Tahun 2025 secara sinergis, sinkron dan terintegrasi.

2..Untuk memaksimaikan pendanaan pembangunan, kontrbusi dan partisipasi masyarakat dan dunia

usaha serta dunia industri harus senantiasa dioptimaikan, sekaligus juga agar berperan sebagai

pengawas dalam pelaksanaan pembangunan.

3. RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS

Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

4..Untuk mengoptimalkan integrasi, sinergitas, sinkronisasi, hamonisasi dan pelaksanaan Program

dan Kegiatan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Renja PD

masing-masing dengan mempedomani RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

5. Setap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap perumusan kebijakan dan

pelaksanaan Renja PD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing

masing, kemudian melaporkan hasilnya secara berkala kepada Pj. Gubernur, melalui Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 8iro Pengendalian Pembangunan dan Fkonomi

Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditentukan dalam

Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017.

6.Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi Kinerja pelaksanaan RKPD Provinsi Gorontalo

“Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, kemucian melaporkan hasilnya

secara berkala kepada Gubemur, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Daerah, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan

Provinsi Gorontalo sebagaimana ditentukan dalam Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017.

7..Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan

pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota, maka RKPD Provinsi

(Gorontalo Tahun 2025 harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun

RKPD Kebupaten/Kota Tahun 2025.


